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Eksekutaf

Laporan  Kinerja merupakan salah  satu
upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka
menuju tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan lebih transparan dalam
menyajikan program kerja. Laporan ini berisi
capaian kinerja yang mengacu pada dokumen
Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam Tahun 2025.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
KementerianKomunikasidan Informatika,namun
sesuai amanat Peraturan Presiden Rl Nomor 174
Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 telah
berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan
Digital Rl dan Direktorat Jenderal Sumber Daya
Perangkat Pos dan Informatika juga berganti

menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan
Digital RINomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Digital.

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas [I Batam adalah melakukan
pelayanan monitoring, pengukuran, Inspeksi,
Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum
Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi
dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio
guna mendukung ketersediaan  layanan
telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati
oleh rakyat banyak serta dapat memberikan
manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian
capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Batam dapat dilihat dari capaian
sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan
pada awal tahun 2025.
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Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No Sasaran Kegiatan (1) Indikator Kinerja (2) Target (3) Capaian (4)
. Meningkatnya Kepatuhan 1. Persentase (%) Monitoring 80% 100%
dan Kualitas Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi
Spektrum Frekuensi Radio, Radio
Perangkat Telekomunikasidan > persentase (%) Pemeriksaan Stasiun 100% 100%
Layanan Telekomunikasi Radio
3. Persentase (%) Penanganan 95% 100%

Gangguan SFR

4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan 75% 100%
Standar Teknis Alat dan/atau
Perangkat Telekomunikasi dan Digital

5. Persentase (%) Terjaganya 85% 100%
Operasional dan Fungsi Monitoring
dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio

di UPT

6. Persentase (%) Penanganan Sanksi 80% 100%
Denda Administratif

7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil ~ 100% 100%
Pengukuran Kualitas Layanan

8. Persentase (%) Penyelenggaraan 100% 100%

Layanan Sertifikasi Operator Radio
(UNAR, MOTS-IKRAN)

9. Persentase (%) Pelaksanaan 100% 100%
Penanganan Piutang BHP Frekuensi

Radio

10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan 100% 150%
Publik

11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey 100% 124%
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey 100% 109%

Integritas Pelayanan Publik (IPP/IPAK)

13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi 100% 100%
Site ISR Microwave Link yang Tidak
Sesuai (PrimaAksi)

2. Meningkatnya Kualitas Tata 1. Nilai Kinerjo Anggaran Balai Monitor 86.95 86.19

Kelola Ditjen Infrastruktur

Kelas Il Batam Tahun 2025

Digital yang Efektif danEfisien 2 Njlai Kualitas Pelaporan Keuangan 97 100
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)

Pada sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya
Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian
Spektrum  Frekuensi Radio, Perangkat
Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi”

1. IK-1Persentase (%) MonitoringPenggunaan
Spektrum Frekuensi Radio
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 80 %.

IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun
Radio

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 100 %

IK-3  Persentase (%) Penanganan
Gangguan SFR

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 95 %
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4. IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Pada Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya
Standar Teknis Alat danf/atau Perangkat Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan
Telekomunikasi dan Digital Efisien”

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 75 % 1) IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor

5. IK-5 Persentase (%) Terjaganya Kelas Il Batam Tahun 2025
Operasional dan Fungsi Monitoring dari Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran
Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Ditjen Infrastruktur Digital yang merupakan
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat
sebesar 85 % Anggaran Kementerian Keuangan atas

6. IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Pengelolaan Anggaran selama Tahun 2025
Denda Administratif yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan Frekuensi Radio Kelas Il Batam. Nilai Indikator
sebesar 80 % Peloksanaan Anggaran yang capai adalah

7. IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil 86.19 dari target yang ditetapkan sebesar
Pengukuran Kualitas Layanan 86.95.

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 100 % 2) IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan

8. IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, (UAKPA)

MOTS-IKRAN) Pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
sebesar 100 % Anggaran  (UAKPA)  yang  merupakan

9. IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan
Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan Digital yang
Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum
sebesar 100 % Frekuensi Radio Kelas Il Batam. Nilai Indikator

10. IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Peloksanaan Anggaran yang capai adalah
Publik 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97.
Tercapai 150 % dari target yang ditetapkan
sebesar 100 % Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) Frekuensi Radio Kelas Il Batam sampai dengan
Tercapai 124 % dari target yang ditetapkan  akhir Desember 2025 dengan detail realisasi
sebesar 100 % pada DIPA Tahun 2025 dengan Kode Satker Lama

12. IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey (653970) sebesar Rp. 4.955.509.661,- (100%) dari
Integritas Pelayanan Publik (1IPP/IPAK) pagu anggaran sebesar Rp. 4.955.599.000,-
Tercapai 109 % dari target yang ditetapkan  dan DIPA Tahun 2025 dengan Kode Satker Baru
sebesar 100 % (694708) sebesar Rp. 6.827.372.570,- (99.12%) dari

13. IK-13Persentase (%) TindakLanjutVerifikasi  pagu anggaran sebesar Rp. 6.888.051.000,-.

Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai
(PrimaAksi)

Tercapai 100 % dari target yang ditetapkan
sebesar 100 %

iv
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Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025

No Indikator Kinerja

2021 2022

2023

2024

2025

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

1 Persentase pengukuran
stasiun radio dan televisi
siaran di wilayah kerja

50,00 94,44

2 Persentase (%) Monitoring
Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio di Kab/Kota

80,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 80,00

100,00

3 Persentase (%) Pemeriksaan
Stasiun Radio

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

4 Persentase Okupansi
penggunaan frekuensi radio
di kabupaten/kita

80,00 100,00

5 Persentase jumlah ISR yang
termonitor

70,00 80,70

6 Persentase hasil monitoring
frekuensi yang teridentifikasi

90,00 100,00

7 Berfungsinya perangkat
pendukung SMFR dan alat
monitoring/ukur di UPT

85,00 95,00 95,00

100,00 95,00

100,00

95,00

100,00

8 Persentase (%) penanganan
gangguan spektrum
frekuensi radio

97,00 100,00 98,00

100,00 99,00

100,00

100,00

100,00 95,00

100,00

9 Persentase penertiban
spektrum frekuensi radio

70,00 100,00

10 Penertiban Spektrum
Frekuensi Radio dan Alat/
Perangkat Telekomunikasi

90,00

100,00 93,00

100,00

93,00

100,00

1 Persentase (%) Tingkat
Kepatuhan Standar Teknis
Alat dan/atau Perangkat
Telekomunikasi dan Digital

75.00

100.00

12 Persentase % Terjaganya
Operasional dan Fungsi
Monitoring dari Stasiun
Monitor Frekuensi Radio di
UPT

85,00

100,00

13 Persentase (%) Penanganan
Sanksi Denda Administratif

80,00

100,00

14 Persentase (%) Tersedianya
Data Hasil Pengukuran
Kualitas Layanan

100,00

100,00

15 Monitoring Sertifikat alat/
Perangkat Telekomunikasi

3,00 3,00

16 Penertiban sertifikat alat/
perangkat telekomunikasi

1,00 1,00

17 Persentase pelaksanaan
sosialisasi pelayanan publik

80,00 100,00

18 Persentase (%) Sosialisasi
Pelayanan Publik dan Survey
Kepuasan Masyarakat

100,00

100,00

100,00

100,00

19 Persentase (%) Sosialisasi
Pelayanan Publik

100,00

150,00

20 Persentase Pelaksanaan
Ujian Negara Amatir Radio
berbasis CAT

100,00 120,00

21 Persentase (%) Peserta
Ujian Negara Amatir Radio
berbasis CAT

100,00

243,00

100,00

425,00
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2023 2024 2025

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Persentase Pelaksanaan
Pencegahan dan
Penanganan Piutang BHP
Frekuensi Radio

100,00

100,00

Persentase (%) Penanganan
Piutang dan Koodinasi
Pelimpahan ke KPKNL

100,00

154,80 100,00 100,00

Persentase (%) Pelaksanaan
Penanganan Piutang BHP
Frekuensi Radio

100,00

100,00

Persentase pelaksanaan
sosialisasi dan atau SRC/
LRC dan jumlah ISR Maritim
Nelayan

90,00

504,33

Persentase (%) Bimbingan
Teknis SRC/LRC

100,00

181,00

Persentase (%) Sosialisasi/
Bimbingan Teknis SRC/LRC

100,00 286,00

Persentase (%) ISR Maritim
Nelayan program MOTS-
IKRAN

100,00

628,00 100,00 333,00

Persentase (%)
Penyelenggaraan Layanan
Sertifikasi Operator Radio
(UNAR, MOTSIKRAN)

100,00

100,00

Persentase Pelaksanaan
inspeksi stasiun radio terkait
validasi data ISR

90,00

92,61

Pelayanan Publik Terkait
Konsultasi Penggunaan
SFR, UNAR, Pendampingan
Penyelesaian Piutang dan
Maritim Nelayan

100,00

194,50

Persentase (%) Verifikasi Data
Koordinat Site ISR Microwave
Link dan Penyiaran (QR Code
Site) program MOTS-IKRAN

100,00

100,00

Persentase (%) Verifikasi Data
Koordinat Site ISR

100,00 100,00

Persentase (%) Pelaksanaan
Survey Kepuasan Pelayanan
Publik (IKM/IPKP)

100,00

124,00

Persentase (%) Pelaksanaan
Survey Integritas Pelayanan
Publik (IIPP/IPAK)

100,00

109,00

Persentase (%) Tindak Lanjut
Verifikasi Site ISR Microwave
Link yang Tidak Sesuai
(PrimaAksi)

100,00

100,00

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

86,00

95,68

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen
SDPPI

87,00

89,97

87,00

90,66

Nilai Kinerja Anggaran UPT
Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I
Batam Tahun 2024

90,66 91,99

Nilai Kinerja Anggaran Balai
Monitor Kelas Il Batam Tahun
2025

86,95

86,19

Nilai Kualitas Pelaporan
Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran
(uAkPA)

80,00

100,00 100,00 100,00 97,00

100,00
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Assalaamu’alaikum  Wa Rahmatullahi Wa
Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji - syukur kita
panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala
rahmat dan ridho-Nya jugalah penyusunan
Laporan Kinerja tahun 2025 Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam dapat
diselesaikan dengan baik.

LaporanKinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Batam Tahun 2025, merupakan
laporan pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi
dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga
merupakan dokumen penting dalam siklus
perencanaan sebagai umpan  balik untuk
masukan tahun berikutnya, sehingga dapat
membantu penyusunan rencana strategik dan

rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran
kinerjo. Dokumen ini merupakan data terpadu
antara kinerja anggaran yang mendukungnya,
antara sasaran dan keluaran yang dicapai,
sehingga dapat menjadi instrumen untuk
menilai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas
instansi.

Laporan Kinerja ini telah disusun dengan
cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan
Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum
Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan
| atau Perangkat Telekomunikasi, Tim Kerja
Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan
Alat Telekomunikasi dan /[ atau Perangkat
Telekomunikasi, Tim  Kerjo  Pemeliharaan
Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio
dan Konsultasi Publik serta Sub Bagian Umum
di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi

viii
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Radio Kelas Il Batam. Penyusunan perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sebagai  penunjang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam tahun 2025, dapat
dilaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian
kinerjo misi, sasaran, program, dan kegiatan
yang dilakukan pada tahun 2025, sesuai yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan Rencana
Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam Tahun 2025.
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Laporan ini diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai seberapa jauh
keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun
2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu’alaikum  Wa Rahmatullahi Wa
Barokaatuh

Batam, Februari 2026
Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam

Rosyid Susilo Nugroho
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Latar Belakang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber
daya alam yang terbatas sama seperti sumber
daya alom yang ada di tanah dan juga air,
kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa
merugikan warga negara. Karena terbatas
maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan
negara sebagai mana diamanatkan dalam
UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya
alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua
yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan
dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring perkembangan teknologi informatika,
spektrum frekuensi radio dan standar perangkat
pos daninformatika makin banyak dipergunakan
untuk keperluan sehari hari, Agar pemanfaatan
spektrum frekuensi radio dan standar perangkat
pos dan informatika tertib, teratur dan efisien
dan untuk mencegah timbulnya gangguan
(interferensi), karena propagasi gelombang
radio merambat tanpa mengenal batas
wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi
radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio dan
standar perangkat pos dan informatika,
pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat
Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian
Komunikasi dan Digital sebagai lembaga
negara yang melaksanakan pengawasan
dan pengendalion penggunaan spektrum
frekuensi radio dan standar perangkat pos
dan informatika sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999
Tentang Telekomunikasi dan Undang-undang
(UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di
daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai
pelaksana pengawasan dan  pengendalian
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spektrum frekuensi radio dan standar perangkat
pos dan informatika di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya mencapai
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban,
serta untuk mengetahui dampak positif maupun
negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan kinerja akuntabilitas dapat
diupayakan langkah-langkah korektif terhadap
berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan
juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan
utama dalam mencapai sasaran dan tujuan,
serta dapat digunakan sebagai bahan untuk
menyusun rencana program dan kegiatan di
masa yang akan datang.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas [l Batam disusun
sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban
akuntabilitas kinerja Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam atas pelaksanaan
tugas dan kegiatan serta pengelolaan
anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025.
Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja
ini adalah sebagai alat untuk memantau,
mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
dan mengumpulkan masukkan dari pemangku
kepentingan untuk peningkatan kinerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Batam
ke depannya

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Penyelenggaraan Instansi
Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Pendayagunaan Apartur Negara dan Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian  Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Struktur Organisasi

Didalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi

yang diemban, Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas Il Batam, sesuai dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum

Frekuensi Radio dan Keputusan Sekretaris

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 30

Tahun 2025 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit

Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Tahun 2025, yang menyatakan bahwa

susunan organisasi Balai Monitor Spektrum

Frekuensi Radio Kelas Il terdiri atas Kepala Balai

Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Sub Bagian

Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan

menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyusunan rencana dan program;

b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi
sumber pancaran dan  pemantauan
spektrum frekuensi radio;

c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran
terhadap pengguna spektrum frekuensi
radio dan standar perangkat pos dan
informatika;

d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data
penggunaan spektrum frekuensi radio;

e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat
pemberitahuan pembayaran biaya
hak pengguna frekuensi radio serta
pendampingan penyelesaian piutang biaya
hak pengguna frekuensi radio;

f. Pelayanan pengaduan masyarakat ter-
hadap gangguan spektrum frekuensi radio;

g. Pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan
perangkat monitor frekuensi radio;

h. Pelaksanaan ujian amatir radio;

i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawai-
an, ketatausahaan, kerumahtanggan dan
hubungan masyarakat unit pelaksana teknis
bidang monitor spektrum frekuensi radio;
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Dengan demikian tugas dan struktur organisasi
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas |I
Batam adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum
Subbagiaon Umum mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan program,
urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
hubungan masyarakat.

2. Tim Kerja Monitoring dan evaluasi
spektrum frekuensi radio dan alat
telekomunikasi  danfatau  perangkat
telekomunikasi
Tim Kerja Monitoring dan evaluasi spektrum
frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/
atau perangkat telekomunikasi mempunyai
lingkup tugas :

a. Pelaksanaan  pengamatan,  deteksi
lokasi sumber pancaran, pengukuran,
pemeriksaan  stasiun  radio, dan
pemantauan penggunaan spektrum
frekuensi radio serta pemenuhan
standardisasi alat telekomunikasi dan/
atau perangkat telekomunikasi dan
infrastruktur digital lainnya;

b. Pemantauan dan evaluasi penggunaan
alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi dan infrastruktur digital
lainnya;

c. Pelaksanaan
penyelenggaraan
khusus;

d. Pelaksanaanpenertibandanpenegakan
hukum di  bidang pengendalian
spektrum frekuensi radio, pemenuhan
standardisasi alat telekomunikasi dan/
atau perangkat telekomunikasi serta
telekomunikasi khusus;

e. Pelaksanakan kegiatan penanganan
gangguan spektrum frekuensi radio;

f.  Peloksanaan kegiatan pemusnahan
barang hasil penertiban SFR/APT;

g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan
penertiban SFR/APT dan penanganan
gangguan SFR;

pemantauan
telekomunikasi
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h. Pengenaan sanksi denda administratif
atas pelanggaran kewajiban
penggunaan spektrum frekuensi radio,
kewajiban sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi,
serta penyelesaian piutang denda
administratif.

Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur

Digital

Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur

Digital mempunyai lingkup tugas:

a. Pelaksanaan  pengukuran  kualitas
layanan infrastruktur digital;

b. Analisis data hasil pengukuran kualitas
layanan infrastruktur digital;

c. Pelaksanaan  pembaharuan  data
kualitas layanan infrastruktur digital;

d. Melakukan pemantauan  terhadap
pembangunan dan penyediaan
infrastruktur digital;

e. Melakukan pemantauan gangguan
layanan telekomunikasi;

f.  Pemeriksaan stasiun radio Microwave
Link & Data Seluler;

g. Verifikasi site ISR Microwave Link yang
tidak sesuai (PrimaAksi).

=——F BALAIMONITORSPEKTRUMFREKUENSIRADIO
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4. Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring

dan Layanan

Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan

Layanan mempunyai lingkup tugas :

a. Pelaksanaan, perbaikan, dan
pemeliharaan  perangkat — monitor
frekuensi radio;

b. Penanganan piutang Biaya Hak
Pengguna frekuensi radio;

c. Pelayanan pengaduan masyarakat
terhadap gangguan spektrum frekuensi
radio dan/atau  kualitas layanan
infrastruktur digital;

d. Pelaksanaan ujian  amatir  radio
dan sertifikasi ijin komunikasi radio
perikanan;

e. Pelaksanaan  konsultasi  perizinan
bidang spektrum frekuensi radio,
sertifikasi operator radio, dan sertifikasi
alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO
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Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

Potensi dan Peran Strategis

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam, berkedudukan di kota Batam dengan
alamat: JI. Dr. Cipto Mangunkusumo, kelurahan
Tanjung Pinggir, kecamatan Sekupang, kota
Batam, provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29428,
telepon (0778) 322189 / 322095, faksimile (0778)
327927. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam memiliki Wilayah kerja di provinsi
Kepulauan Riau yang terdiri dari 2 (dua) Kota
dan 5 (Lima) Kabupaten. Provinsi Kepulauan Riau
terletak pada koordinat 04° 15’ LU - 0° 45’ LS dan
103° 1" BT - 109° 10" BT serta letak geografis yang
strategis (antara Laut Natuna Utara dan Selat

Malaka) serta berbatasan dengan beberapa
daerah dan negara tetangga yaitu:

a.

b.

C.

d.

Sebelah Utara berbatasan dengan negara
Vietnam dan Kambojo;

Sebelah  Selatan berbatasan dengan
provinsi Jambi, provinsi Riau, dan provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Sebelah Barat berbatasan dengan negara
Singapura, negara Malaysia bagian barat
dan provinsi Riau;

Sebelah Timur berbatasan dengan negara
Malaysia bagian timur dan provinsi
Kalimantan Barat.

Catatan : 20 21
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sangat bergantung pada transportasi laut
dan udara.

Sebagian pengguna spektrum frekuensi
radio masih ada yang belum mengetahui
dan memahami peraturan penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau
Perangkat Pos dan Informatika sehingga
diperlukan sosialisasi ke masyarakat.
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layanan Kepulauan Riau 1, 2, 3, dan 4;

d. Masih ditemukan pengguna frekuensi
radio yang tidak memiliki Izin Stasiun
Radio, tidak sesuai parameter teknis,
dan penggunaan alat  dan/atau
perangkat telekomunikasi yang tidak
memiliki sertifikat.

" i 3. Opportunity (Peluang)

By e i s Analisa SWOT a. Kanal spektrum frekuensi radio di propinsi

1. Strength (Kekuatan) kepulauan riau masih cukup banyak;
| e a. Tersedianya sarana dan prasarand b. Penggunaan spektrum frekuensi radio
..1,,;- pengawasan dan pengendalian untuk keperluan telekomunikasi digital

\‘H\:ﬁ« penggunaan spektrum frekuensi radio sangat tinggi
h_l_mm";-.slﬁ_._:t\._:' - yang memadai untuk mendukung c. Kemungkinan memperoleh frekuensi
s m pelaksanaan tugas dan fungsi; lebih banyak untuk kebutuhan ekonomi
wu""‘_? i b. Tersedianya sumber daya manusia digital sangat besar;

yang kompeten dalam pengawasan,

d. Pengembangan teknologi dan layanan

pengendalian dan pelayanan publik; baru membutuhkan tambahan
c. Kondisi wilayah kerja yang relatif aman kebutuhan alokasi spektrum frekuensi
dan kondusif; radio;
2 d. Tersedionya informasi  pengguna e. Pengembangan daerah layanan

Gambar 2. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi
Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam disamping
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap penggunaan frekuensi radio juga
melakukan pengawasan dan pengendalian

sama untuk dinas dan/atau service suatu
stasiun radio serta pintu masuk alat dan
perangkat telekomunikasi yang beredar di
Provinsi Kepulauan Riau sehingga diperlukan
tingkat pengawasan yang lebih efektif
guna sesuai dengan regulasi penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan
Perangkat Telekomunikasi yang berlaku di
Indonesia.

frekuensi radio meliputi parameter
teknis, jumlah pengguna, dan data
administrasi yang sesuai dengan lzin
Stasiun Radio yang telah ditetapkan di
wilayah Kepulauan Riau

e. Tersedianya informasi data kepadatan
pendudukan spektrum frekuensi radio di
wilayah kerja UPT Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam;

f.  Mengoptimalkan penggunaan spektrum
frekuensi  radio  sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

operator seluler untuk mencakup wilayah
3T (tertinggal, terluar dan terpencil)
menggunakan frekuensi radio Microwave
Link point to point masih sangat
diperlukan;

f.  Dengan digantikannya televisi analog
ke televisi digital maka akan terjadi
penghematan kanal frekuensi radio
yang sebelumnya satu kanal frekuensi
hanya untuk satu televisi sekarang dapat
digunakan oleh enam atau lebih stasiun
televisi siaran pada satu kanal yang
sama;

terhadap penggunaan alat atau perangkat 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang Weakness (kelemahan) g. Geografis  Provinsi  Kepulauan  Riau
telekomunikasi. Terkait dengan hal itu di dalam terdapat pada Balai Monitor Spektrum a. Bentuk geografis Provinsi Kepulauan yang berbatasan  dengan  negara
pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan FrekuensiRadioKelaslIBatam cukup terbatas Riau yang terdiri dari banyak pulau tetangga  (Singapura dan Malaysia)
pengendalian frekuensi radio dan alat atau sehingga  diperlukan  pengembangan sehingga memerlukan waktu, sarana dapat menciptakan hubungan Trilateral
perangkat telekomunikasi di lapangan, masih kompetensi bagi pegawai. dan prasarana transportasi  untuk antar negara khususnya di bidang
dihadapkan dengan beberapa permasalahan 3. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 menuju suatu wilayah; pemanfaatan penggunaan  spektrum

sebagai berikut :

. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau
yang langsung berbatasan  dengan
negara tetangga, Singapura dan Malaysia
yang sangat berdekatan sehingga masih
merupakan lingkup wilayah layanan yang

Catatan : 22

kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan serta 299
kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau
besar dan kecil yang 30% belum bernama
dan  berpenduduk, sehingga dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam

b. Sumber daya manusia yang dimiliki
masih  memerlukan pengembangan
kompetensi untuk menghadapi
tantangan era digital;

c. Infrastruktur televisi digital belum
sepenuhnya  menjangkau  wilayah

frekuensi radio.

4. Threat (Ancaman)

a. Balai Monitor SFR Kelas Il Batam memiliki
6 stasiun monitoring di 2 Kota dan 3
Kabupaten saja, sehingga belum bisa
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mencakup seluruh kota/kabupaten di
wilayah Provinsi Kepulauan Riay;

b. Sebagai Wilayah yang berbatasan
dengan negara lain (Singapura dan
Malaysia), wilayah Kepulauan Riau
mempunyai kanal yang terbatas dan
beririsan dengan negara tetangga
serta berpotensi terjadinya gangguan
spektrum frekuensi radio;

c. Perkembanganteknologitelekomunikasi
dan informatika harus  diimbangi
dengan  peningkatan  kemampuan
sumber daya manusia;

d. Masuknya alat dan/atau perangkat
telekomunikasi ke Provinsi Kepulauan
Riau khususnya Kota Batam yang belum
tersertifikasi.

Isu Stategis (Strategic Issues)

Sebagai propinsi yang berbatasan langsung

dengan negara tetangga Singapura dan

Malaysia, Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas Il Batam juga menghadapi isu-

isu strategis yang terkait dengan penanganan

frekuensi radio antara lain yaitu :

1. Interferensi Frekuensi : Interferensi frekuensi
dari negara tetangga seperti Singapura
dan Malaysia dapat mengganggu kualitas
siaran radio dan komunikasi di Batam.

2. Keterbatasan Kanal : Keterbatasan kanal
radio di perbatasan dapat menyebabkan
kesulitan dalam mengalokasikan frekuensi
untuk siaran radio dan komunikasi lainnya.

3. Pengawasan  Spektrum  Frekuensi
Pengawasan spektrum frekuensi yang
lemah dapat memungkinkan penggunaan
frekuensi  ilegal dan  mengganggu
keamanan komunikasi.

4. Kerjasama Regional : Kerjasama dengan
Singapura dan Malaysia sangat penting
untuk mengatasi isu-isu terkait frekuensi
radio dan meningkatkan kualitas komunikasi
di kawasan perbatasan.

5. Pengembanganinfrastruktur:Pengembang-
an infrastruktur  telekomunikasi  yang
memadai sangat penting untuk
meningkatkan kualitas layanan komunikasi

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

dan mengurangi ketergantungan pada
satelit.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, pemerintah
Indonesia telah melakukan beberapa langkah,
seperti memperkuat pengawasan spektrum
frekuensi, meningkatkan kerjosama dengan
negara tetangga, dan mengembangkan
infrastruktur telekomunikasi.

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Batam
berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas [l Batam meliputi:

1. Pendahuluan yang berisi  penjelasan
umum organisasi dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama  (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi;

2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/
ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025,

3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian
kinerja organisasi dan realisasi anggaran;

4. Penutup berisikan simpulan umum atas
capaian kinerja organisasi serta langkah-
langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

24
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Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Rencana strategis Kementerian Komunikasi
dan Digital Tahun 2025-2029 sesuai dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor
16 Tahun 2025 yang merupakan pedoman lima
tahunan untuk transformasi digital nasional,
berfokus pada konektivitas inklusif, ekosistem
digital memberdayakan, serta ruang digital
aman sesuai RPJMN 2025-2029.

Untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis
Ditjen Infrastruktur Digital di Bidang Pengawasan
danPengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan
Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika
mendukung sepenuhnya rencana strategis
Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025-
2029 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital, agar mampu memenuhi kebutuhan
pencapaian pembangunan nasional yang telah
dicanangkan.

Sasaran Kegiatan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
[l Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen
Infrastruktur Digital di Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan
Alat dan/atau Perangkat Pos dan Informatika
mendukung sepenuhnya program Kementerian
Komunikasi dan Digital pada periode 2025-2029
yang telah disusun merupakan sasaran kegiatan
yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas
Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio,
Perangkat Telekomunikasi dan Layanan
Telekomunikasi

Untuk mengukur dan mencapai kinerja
pertama ini, dilanjutkan dengan
melaksanakan indikator kinerja dengan
melaksanakan, yaitu :

a. Persentase (%) Monitoring Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio

b. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun
Radio

26
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c. Persentase (%) Penanganan Gangguan
SFR

d. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan
Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat
Telekomunikasi dan Digital

e. Persentase (%) Terjaganya Operasional
dan Fungsi Monitoring dari Stasiun
Monitor Frekuensi Radio di UPT

f. Persentase (%) Penanganan Sanksi
Denda Administratif

g. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil
Pengukuran Kualitas Layanan

h. Persentase (%)  Penyelenggaraan
Layanan  Sertifikasi Operator Radio
(UNAR, MOTS-IKRAN)

i. Persentase (%) Pelaksanaan
Penanganan Piutang BHP Frekuensi
Radio

j. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan

Publik

k. Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pelayanan  Publik  (IKM/
IPKP)

. Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Integritas Pelayanan Publik (1IPP/IPAK)

m. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi
Site ISR Microwave Link yang Tidak
Sesuai (PrimaAksi)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen
Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Untuk mengukur dan mencapai kinerja
ketigaini, dilanjutkan dengan melaksanakan
indikator kinerjao, dengan melaksanakan,
yaitu :

a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor
Kelas Il Batam Tahun 2025

b. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA)

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari Direktorat  Jenderal
Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam memiliki peran
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dalam mencapai beberapa target Sasaran
kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja
Ditien Infrastruktur Digital tahun 2025 dapat
disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No sasaran Kegiatan (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

1. Meningkatnya Kepatuhan dan 1.
Kualitas Pengendalian Spektrum

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio

80%

Frekuensi Radio, Perangkat

N

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

100%

Telekomunikasi dan Layanan

Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR

95%

Telekomunikasi

»|w

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

75%

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi
Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di
UPT

85%

Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda
Administratif

80%

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran
Kualitas Layanan

100%

Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi

Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

100%

Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang
BHP Frekuensi Radio

100%

10.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

100%

11.

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan
Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

100%

12.

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas
Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

100%

13.

Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR
Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

100%

2. Meningkatnya Kualitas Tata 1.
Kelola Ditjen Infrastruktur Digital

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas Il Batam
Tahun 2025

86.95

yang Efektif dan Efisien 2.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

97

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian kinerja anggaran tahun 2025
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas

Il Batam, mendapatkan anggaran sebesar Rp.  6.888.051.000,-.
11.843.650.000 yang terdiri dari anggaran DIPA
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Tahun 2025 dengan Kode Satker Lama (653970)
sebesar Rp. 4.955.599.000,- dan DIPA Tahun 2025
dengan Kode Satker Baru (694708) sebesar Rp.
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Sebagai perwujudan akuntabilitas  kinerja,
Laporan Kinerja 2025 memiliki fokus utama
mendukung pencapaian Indikator  Kinerja
Utama (IKU) dari sasaran kegiatan yang ingin
dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana
kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
tahun 2025 seperti tabel di bawah.

Radio Kelas Il Batam.

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi

No Sasaran Kegiatan (1) Indikator Kinerja (2) Target (3) Capaian (4)
1. Meningkatnya Kepatuhan 1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan 80% 100%
dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio
Spektrum Frekuensi Radio, 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun 100% 100%
Perangkat Telekomunikasi dan Radio
Layanan Telekomunikasi 3. Persentase (%) Penanganan Gangguan  95% 100%
SFR
4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan 75% 100%
Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat
Telekomunikasi dan Digital
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional 85% 100%
dan Fungsi Monitoring dari Stasiun
Monitor Frekuensi Radio di UPT
8. Persentase (%) Penanganan Sanksi 80% 100%
Denda Administratif
7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil 100% 100%
Pengukuran Kualitas Layanan
8. Persentase (%) Penyelenggaraan 100% 100%
Layanan Sertifikasi Operator Radio
(UNAR, MOTS-IKRAN)
9. Persentase (%) Pelaksanaan 100% 100%
Penanganan Piutang BHP Frekuensi
Radio
10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan 100% 150%
Publik
1. Persentase (%) Pelaksanaan Survey 100% 124%
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/
IPKP)
12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey 100% 109%
Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi 100% 100%
Site ISR Microwave Link yang Tidak
Sesuai (PrimaAksi)
2. Meningkatnya Kualitas Tata 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor 86.95 86.19
Kelola Ditjen Infrastruktur Kelas Il Batam Tahun 2025
Digital yang Efektif dan Efisien 2. Nilai kualitas Pelaporan Keuangan Unit 97 100

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA)

Catatan :

30

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

LaporanKinerja o U'

[, Sm—
KELASIIBATAM 01_.9/

SASARAN1. MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO,

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

Berdasarkan rencana sasaran 1, Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Batam

berupaya meningkatkan layanan monitoring,

pengukuran, inspeksi,  penertiban  serta
pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan

perangkat telekomunikasi pada tahun 2025

dengan cara, yaitu:

a. Melakukan monitoring penggunaan
spektrum frekuensi radio di Kab/ Kota di
wilayah Kepulauan Riau tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mengetahui kepadatan
frekuensi di wilayah kabupaten tersebut,
sesuai dengan indikator kinerja yang telah
ditetapkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital.

b. Melakukan pemeriksaan stasiun radio
pada Microwave Link, pengguna big user,
melakukan  pengukuran  stasiun  radio
dan televisi siaran digital dan melakukan
monitoring perangkat.

IK-1  Persentase (%) Monitoring
Penggunaa Spektrum Frekuensi
Radio

Target indikator kinerja Persentase (%) Monitoring
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio
yang handal agar tidak terjadi gangguan
spektrum frekuensi radio yang merugikan
(Harmful Interference) bagi pengguna
frekuensi yang telah memiliki lIzin Stasiun
Radio (ISR).

d. Melakukan penertiban spektrum frekuensi
radio dan alat/perangkat telekomunikasi
sebagai salah satu bentuk pengawasan
dan pengendalian terhadap penggunaan
spektrum frekuensiradio dan alat/perangkat
telekomunikasi.

e. Untuk menjamin Terjaganya Operasional
dan Fungsi Monitoring dari  Stasiun
Monitor Frekuensi Radio di UPT diperlukan
pemeliharaan rutin, berkala, dan
berkesinambungan sehingga dapat
memudahkan dan  menunjang  tugas
operasional monitoring frekuensi radio.

Kota pada tahun 2025 adalah 80% dari jumlah
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

Target _Bﬂ’%
Copaion I oo

ParomrEIse i) 0%

Grafik 1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
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Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 — 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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BALAIMONITOR SPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Tabel 5. Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio

Indikator 2021 2022

2023 2024 2025

Kinerja  Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

100% 100% 100% 100% 80% 100%

Persentase 80% 100% 80% 100%
(%)

Monitoring

Pengguna

Spektrum

Frekuensi

Radio

1.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio merupakan
sumber daya terbatas milik negara yang
pemanfaatannya  wajib  dikendalikan  dan
diawasi secara berkelanjutan untuk menjamin
ketertiban penggunaan serta menjaga kualitas
layanan komunikasi publik. Di wilayah kerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
yang memiliki karakteristik perkotaan, industri,
dan perbatasan internasional,

kepadatan penggunaan
pita frekuensi serta potensi
interferensi  lintas  negara

menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut menimbulkan
risiko penggunaan frekuensi
tanpa izin, ketidaksesuaian
parameter teknis terhadap
Izin Stasiun Radio (ISR), serta potensi gangguan
terhadap layanan publik dan layanan strategis
seperti pelayaran dan penerbangan apabila
tidak diawasi secara sistematis.

Untuk menjawab akar permasalahan tersebut,
diperlukan indikator yang mampu mengukur
cakupan  monitoring  wilayah  sekaligus
memastikan tindak lanjut administratif atas
setiap temuan pelanggaran. Tanpa mekanisme
monitoring dan pengenaan sanksi yang terukur,

pengawasan spektrum berpotensi bersifat
reaktif dan tidak merata di seluruh kabupaten/
kota wilayah kerja, sehingga terdapat gap
antara kondisi eksisting dan kondisi ideal berupa
tertib spektrum dan kepatuhan penuh terhadap
regulasi.

Maksud penyusunan indikator Persentase (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio dan Pengenaan Sanksi
terhadap Penggunaan
Spektrum  Frekuensi  Radio
di Kabupaten/Kota adalah
untuk menyediakan alat ukur
kinerja yang terstruktur dalam
memastikan pelaksanaan
monitoring dan penegakan
kepatuhan penggunaan
spektrum frekuensi radio dilakukan secara
terencana, terukur, dan selaras dengan
Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2025.

Tujuan indikator ini adalah untuk menjamin
terlaksananya monitoring penggunaan
spektrum di seluruh kabupaten/kota wilayah
kerja serta memastikan setiop temuan
pelanggaran ditindaklanjuti melalui pembinaan
atau sanksi administratif sesuai ketentuan.
Pengukuran dilakukan dengan rumus:

Jumlah Kabupaten/Kota Termonitor

Metode Pengukuran =

Jumlah Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT
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DatabersumberdarilaporankegiatanMonitoring
Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota
selama tahun berjalan yang diverifikasi melalui
dokumentasi hasil pengawasan dan tindak
lanjut administratif. Dengan demikian, indikator
ini mendukung pengendalian spektrum yang
efektif, peningkatan kepatuhan ISR, serta
perlindungan kualitas layanan komunikasi
publik dan kepentingan nasional di wilayah
perbatasan.

1.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase (%) Monitoring
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan
Pengenaan Sanksi terhadap Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota
memberikan dampak langsung terhadap
peningkatan kepatuhan penggunaan spektrum
frekuensi radio. Monitoring yang terstruktur dan
tindak lanjut administratif atas setiap temuan
pelanggaran mendorong tertib penggunaan
frekuensi sesuai ISR dan parameter teknis,
sehingga menurunkan potensi interferensi serta
meningkatkan stabilitas layanan komunikasi
publik. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat
pengguna layanan telekomunikasi, operator

’ e Lt

Kegiatan Posko Monitoring Idul Fitri 1446 H Tahun 202

5
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penyelenggara jaringan, serta instansi strategis
seperti pelayaran dan penerbangan yang
memerlukan keandalan komunikasi radio tanpa
gangguan.

Secara  tidak  langsung,  pengendalian
spektrum  frekuensi radio yang efektif
mendukung keberlanjutan kualitas jaringan
dan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital di
wilayah kerja Balmon Batam, termasuk Kota
Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,
Kota  Tanjungpinang, Kabupaten  Lingga,
Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan
Anambas.  Stabilitas  layanan  komunikasi
memperkuat  kepercayaan pelaku usahg,
mendukung kelancaran logistik dan industri,
serta berkontribusi terhadap peningkatan akses
informasi dan layanan publik berbasis digital.
Dengan demikian, monitoring dan penegakan
sanksi atas penggunaan spektrum frekuensi
radio bukan sekadar kegiatan operasional,
melainkan prasyaratan penting bagi terjaganya
kualitas layanan, perlindungan kepentingan
nasional di  wilayah  perbatasan, dan
keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
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1.3 Tabulasi Data Capaian Capaian Kumulatif
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Tabel 6. Data Capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio

di Kabupaten/Kota
Total ISR Total Target Total
No Kabupaten/Kota Total ISR Target Termonitor TeridentifiSI’(asi Teridentifikasi

1 Kota Batam 256 371 6.522 8.152
2 Kabupaten Bintan 57 76 1.726 2157
3 Kabupaten Kepulauan Anambas 47 73 98 122
4 Kabupaten Karimun 32 54 1.497 1.871
5 Kota Tanjung Pinang 24 39 1.082 1.352
6 Kabupaten Natuna 20 33 286 358
7 Kabupaten Lingga 5 9 32 40

TOTAL 441 655 11.243 14.052

Pita Penugasan

Tabel 7. Target Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

No Subservice

Pita Frekuensi (MHz)

Radio FM, DRM *INS04 87 -108
2 Penerbangan VHF *INS36 108 - 137
3 Komrad VHF, .Ir.13tonsi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik ¥*INS04A 137 — 174

*INS04B, Maritim VHF *INS36
4 DRM, DAB *INSO5 174 - 230
5 Tetap *INSO8B, Bergerak *INSO08 *INSO8A *INSO8C *INSOD, Marabahaya *INS36 300 - 430
6  Komrad UHF *INSI1 *INSO8C *INS08D 430 - 460
7  Tetap, Bergerak *INSII *INS12 460 - 470
8  Televisi UHF *INSI3B *INSI3C, IMT *INSI3 478 - 806
9  Trunking *INS14, Downllink Seluler 800 *INS15 806 — 880
10  Downlink Seluler 900 *INS16 925 - 960
11 International Mobile Telecommunications (IMT) *INSI7A 1427 - 1518
12 Downlink Seluler 1800 *INS19 1805 - 1880
13 Downlink Seluler 2100 *INS21A 2110 - 2170
14 International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22 2170 - 2200
15  Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24 2300 - 2400

Identifikasi Hasil

1. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/
Kota
Monitoring penggunaan spektrum frekuensi
radio di Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
Batam dilaksanakan melalui observasi dan
identifikasi pada minimal 15 pita frekuensi
radio di seluruh 7 kabupaten/kota, yaitu Kota
Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten
Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten
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Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas,
dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan
data cut off 10 Desember 2025, seluruh 7
kabupaten/kota telah termonitor (100%),
dengan pelaksanaan observasi pada 15
pita frekuensi di masing-masing wilayah,
sehingga capaian monitoring kabupaten/
kota memenuhi target PK UPT 2025 secara
penuh.
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Grafik 2. Capaian OCC Pita Frekuensi Radio Per Kabupaten/Kota

Dalam aspek pemantauan Izin Stasiun Radio
(ISR), dari target 441 ISR pada 7 kabupaten/
kota, telah berhasil dimonitor sebanyak 655 ISR,
melampaui target minimal 60% yang ditetapkan.
Secara rinci, Kota Batam memonitor 371 ISR dari
target 256, Bintan 76 dari 57, Karimun 54 dari 32,

A
S

Kota Tanjung Pinang 39 dari 24, Natuna 33 dari
20, Kepulauan Anambas 73 dari 47, dan Lingga
9 dari 5. Capaian ini menunjukkan intensitas
monitoring yang tidak hanya memenuhi target
minimal, tetapi juga melebihi target yang
ditetapkan dalam PK.

KOTA
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Grafik 3. Capaian Izin Stasiun Radio Termonitor Per Kabupaten/Kota

Selanjutnya, dari total 11.243 penggunaan
frekuensi radio yang termonitor, telah
teridentifikasi sebanyak 14.052 penggunaan
frekuensi radio atau sebesar 100% terhadap
target identifikasi yang ditetapkan per wilayah.
Secara agregat, komposisi hasil identifikasi
menunjukkan  8.345  penggunaan  berizin
(61,04%), 2.853 penggunaan internasional
(34,19%), 304 clear (3,64%), 58 off air (0,7%), dan
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30 memerlukan identifikasi lebih lanjut (0,18%).
Berdasarkan keseluruhan parameter tersebut—
cakupan kobupqten/kotq, monitoring ISR,
dan identifikasi hasil monitoring Persentase
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio di Kabupaten/Kota pada tahun 2025
tercapai sebesar 100%, sesuai dan melampaui
target Perjanjian Kinerja UPT.
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Grafik 5. Label Legalitas

Monitoring Pita Frekuensi Radio Wilayah
Perbatasan

Kegiatan Monitoring Wilayah Perbatasan
dilaksanakan  sebagai  bagian  dari
pengendalian spektrum frekuensi radio
dalam rangka menjaga  kedaulatan
spektrum  nasional dan  mendukung
koordinasi  frekuensi bilateral maupun
regional dengan negara  tetangga.
Berdasarkan data cut off 10 Desember 2025,
telah dilakukan monitoring pada titik-titik
representatif wilayah perbatasan dengan
total 704 pancaran spektrum frekuensi
radio termonitor dan seluruhnya berhasil
teridentifikasi (100%). Capaian ini memenuhi
target bahwa 100% hasil monitoring
spektrum frekuensi radio yang berasal
dari negara lain maupun domestik harus
teridentifikasi.
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Dari 704 pancaran yang termonitor,
komposisi layanan meliputi dinas Broadcast
sebanyak 445 pancaran, Land Mobile (public)
201 pancaran, Other Services 25 pancaran,
Aeronautical 15 pancaran, serta layanan
Maritime, Satellite, dan Land Mobile (private)
masing-masing 6 pancaran. Berdasarkan
pita frekuensi, dominasi terdeteksi pada VHF
sebanyak 365 pancaran, UHF 318 pancaran,
dan SHF 21 pancaran. Dari aspek legalitas,
teridentifikasi 394 pancaran bersumber
internasional, 281 pancaran berizin nasional,
dan 29 pancaran clear. Data ini menunjukkan
intensitas pancaran lintas batas  yang
signifikan di wilayah perairan perbatasan
Batam, Bintan, dan sekitarnya, sehingga
monitoring berkala menjadi krusial untuk
menjaga stabilitas spektrum dan mencegah
interferensi lintas negara.
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Grafik 6. Data Monitoring Wilayah Perbatasan Tahun 2025

Capaian 100% identifikasi pada wilayah
perbatasan menunjukkan efektivitas
pelaksanaan  monitoring  berbasis  lokasi
representatif pengguna spektrum kedua negara,
khususnya pada layanan siaran (FM dan DVB-T)
serta layanan seluler (LTE dan GSM). Kegiatan ini
tidak hanya mendukung pemenuhan target PK
UPT 2025, tetapi juga menjadiinstrumen strategis

dalam perlindungan kepentingan nasional di
bidang spektrum frekuensi radio serta menjaga
kualitas  layanan  komunikasi  masyarakat
dan layanan strategis seperti pelayaran dan
penerbangan di wilayah perbatasan.

3. Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT
Lainnya

Tabel 8. Benchmark Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Dengan UPT Lainnya

Balmon Batam

Balmon Mataram

Indikator Kinerja - - Keterangan
Target Capaian Target Capaian
Persentase (%) Monitoring 80% 100% 80% 100% Presentase Capaian Balmon
Pengguna Spektrum Batam dan Balmon Mataram
FrekuensiRadio sama - sama 100%

1.4 Analisa yang terkait indikator kinerja
secara umum dan holistik
Secara nasional, pengawasan spektrum
frekuensi radio di Indonesia terus diperkuat
seiring meningkatnya kepadatan
penggunaan spektrum untuk layanan
seluler, penyiaran, radio  komunikasi,
hingga layanan keselamatan (maritim dan
aeronautika). Tren peningkatan kebutuhan
konektivitas digital mendorong perlunya
monitoring yang lebih intensif, terukur, dan
berbasis data untuk memastikan kepatuhan
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terhadap izin (ISR) dan parameter teknis,
sekaligus mencegah terjadinya interferensi
yang berdampak langsung pada kualitas
layanan publik. Dalam konteks ini, capaian
monitoring kabupaten/kota yang merata
serta kemampuan identifikasi penggunaan
frekuensi yang tinggi merupakan indikator
bahwa tata kelola pengawasan spektrum
telah berkembang dari sekadar respon
gangguan menuju pengendalian yang lebih
preventif dan sistematis.
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Dalam praktik regional dan internasional,
negara-negara  maju  umumnya telah
mengadopsi  pendekatan  pengawasan
spektrum yang terintegrasi dan semakin
real-time melalui jejaring sensor tetap,
pemanfaatan analitik berbasis data, serta
mekanisme inspeksi dan  penegakan
yang berbasis risiko. Pendekatan tersebut
memungkinkan pengawasan yang lebih
cepat, akurat, dan berbiaya efisien,
termasuk  untuk mendeteksi anomali
pancaran, pemanfaatan pita tanpa izin,
dan potensi gangguan lintas layanan.
Sebaliknya, banyak negara berkembang
masih menghadapi keterbatasan cakupan
infrastruktur ~ monitoring,  jumlah  SDM
teknis, dan tantangan geografis, sehingga
pengawasan cenderung mengandalkan
operasi  lapangan  periodik  dengan
prioritisasi wilayah. Tantangan ini semakin
kompleks untuk negara kepulauan atau
wilayah luas, karena penyebaran lokasi
pemancar, akses transportasi, serta potensi
pancaran lintas batas memerlukan strategi
pengawasan berlapis antara monitoring
jarak jouh dan operasi lapangan.

Posisi Indonesia berada pada spektrum
yang progresif, dengan kerangka regulasi
dan sistem nasional pengawasan yang
semakin terkonsolidasi, namun masih
menghadapi  tantangan  pemerataan
kualitas pengawasan di wilayah terpencil
dan perbatasan. Dalam konteks Balmon
Batam, kompleksitas tersebut lebih menonjol
karena wilayah kerja mencakup kawasan
industri, kepulauan, dan perbatasan
internasional yang memiliki  intensitas
pancaran lintas negara relatif tinggi. Oleh
karena itu, keberhasilan capaian indikator
tidak hanya ditentukan oleh luas cakupan
monitoring, tetapi juga oleh kemampuan
identifikasi  pancaran  secara  akurat,
konsistensi tindak lanjut administratif, serta
pemanfaatan hasil monitoring sebagai
dasar penetapan prioritas pengawasan
berikutnya.
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Benchmarking strategi yang relevan dengan
konteks nasional menunjukkan bahwa faktor
pembeda utama adalah integrasi sistem
pengawasan dan pengambilan keputusan
berbasis data. Pemanfaatan  sistem
nasional seperti SMFR, ROL, dan APSTARD
memungkinkan pelaksanaan monitoring
yang lebih terarah, termasuk penentuan
target ISR aktif, pemilihan pita prioritas, serta
pemetaan potensipelanggaran secaralebih
cepat. Pendekatan operasi tematik berbasis
risiko interferensi—misalnya fokus pada pita
padat, wilayah industri, pelabuhan, bandara,
dan titk perbatasan—selaras dengan
praktik internasional yang mengutamakan
risk-based monitoring. Selain itu, penguatan
integrasi  data hasil monitoring untuk
mendukung kebijakan penataan frekuensi
dan pembinaan kepatuhan menjadi inovasi
penting agar pengawasan tidak berhenti
pada output kegiatan, tetapi menghasilkan
outcome pengendalian spektrum yang
berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian target indikator
pada tahun berjalan didorong oleh
beberapa strategi kunci, yaitu perencanaan
monitoring berbasis data ISR dan kepadatan
spektrum, pelaksanaan monitoring lintas
wilayah yang terkoordinasi, optimalisasi
pemanfaatan  sistem monitoring  jarak
jauh, serta penguatan kolaborasi dengan
pemangku  kepentingan  (pemerintah
daerah, aparat penegak hukum, dan
operator). Kompetensi teknis petugas dan
disiplin dokumentasi hasil monitoring turut
memastikan validitas data dan keterlacakan
tindak lanjut. Dengan demikian, keberhasilan
indikator ini tidok semata ditentukan oleh
jumlah kegiatan monitoring, melainkan
oleh kualitas pelaksanaan, pemerataan
wilayah, ketepatan identifikasi, serta
konsistensi pemanfaatan hasil monitoring
untuk pembinaan dan pengenaan sanksi
administratif dalam kerangka pengendalian
spektrum frekuensi radio.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

1.5 Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian

Target Dan Upaya Percepatan/Perbaikan
Berdasarkan  realisasi  tahun  berjalan,
target Persentase Monitoring Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/
Kota telah tercapai 100% sesuai Perjanjian
Kinerja UPT 2025, bahkan pada beberapa
parameter seperti jumlah ISR termonitor
dan penggunaan frekuensi teridentifikasi
melampaui  target  yang  ditetapkan.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya
terdapat sejumlah  kendala operasional
yang perlu dicatat sebagai bagian dari
evaluasi kinerja. Wilayah kerja Balmon Batam
yang mencakup kawasan kepulauan dan
perbatasan  internasional  menghadapi
tantangan geografis berupa jarak antar
pulau, keterbatasan akses transportasi laut,
serta faktor cuaca yang mempengaruhi
jodwal operasi lapangan.  Selain ity,
kepadatan penggunaan spektrum di wilayah
industri dan perairan perbatasan menuntut
intensitas monitoring yang lebih tinggi
dibanding wilayah daratan biasa, sementara
jumlah personel dan perangkat monitoring
harus dioptimalkan secara efisien.

Kendala  tersebut berdampak pada
kebutuhan prioritisasi wilayah dan pita
frekuensi tertentu, sehingga pelaksanaan
monitoring harus disusun berbasis risiko
interferensi dan kepadatan penggunaan.
Dalam beberapa periode, penjadwalan
ulang kegiatan lapangan  diperlukan
untuk menyesuaikan kondisi cuaca atau
ketersediaan akses ke lokasi pemancar.
Selain itu, dinamika penggunaan spektrum
termasuk pancaran lintas negara menuntut
peningkatan  ketelitian identifikasi dan
koordinasi teknis yang lebih intensif.
Kondisi ini berpotensi membatasi frekuensi
kunjungan fisik pada wilayah tertentu
apabila tidak diimbangi dengan strategi
pemanfaatan sistem monitoring jarak jauh.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan,
telah dilakukan optimalisasi penggunaan

39

LaporanKinerja o U'

[, Sm—
KELASIIBATAM 0179/

sistem monitoring nasional seperti SMFR
dan ROL untuk memperkuat pemantauan
berbasis datatanpaselalu bergantung pada
kunjungan fisik. Pendekatan monitoring
berbasis risiko interferensi diterapkan untuk
menentukan lokasi prioritas, khususnya
pada wilayah perbatasan dan kawasan
dengan kepadatan  spektrum  tinggi.
Koordinasi dengan pemerintah daerah,
aparat penegak hukum, serta operator
penyelenggara jaringan juga diperkuat
untuk mempercepat tindak lanjut temuan
dan menjaga kepatuhan penggunaan
spektrum. Meskipun terdapat kendala
operasional, masyarakat tetap merasakan
manfaatberupaterjaganyakualitaslayanan
komunikasi utama serta penanganan
cepat terhadap potensi gangguan kritikal,
sehingga indikator ini tetap memberikan
dampak positif dalam menjaga stabilitas
layanan dan ketertiban spektrum frekuensi
radio.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Indikator
Kinerja Persentase (%) Monitoring Pengguna
Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/
Kota, target kinerja tahun berjalan
sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja (PK) UPT Tahun 2025 pada prinsipnya
telah tercapai, khususnya terkait capaian
minimal 80% kobupaten/koto termonitor,
pemantauan minimal 15 pita frekuensi
prioritas, pemantauan penggunaan lzin
Stasiun Radio (ISR) melalui sistem, serta
penindaklanjutan temuan  pelanggaran
dengan sanksi  administratif. ~ Namun
demikian, dalam proses pencapaiannya
masih  terdapat  sejumlah  kendala
operasional yang memengaruhi intensitas
dan pemerataan pelaksanaan monitoring
di seluruh wilayah kerja Balmon Batam.

Kendala utama yang dihadapi antara lain
kondisi geografis wilayah kerja yang terdiri
atas pulau-pulau dan wilayah perbatasan
dengan tingkat aksesibilitas yang berbeda-
beda, dipengaruhi pula oleh faktor cuaca
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Catatan :

1.6

dan keterbatasan sarana transportasi.
Selain itu, keterbatasan sumber daya
manusia dan peralatan monitoring yang
harus digunakan secara bergantian, serta
keterbatasan waktu pelaksanaan operasi
lapangan, berdampak pada keterbatasan
frekuensi kunjungan monitoring di beberapa
wilayah tertentu. Kondisi tersebut menuntut
adanya prioritisasi wilayah berisiko tinggi,
sehingga cakupan monitoring di wilayah
dengan risiko relatif rendah dilakukan
dengan intensitas yang lebih terbatas.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan
Balmon Kelas Il Batam telah dan terus
melakukan  optimalisasi  pemanfaatan
sistem monitoring jarak jauh melalui SMFR,
ROL, dan APSTARD, penerapan pendekatan
monitoring berbasistingkatrisikointerferensi,
serta  penguatan  koordinasi  dengan
pemerintah daerah, aparat penegak hukum,
dan operator penyelenggara jaringan.
Penjadwalan ulang dan pemfokusan operasi
pada wilayah prioritas juga dilakukan
untuk memastikan efektivitas pengawasan
spektrum frekuensi radio. Meskipun terdapat
kendala dalam pelaksanaan, dampak positif
tetap dirasakan oleh masyarakat melalui
terjaganya kualitas layanan komunikasi
pada wilayah utama serta penanganan
gangguan spektrum frekuensi radio yang
bersifat kritikal dan mendesak secara tepat
waktu.

Tindak LanjutPemanfaatan Laporan Kinerja
Hasil monitoring penggunaan spektrum
frekuensi radio dan rekap kinerja indikator
IK-1 dimanfaatkan  sebagai  dasar
pengambilan keputusan operasional dalam
pengendalian spektrum di wilayah kerja
Balmon SFR Kelas Il Batam. Data capaian
kqbupoten/koto termonitor, ISR termonitor,
serta hasilidentifikasi penggunaan frekuensi
menjadi input utama untuk penetapan
wilayah  prioritas  dan  penyusunan
operasi Montib tematik berbasis risiko
interferensi, termasuk pada kawasan
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industri, pelobuhcn/bondorc, serta titik-titik
strategis perbatasan internasional. Selain
itu, hasil identifikasi penggunaan spektrum
(berizin, internasional, clear, off air, dan yang
memerlukan identifikasilanjutan) digunakan
sebagai  bahan  koordinasi  dengan
penyelenggara  jaringan,  pemerintah
daerah, dan instansi terkait, sekaligus
menjadi referensi teknis untuk pembinaan
kepatuhan ISR serta penanganan potensi
gangguan layanan publik.

Tindaklanjutkonkret atas temuanmonitoring
dilakukan melalui mekanisme  verifikasi
lanjutan,  penyampaion  rekomendasi
teknis, serta  penegakan  kepatuhan
melalui pembinaan dan/atau pengenaan
sanksi  administratif  sesuai  ketentuan
terhadap setiop temuan pelanggaran.
Hasil monitoring juga dimanfaatkan untuk
pemutakhiran basis data pengawasan
(SMFR/ROL) agar data ISR aktif dan profil
penggunaan spektrum semakin  valid,
sehingga proses monitoring berikutnya
lebih tepat sasaran dan mengurangi
kebutuhan survei ulang. Untuk wilayah
perbatasan, hasil monitoring pancaran
lintas negara dimanfaatkan  sebagai
bahan pemetaan intensitas pancaran,
penguatan kewaspadaan spektrum pada
pita dominan, serta mendukung langkah-
langkah pengendalian spektrum dalam
rangka perlindungan kepentingan nasional.

Rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya
yang telah ditindaklanjuti pada tahun
berjalan antara lain penguatan
perencanaan operasi berbasis data (risk-
based planning), peningkatan pemanfaatan
sistem monitoring jarak jauh melalui
SMFR dan pemantauan ISR melalui ROL,
serta penguatan koordinasi lintas sektor
untuk percepatan tindak lanjut temuan.
Apabila pada periode tertentu indikator ini
mengalami penyesuaian dalam dokumen
PK, tindak lanjut atas hasil rekomendasitetap
dilaksanakan dan dicatat sebagai kinerja

1.7
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lainnya hasil tindak lanjut rekomendasi
kinerja tahun sebelumnya, sebagai bagian
dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam
pengendalian spektrum frekuensi radio.

Rekomendasi Perbaikan

Meskipun capaian indikator Persentase
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio di Kabupaten/Kota tahun 2025 telah
memenuhi target, evaluasi pelaksanaan
menunjukkan perlunya penguatan pada
aspek pemerataan intensitas monitoring
dan peningkatan kualitas analisis hasil
pengawasan. Beberapa wilayah kepulauan
dan titik perbatasan masih memerlukan
frekuensi monitoring yang lebih konsisten
untuk mengantisipasi dinamika pancaran
lintas negara dan pertumbuhan
penggunaan spektrum. Oleh karena ity,
pada tahun berikutnya perlu dilakukan
penajaman prioritas  wilayah  berbasis
tingkat risiko interferensi, kepadatan pita
frekuensi, serta histori temuan pelanggaran,
sehingga alokasi waktu dan sumber daya
dapat lebih tepat sasaran.

Dari sisi operasional, diperlukan
peningkatan integrasi data antara sistem
SMFR, ROL, dan hasil identifikasi lapangan
untuk membentuk basis data pengawasan
yang lebih komprehensif dan mendukung
pengambilan keputusan secara preventif.
Penguatan analisis tren gangguan dan
kepatuhan ISR perlu menjadi bagian dari
perencanaan monitoring tahunan, sehingga
kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat
rutin, tetapi mampu mengantisipasi potensi
pelanggaran sebelum berdampak pada
layanan publik. Selain itu, pengembangan
kompetensi  teknis  petugas  dalam
pemanfaatan perangkat ukur digital dan
analitik data spektrum menjadi langkah
penting untuk meningkatkan akurasi dan
efisiensi pemeriksaan.

Rekomendasi ini selaras dengan kebijakan
nasional  DJID  dalam  memperkuat
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pengendalian  spektrum, meningkatkan
kepatuhan penggunaan frekuensi, serta
menjaga  kualitas layanan  komunikasi
publik, khususnya di wilayah perbatasan
dan kawasan strategis. Dengan pendekatan
perbaikan  berkelanjutan, indikator ini
diharapkan tidak hanya mempertahankan
capaian kuantitatif  100%, tetapi juga
meningkatkan kualitas  pengawasan,
efektivitas tindak lanjut sanksi administratif,
serta kontribusi nyata terhadap stabilitas
layanan dan kepentingan nasional di
bidang spektrum frekuensi radio.

Efisiensi

Pencapaian indikator Persentase Monitoring
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
di Kabupaten/Kota tahun 2025 dilakukan
melalui optimalisasi sumber daya yang
tersedia tanpa penambahan personel
maupun sarana utama. Secara kuantitatif,
pelaksanaan  monitoring  terhadap 7
kobupqten/koto,l5pitofrekuensipenugosan,
serta 655 ISR termonitor dilaksanakan
dengan komposisi tim yang relatif tetap
pada setiap kegiatan operasi lapangan.
Melalui penggabungan fungsi monitoring,
identifikasi, dan penertiban dalam satu
rangkaian kegiatan Montib, jumlah ISR
yang dimonitor mampu melampaui target
441 ISR atau mencapai 142,63% dari target
dengan jumlah tim yang sama. Hal ini
menunjukkan peningkatan produktivitas per
kegiatan monitoring dibandingkan tahun
sebelumnya.

Efisiensi waktu dicapai melalui penyusunan
rute operasi berbasis klaster wilayah dan
kepadatan spektrum, sehingga dalam satu
kali perjalanan lapangan dapat mencakup
beberapa  titk pemancar  sekaligus.
Pendekatan ini mengurangi kebutuhan
kunjunganterpisahkelokasiyangberdekatan
dan mempercepat waktu respons terhadap
laporan gangguan spektrum. Selain ituy,
optimalisasi pemanfaatan sistem SMFR
dan ROL sebagai dasar pra-analisis
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memungkinkan sebagian proses identifikasi
dilakukan sebelum kegiatan lapangan,
sehingga durasi pemeriksaan di lokasi
dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas
hasil pengawasan.

Efisiensi pemanfaatan sarana dan sistem
juga tercermin dari capaian 14.052
penggunaan frekuensi teridentifikasi dari
target 11.243 penggunaan, yang diperoleh
melalui integrasi data monitoring jarak jauh
dan observasi lapangan secara terpadu.

BALAIMONITOR SPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Pendekatan ini mengurangi kebutuhan
survei ulang akibat ketidakakuratan data
serta meminimalkan kunjungan berulang
ke lokasi yang sama. Optimalisasi sarana
dan sistem yang telah tersedia tersebut
menunjukkan bahwa peningkatan capaian
indikator diperoleh melalui penyempurnaan
proses kerja dan pemanfaatan teknologi,
bukan melalui penambahan sumber daya
baru, serta tetap menjaga kehati-hatian
dalam pengelolaan penggunaan anggaran
secara efektif dan akuntabel.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

memungkinkan  penanganan  potensi
pelanggaran dan interferensi dilakukan
secara cepat dan terintegrasi. Sementara
itu, nilai Loyal tercermin dari konsistensi
pelaksanaan monitoring dalam mendukung
agenda prioritas nasional pengendalian
spektrum dan transformasi digital. Nilai
Adaptif diwujudkan melalui kemampuan tim
menyesuaikan metode monitoring terhadap
perkembangan teknologi perangkat radio,
kepadatan spektrum di kawasan industri,
serta dinamika pancaran lintas negara di
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Secara  keseluruhan, penerapan nilai
BerAKHLAK  dengan  penekanan pada
Kompeten dan  Kolaboratif  sebagai
faktor kunci menjadi penggerak utama
keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
Budaya kerja tersebut memastikan bahwa
kegiatan monitoring dan penegakan sanksi
tidak hanya memenuhi target kuantitatif,
tetapi juga menjaga kualitas pengawasan,
ketertiban spektrum, serta keberlanjutan
layanan komunikasi bagi masyarakat dan
kepentingan nasional.

wilayah perbatasan.

Tabel 9. Efisiensi Anggaran Monitoring Pengguna Spektrum
Frekuensi Radio

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kepatuhan dan Persentase 412.692.000 412.691.112 888
Kualitas Pengendalian Spektrum (%) Monitoring

Frekuensi Radio, Perangkat Pengguna Spektrum

Telekomunikasi dan Layanan Frekuensi Radio

Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi (Rp)

Catatan :

1.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

pada kegiatan ini

Pelaksanaan indikator Persentase (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Pengenaan Sanksi
terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio di Kobupoten/Kotd dilandasi oleh
penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai
fondasi budaya kerja ASN. Nilai Berorientasi
Pelayanan tercermin dari komitmen Tim
Montib dalam menjaga kualitas layanan
komunikasi masyarakat serta memastikan
layanan  strategis  seperti  pelayaran,
penerbangan, dan layanan publik tidak
terganggu akibat interferensi spektrum.
Setiap kegiatan monitoring dan identifikasi
pancaran dilakukan dengan tujuan utama
melindungi kepentingan masyarakat dan
menjamin keberlangsungan konektivitas
yang andal.

Nilai  Akuntabel  diwujudkan  melalui
pencatatan  seluruh  hasil  monitoring,
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identifikasi, dan tindak lanjut  sanksi
administratif dalam sistem resmi seperti
SMFR dan ROL, serta penyusunan laporan
kegiatan yang terdokumentasi dan dapat
ditelusuri. Seluruh proses pengawasan
dilakukan sesuai prosedur dan regulasiyang
berlaku, sehingga setiop temuan memiliki
dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Nilai Kompeten menjadi salah satu faktor
dominan dalam keberhasilan indikator ini,
ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas
teknis petugas dalam pengoperasian
perangkat  monitoring, analisis  data
frekuensi, serta pemahaman regulasi
ISR dan ketentuan teknis penggunaan
spektrum.

Nilai Harmonis dan Kolaboratif tercermin
dari koordinasi yang intensif dengan
pemerintah  daerah, aparat penegak
hukum, operator penyelenggara jaringan,
serta lintas Balmon dalam pengawasan
wilayah  perbatasan.  Sinergi  tersebut
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IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun

Radio
Target indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun
Radio di Kab/Kota pada tahun 2025 adalah
80% pada pemeriksaan melalui remote site

BALAIMONITOR SPEKTRUM FREKUENSIRADIO

dan target permeriksaan melalui inspeksi
(open shelter) sekurang - kurangnya 60%
dari data target pemeriksaan yang telah
ditetapkan dari jumlah Kabupaten/Kota
yang ada di wilayah kerja.

target N - o+
Capcion IR | 00%

Persentass — 100%

Grafik 7. Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 — 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator 2021 2022

Kinerja

2023 2024 2025

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Persentase 90% 100% 100% 100%

(%)

Pemeriksaan
Stasiun Radio

100% 100% 100% 80% 100%

2.1

Catatan :

Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Spektrum  frekuensi radio  merupakan
sumber daya terbatas yang dikuasai
oleh negara dan pemanfaatannya wajib
sesuai dengan ketentuan perizinan serta
parameter teknis yang tercantum dalam Izin
Stasiun Radio (ISR). Setiap stasiun radio, baik
microwave link, siaran Radio FM, maupun
Televisi Digital, harus beroperasi sesuai
karakteristik teknis yang telah ditetapkan
untuk mencegah terjadinya interferensi,
degradasi  kualitas layanan, maupun
gangguan terhadap layanan publik dan
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keselamatan. Dalam praktiknya, terdapat
potensi ketidaksesuaian parameter teknis,
perubahan konfigurasi perangkat tanpa
pelaporan, serta risiko interferensi lintas
negaradiwilayah perbatasanBatam.Kondisi
tersebut menuntut adanya mekanisme
pemeriksaan yang sistematis, terencanag,
dan terdokumentasi melalui  Aplikasi
Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD) dan
Report Online (ROL).

Indikator  Persentase (%) Pemeriksaan
Stasiun Radio disusun sebagai instrumen

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

pengukuran kinerja untuk memastikan
bahwa target pemeriksaan remote site
dan inspeksi (open shelter) dilaksanakan
sesuai ketentuan Direktorat Pengendalian
Infrastruktur Digital. Indikator inimemberikan
manfaat bagi  masyarakat  pengguna
layanan komunikasi melalui terjaganya
kualitas dan stabilitas jaringan, bagi
penyelenggara jaringan dan penyiaran
melalui kepastian kepatuhan teknis, serta
bagi instansi strategis seperti pelayaran,
penerbangan, dan keselamatan publik
melalui pengendalian pancaran radio yang
sesuai standar.

Maksud penetapan indikator Persentase
Pemeriksaan Stasiun Radio adalah untuk
mengukurtingkatpelaksanaanpemeriksaan
teknis dan tindak lanjut pelanggaran
terhadap stasiun radio yang menjadi target
tahunan, sehingga pengawasan kepatuhan
terhadap ISR dan parameter teknis dapat
dilakukan secara terukur, akuntabel, dan
berbasis data

Tujuan dari indikator ini adalah memastikan
seluruh stasiun radio yang menjadi target
pemeriksaan telah diverifikasi kesesuaian
teknis dan administrasinya, termasuk
tindak lanjut terhadap pelanggaran yang
ditemukan, guna meningkatkan kepatuhan
penggunaan spektrum frekuensi radio,
menjaga  kualitas layanan  komunikasi
publik, serta mendukung kebijakan nasional
pengendalian dan optimalisasi spektrum.

Data bersumber dari laporan kegiatan
pemeriksaan remote site dan inspeksi
(open shelter) yang dicatat dalam APSTARD
dan ROL, diverifikasi melalui berita acara
pemeriksaan  serta  dokumen  tindak
lanjut, dan dihitung selama periode tahun
berjalan sesuai mekanisme pelaporan yang
ditetapkan.
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2.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase
Pemeriksaan Stasiun Radio memberikan
dampak langsung terhadap peningkatan
kualitas dan stabilitas jaringan komunikasi
publik. Melalui pemeriksaan remote site
Microwave Link, inspeksi open shelter, serta
pengukuran parameter teknis siaran Radio
FM dan TV Digital, kesesuaian teknis antara
ISR dan kondisi lapangan dapat diverifikasi
secara objektif. Hal ini menurunkan potensi
interferensi, meminimalkan  gangguan
layanan, serta memastikan parameter
teknis seperti frekuensi, bandwidth, daya
pancar, dan deviasi sesuai dengan
ketentuan. Dampak tersebut dirasakan
langsung oleh masyarakat melalui layanan
komunikasi yang lebih stabil, jernih, dan
bebas gangguan.

Dari aspek keselamatan dan kepatuhan,
pemeriksaan  stasiun  radio  berfungsi
sebagai instrumen pencegahan terhadap
penyalahgunaanfrekuensidanpenggunaan
perangkat yang tidak sesuai izin. Di wilayah
perbatasan seperti Batam dan sekitarnya,
kegiatan ini juga berkontribusi dalam
pengendalian pancaran lintas negara
yang berpotensi mengganggu kedaulatan
spektrum nasional. Dengan meningkatnya
kepatuhan ISR, risiko gangguan terhadap
layanan  strategis  seperti  pelayaran,
penerbangan, dan sistem komunikasi
darurat dapat ditekan secara signifikan.

Secaratidaklangsung, keberlanjutankualitas
jaringan yang terjaga melalui pemeriksaan
teknis mendukung aktivitas ekonomi digital
dan meningkatkan kepercayaan pelaku
usaha terhadap infrastruktur telekomunikasi
daerah.  Stabilitas  jaringan  menjadi
prasyarat penting bagi operasional industri,
UMKM berbasis daring, serta layanan publik
berbasis digital. Dengan demikian, indikator
ini tidak hanya berdampak pada aspek
teknis pengawasan, tetapi juga berkontribusi
terhadap  keberlanjutan  pertumbuhan
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ekonomi  daerah  dan  perlindungan pemeriksaan Microwave Link melalui link  diperlukan untuk mendukung 2. Capaian Kumulatif Tiap Bulan
kepentingan nasional di bidang spektrum. metode remote site dan inspeksi open peningkatan kualitas pelayanan publik, a. Pemeriksaan Microwave Link

shelter serta pengukuran stasiun radio

terutama terkait dengan akurasi hasil

2.3 Tabulasi melalui pengukuran parameter teknis analisa teknis penetapan frekuensi radio
1. Pemeriksaan Stasiun Radio dan karakteristik radio siaran FM dan TV dan mencegah potensi interferensi di
Kegiatan pemeriksaan stasiun radio siaran Digital. lapangan.

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

Perhitungan untuk Capaian:

Tabel 11. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Open Shelter dan Remote Site

Open Shelter Remote Site
Bulan Capaian (%) Bulan Capaian (%)

'Jumlqh yang d|lo|§ukon pemeriksaan Stasiun . Januari 0% Januari 11.90%

Radio+Data Tindaklanjut temuan@pelanggaran hasil Februari 0% Februari 11.90%

pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi eoruar ° ebruart 0%

Metode Pengukuran = x 100% Maret 0% Maret 1.90%
Total data target pemeriksaan stasiun radio April 88.23% April 1.90%
sesuai perhitungan data sampling+total@data Mei 91.17% Mei 36.72%
pelanggaran pemeriksaan stasiun radio Juni 917% Juni 85.37%
Juli 91.17% Juli 85.37%
% Remote site diperoleh dari perhitungan : Agustus 98.82% Agustus 85.37%
September 98.82% September 85.37%

Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site Oktober 100% Oktober 100%

% Remote site = x100% " "

Total target data yang diperiksa November 100% November 100%

Desember 100% Desember 100%

% Inspeksi diperoleh dari perhitungan:

Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site
% Open shelter = x100%
Total target data yang diperiksa

b. Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM

Tabel 12. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Radio Siaran FM

Bulan Capaian Target Capaian (%)
Jan 0 0 0
% Stasiun Siaran diperoleh dari perhitungan : Februari 16 36 44.44
Jumlah stasiun siaran radio FM+Jumlah stasiun siaran TV Maret 18 36 50
% Stasiun Siaran = Digital Terestrial yang dilakukan pengukuran x 100% April 18 36 50
Mei 21 36 58.33
Target pengukuran stasiun siaran radio FM+Target Juni 21 36 58.33
pengukuran stasiun siaran TV Digital Terestrial Juli 23 36 63.89
Ags 23 36 63.89
Sep 33 36 91.67
Okt 36 36 100
Nov 36 36 100
Pemeriksaan microwave link perlu Operation Center) dan NMS (Network Des 36 36 100

dilakukan untuk memastikan sistem
transmisi beroperasi secara optimal,
andal, dan sesuai dengan standar
teknis  yang  berlaku.  Kegiatan
pemeriksaaan microwave link dilakukan
dengan mengakses NOC  (Network

Management System) melalui Remote
Site dan Open Shelter untuk mengetahui
perkembangan data BTS seluler serta
pemakaian frekuensi point to point di
wilayah layanan Provinsi  Kepulauan
Riau. Pemeriksaan microwave
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c. Pengukuran Televisi Digital

Tabel 13. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Televisi Digital

Bulan Capaian Target Capaian (%)
Jan 0 0 0
Februari 1 8 12.5
Maret 1 8 12.5
April 1 8 12.5
Mei 5 8 62.5
Juni 5 8 62.5
Juli 6 8 75
Ags 6 8 75
Sep 7 8 87.5
Okt 8 8 100
Nov 8 8 100
Des 8 8 100

3. Identifikasi Hasil
Pemeriksaan  Stasiun Radio terdiri
dari pemeriksaan microwave link dan
pengukuran stasiun siaran. Pemeriksaan

jumlah yang diperiksa berdasarkan
aplikasi  pelaporan APSTARD. Dalam
pelaksanaannya,  telah  dilakukan
pemeriksaan microwave link dengan

Laporan Kinerja
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AT, 1244
553%

m 5esuai ISR w Tidak Aktif - w Tidak Berzin

Grafik 9. Hasil Pemeriksaan Microwave Link

microwave  link  terbagi menjadi
pemeriksaan microwave link secara

remote site dan open shelter yang a. Pemeriksaan Microwave Link

masing — masing mempunyai target

R Peneriiaan melahd Femone Ste [ irepeks! metsiul Cpen Shefter

Inapeksl rewdaiul Open Sheltes: 170 [7.17%] —

Perneiiksaan meliul Remote Site; 2200 {92.83%)

Grafik 8. Target Pemeriksaan Microwave Link
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hasil sebagai berikut:

500
500 480
382
400
300 231
181
200 178 1?8151 1a5
134
114
o0 76
100 1 I I
14 13 1 I
. =2 -
Kepulauzan Kota
Bintan Karimun Ansmbas Kota Baram TE_mjung Lingga Nauna
Pinang
Sesuai ISR 178 480 14 178 114 146 134
Tidak Aktif 231 382 13 151 90 181 76
Tidak Berizin 1 1

mmmm Secuzi ISR s Tidak AkLif  =——Tidak Ber zin

Grafik 10. Rekapitulasi Pemeriksaan Stasiun Radio Berdasarkan Kabupaten/Kota

Capaian target pemeriksaan stasiun radio remote site dan open site adalah sebagai

sistem komunikasi Microwave Link baik secara  berikut :

Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site

% Remote Site = x 100%
Total target data yang diperiksa
2202
% Remote Site = —— x100% =100%
2202

% Open Shelter =
Total target data yang diperiksa

170

% Open Shelter = ——— x100% = 166.7%
60% x170
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Target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site x 100%
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b. Pengukuran Stasiun Siaran

N Sesuail Parameter Teknis m Tidak Sesuail Parameter Teknis m Off Air

35
30
25
20
15
10
5
0 - | = - . H = |
Kota . Tanjung R .
Batam Karimun Pinang Lingga | Anambas Nauna Bntan
W Sesuai Parameter Teknis 13 2 10 2 1
M Tidak Sesuai Parameter Teknis 0 0 0 0 0
W Off Air 1 0 0 1 1 1

Grafik 1. Hasil Pengukuran Siaran Radio FM Berdasarkan Kabupoten/Koto

m Sudah Modifikasi  m Sesuai Koordinat  mPenggudangan

30
25
20
15
10
5
0 — B N = N
Batam Karimun TE!njung Lingga Anambas Natuna Bintan
Pinang
B Sudah Modifikasi 10 1 9 2 2 ] 2
B Sesuai Koordinat 4 1 1 0 0 2 0
m Penggudangan 0 0 o 1 0 1 0

Grafik 12. Capaian Pengukuran Radio FM Berdasarkan Status
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W STASIUN TERUKEUR

16
14
12
10
B
&
4
2
: H B = = =
Kota tha . . .
Tanjung Nauna Lingga Anambas Bintan Karimun
Batam _
Pinang
mSTASIUN TERUKUR 14 10 3 3 2 2 2

Grafik 13. Capaian Pengukuran FM Berdasarkan Jumlah Stasiun Terukur

Tabel 14. Kanal Radio FM di Wilayah Kepulauan Riau

Kabmapaten [ Kota Wilaysh Liganan latah Kanal Sesual Master Plam FM

Keta Datam 15 % B @1 LM HAD CBAN, AT (M LTY LTE NROC RN 0D 19
Datem
Tanjung Moang Kot Tamjung Pinang 12 % sa| %5 85 o 200 20w tEm (AW aea o
Binitan Tanjusng Liban 2 s
Hakifmun i W
Moo 3 s
Karimian
Buru 3 %
wyndur 1 Lo
Singhep 18 1% LRI I T AT T
Limgga Lingga 3 1%
Sananyang 2 L3
Natuna Hanal L %
Anambas Tetempa 3 Ui}
= Kanal Tedak Taris
= Kanal Tems

18

O
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c. Pengukuran Televisi Digital 4. Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Tabel 15. Pengukuran TV Digital di Wilayah Kepulauan Riau Tabel 16. Benchmark Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio

Dengan UPT Lainnya
HASIL
PENGUKURAN JUMLAH UPT Ditjen
PARAMETER PENYELENGGARA Nama IKU Infrastruktur Target % Capaian % Keterangan
No WILAYAH NAMA PENYELENGGARA KANAL STATUS TEKNIS PROGRAM SIARAN i get’% P o g
LAYANAN LAYANAN MULTIPLEKSING MULTIPLEXER igita
Presentase (%) Pemeriksaan  Balmon Batam 100 100 Presentase
FREKUENSI . . .
(MH2) HD ~ sb ToTAL Stasiun Radio Balmon Mataram 100 100 Capaian Balmon
. : Batam dan Balmon
1 Kepulauan Riau-1 SURYA CITRA PESONA MEDIA, PT. 42 ON AIR 642 4 0 4 Mataram sama —
2 Kepulauan Riau-1 SURYA CITRA PESONA MEDIA,PT. 42 ON AR 642 4 0 4 sama 100%
3 Kepulauan Riau-1 RCTI SEPULUH, PT. 44 ON AIR 658 5 1 6
4 Kepulauan Riau-l I:;::;Z::JGI\:RK:S?SSL’IET' 46 _ONAR 674 ° ! 6 2.4 Analisa yang terkait indikator kinerja perizinan  elektronik. ~ Pemeriksaan
5 KepulauanRiau-T 1 v/ el pEbUBLIK INDONESIA 47 ONAIR 690 7 3 10 secara umum dan holistik lapangan  difokuskan pada  stasiun
Secara nasional, pengawasan dan dengan profil risiko tinggi atau histori
6 Kepulauan Riau-1 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 48 ONAR 690 5 0 5 . . p 9 . . gan p 99 .
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA pemeriksaan stasiun radio di Indonesia pelanggaran,  sementara  stasiun
7 Kepulauan Riau-3 #EE'[AE?/‘?;‘I\QEF’IES;('LIAKR(?\I"{‘)POL’{%S”& 43 ONAR 650 3 3 6 menghadapi  dinamika peningkatan dengan tingkat kepatuhan  tinggi
— jumlah stasiun, perkembangan diawasi melalui sistem pemantauan
| iqu-y LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 666 . _ ) i
8 KepulauanRiau-2 L v\ /el ERUBLIK INDONESIA 45 ONAIR 4 0 4 teknologi perangkat, serta jarak jauh. Negara berkembang masih
meningkatnya kepadatan  spektrum menghadapi keterbatasan infrastruktur
KU pada pita seluler, Microwave Link, dan monitoring dan sumber daya manusia,
| |

siaran.  Pertumbuhan infrastruktur
telekomunikasi dan penyiaran yang
pesat mendorong kebutuhan verifikasi

sehingga cakupan pemeriksaan belum
sepenuhnya optimal. Indonesia berada
pada posisi transisi, dimana kerangka

> teknis yang lebih intensif untuk regulasi dan sistem perizinan telah relatif
’ memastikan  kesesuaian  parameter memadai, namun penguatan integrasi
25 operasional dengan lzin Stasiun Radio data, pemanfaatan analisis risiko, dan
’ (ISR). Dalam konteks tersebut, indikator digitalisasi proses pemeriksaan masih
15

1

Kota Batam Tanjung Pinang

B TERUEUR 4 1

Anambas

1

Nauna

1

Grafik 14. Capaian Pengukuran TV Digital
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Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio
menjadi  instrumen  penting  untuk
mengukur  efektivitas  pengawasan
lapangan serta konsistensi tindak lanjut
terhadap pelanggaran teknis. Capaian
pemeriksaan yang optimal berkontribusi
langsung pada peningkatan kepatuhan
ISR, stabilitas jaringan komunikasi,
dan pencegahan interferensi yang
berpotensi mengganggu  layanan
publik.

Apabila dibandingkan dengan praktik
regional dan internasional, negara maju
pada umumnya telah menerapkan
pendekatan inspeksi berbasis
risiko  (risk-based inspection) yang
terintegrasi dengan sistem monitoring
spektrum real-time dan basis data

53

perlu terus ditingkatkan untuk mencapai
standar praktik terbaik internasional.

Dalam konteks tersebut, strategi yang
diterapkan melalui integrasi data ISR
dengan sistem monitoring spektrum,
pemanfaatan  Aplikasi  Pemeriksaan
StasiunRadio (APSTARD), serta pelaporan
elektronik  melalui  ROL  menjadi
faktor penting dalom mendukung
keberhasilan indikator.  Pendekatan
pemeriksaan berbasis risiko interferensi,
prioritisasi wilayah perbatasan, serta
penggabungan kegiatan pemeriksaan
dengan monitoring dan penertiban
merupakan inovasi operasional yang
meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
Selain itu, perencanaan pemeriksaan
berbasis data sampling yang ditetapkan
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Direktorat Pengendalian Infrastruktur
Digital memastikan bahwa pemeriksaan
tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga strategis dalam pengendalian
kualitas spektrum.

Keberhasilan capaian indikator ini
tidak hanya ditentukan oleh jumlah
stasiun yang diperiksa, tetapi oleh
kualitas verifikasi teknis, konsistensi
tindak lanjut temuan pelanggaran,
serta pemanfaatan hasil pemeriksaan
sebagai  dasar  penataan  dan
optimalisasi  penggunaan  spektrum.
Dengan demikian, indikator Persentase
Pemeriksaan Stasiun Radio berkontribusi
secara langsung terhadap sasaran
strategis DJID dalam  menjaga
kualitas layanan publik, meningkatkan
kepatuhan regulasi, serta memperkuat
pengamanan spektrum frekuensi radio
secara berkelanjutan.

Faktor Kendala/Hambatan pada
Pencapaian Target Dan Upaya
Percepatan/Perbaikan

Berdasarkan capaian tahun berjalan,
pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio
secara umum dapat memenuhi target
utama yang ditetapkan dalam PK UPT
2025, khususnya untuk kategori remote
site Microwave Link dan pengukuran
stasiunsiaranprioritas.Namundemikian,
pada beberapa segmen pemeriksaan
open  shelter dan  pengukuran
stasiun dengan lokasi geografis sulit,
terdapat dinamika pelaksanaan yang
memerlukan penyesuaian teknis di
lapangan. Hal ini terutama disebabkan
oleh meningkatnya jumlah stasiun aktif
dibandingkan kapasitas tim pemeriksa,
serta adanya kebutuhan koordinasi
jadwal dengan pengelola stasiun yang
tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai
rencana awal.
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Secara operasional, wilayah kerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
I Batam yang mencakup kawasan
kepulauan dan wilayah perbatasan
menimbulkan tantangan tersendiri, baik
dari sisi akses transportasi maupun
kondisi cuaca yang memengaruhi
mobilisasi tim pemeriksa. Keterbatasan
jumlah personel pemeriksa yang harus
menangani beberapa jenis kegiatan
sekaligus—monitoring,  pemeriksaan,
serta penertiban—juga  berdampak
pada perlunya prioritisasi  stasiun
berbasis tingkat risiko dan histori
pelanggaran. Kondisiini mengakibatkan
beberapa pemeriksaan harus
dijadwalkan uloang atau difokuskan
terlebih dahulu pada stasiun dengan
potensi dampak gangguan yang lebih
besar terhadap layanan publik.

Sebagai langkah percepatan dan
perbaikan, Balmon Batam melakukan
penjadwalan  pemeriksaan berbasis
risiko dan lokasi, optimalisasi
pemanfaatan data ISR serta hasil
monitoring spektrum sebagai pra-
analisis sebelum inspeksi lapangan,
serta penguatan koordinasi dengan
pemilik dan pengelola stasiun untuk
memastikan  kesiapan lokasi  dan
dokumen teknis pada saat pemeriksaan.
Selain itu, pemanfaatan sistem digital
seperti APSTARD dan ROL meningkatkan
efisiensi pelaporan dan validasi hasil
pemeriksaan, sehingga waktu tindak
lanjut terhadap temuan pelanggaran
dapat dipercepat. Meskipun terdapat
kendala  operasional, pelaksanaan
indikator ini tetap memberikan dampak
positif bagimasyarakat, terutamadalam
menjaga stabilitas layanan komunikasi
utama dan memastikan penanganan
cepat terhadap stasiun yang berpotensi
mengganggu  keselamatan  publik
maupun kualitas jaringan.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

2.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan

Kinerja

Hasil pelaksanaan pemeriksaan
stasiun radio dimanfaatkan secara
langsung sebagai dasar pembinaan
dan penegakan kepatuhan
terhadap lzin  Stasiun Radio  (ISR)
serta parameter teknis operasional.
Setiap temuan ketidaksesuaian, baik
terkait frekuensi, bandwidth, daya
pancar, koordinat, maupun legalitas
perangkat,  ditindaklanjuti  melalui
penyampaian  rekomendasi  teknis
kepada pemilik atau pengelola stasiun.
Dalom hal ditemukan pelanggaran
yang signifikan, dilakukan penerbitan
surat teguran dan/atau Berita Acara
Penghentian sesuai ketentuan yang
berlaku. Selain itu, stasiun yang belum
memenuhi  ketentuan  dijodwalkan
untuk  pemantauan ulang  guna
memastikan bahwa tindakan korektif
telah dilaksanakan secara memadai.

Laporan  kinerja pemeriksaan juga

dimanfaatkan sebagai bahan
evaluasi dalaom penyusunan rencana
pemeriksaan tahun berikutnya,

khususnya  untuk  mengidentifikasi
wilayah, jenis layanan, dan kategori
stasiun yang memiliki tingkat risiko
lebih tinggi. Data historis temuan
pelanggaran serta tingkat kepatuhan
menjadi  dasar dalom penetapan
prioritas pemeriksaan berbasis risiko.
Hasil  pemeriksaan  turut  menjadi
referensi dalam koordinasi lintas fungsi
pengawasan,  termasuk  kegiatan
monitoring dan penertiban, sehingga
tercipta kesinambungan antara deteksi
potensi gangguan dan verifikasi teknis
lapangan.

Rekomendasi perbaikan dari tahun
sebelumnya,  seperti  peningkatan
integrasi data ISR dengan
hasil  monitoring  spektrum  dan
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penyempurnaan metode penjadwalan
pemeriksaan, telah diimplementasikan
pada tahun berjalan. Pemanfaatan
aplikasi APSTARD dan sistem pelaporan
elektronik memperkuat akuntabilitas
serta ketertelusuran setiap kegiatan
pemeriksaan.Dengandemikian, laporan
kinerja tidak hanya berfungsi sebagai
dokumen pertanggungjawaban
administratif, tetapi menjadi instrumen
manajerial  dalam  siklus  perbaikan
berkelanjutan pengawasan kepatuhan
stasiun radio

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan evaluasi  pelaksanaan
tahun berjalan, peningkatan capaian
indikator Persentase (%) Pemeriksaan
Stasiun Radio perlu diarahkan pada
penguatan kualitas dan pemerataan
cakupan pemeriksaan. Meskipun target
utama dapat tercapai, masih terdapat
keterbatasan  pada  pemeriksaan
di wilayah kepulauan dan stasiun
dengan akses terbatas, serta intensitas
pemeriksaan terhadap stasiun
berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, perencanaan tahun

berikutnya periu memperkuat
pendekatan berbasis risiko, dengan
mempertimbangkan histori

pelanggaran, kepadatan spektrum,
lokasi perbatasan, dan jenis layanan
yang berdampak langsung terhadap
keselamatan publik.

Secara operasional, diperlukan
peningkatan integrasi data ISR, hasil
monitoring spektrum, serta histori tindak
lanjut pelanggaran sebagai  dasar
penetapan  prioritas  pemeriksaan.
Penguatan koordinasi jadwal dengan
pemilik atau pengelola stasiun juga
perlu dilakukan lebih awal untuk
meminimalkan penundaan kegiatan
lapangan.  Selain  itu,  digitalisasi
proses pencatatan dan analisis hasil
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pemeriksaan perlu terus dikembangkan
agar proses evaluasi teknis lebih
cepat dan akurat, serta mengurangi
kebutuhan pemeriksaan ulang akibat

pemeriksaan dapat diperluas dengan

Tabel 17. Efisiensi Anggaran Pemeriksaan Stasiun Radio
struktur organisasi yang relatif tetap.

PAGU
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI  EFISIENSI

Dari sisi waktu pelaksanaan, dilakukan KEGIATAN SASARAN KEGIATAN ANGGARAN

ketidaksesuaian data. optimalisasi  rute  kunjungan antar 1 Meningkatnya Kepatuhan Persentase Rp 859.190.000 Rp 859.188.835 Rp 1165
lokasi stasiun berdasarkan klaster dan Kualitas Pengendalian (%) Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio, Pengguna

Rekomendasi ini selaras dengan
kebijokan  nasional DJID  dalom

wilayah dan kedekatan geogrdfis,
sehingga waktu perjalanan  dapat

Perangkat Telekomunikasidan  Spektrum Frekuensi
Layanan Telekomunikasi Radio di Kab/Kota

Catatan :

2.8

meningkatkan kepatuhan penggunaan
spektrum dan menjaga kualitas layanan
publik. ~ Dengan  mengedepankan
pencegahan  pelanggaran  melalui
pembinaan dan verifikasi teknis yang
lebih sistematis, pelaksanaan indikator
di tahun berikutnya diharapkan tidak
hanya  meningkatkan  persentase
pemeriksaan secara kuantitatif,
tetapi juga memperkuat efektivitas
pengendalian spektrum frekuensi radio
secara berkelanjutan.

Efisiensi

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio
pada tahun berjalan  menunjukkan
peningkatan capaian melalui
optimalisasi sumber daya yang tersedia
tanpa penambahan signifikan jumlah
personel. Dengan komposisi rata-rata
2-3 personel per tim pemeriksaan,
Balmon Batam mampu meningkatkan

ditekan dan frekuensi kunjungan dalam
satu periode kegiatan meningkat.
Koordinasi awal dengan pengelola
stasiun sebelum pelaksanaan inspeksi
juga mengurangi waktu tunggu di lokasi
serta  meminimalkan  penjadwalan
ulang. Selain itu, pemanfaatan data ISR
dan hasil monitoring spektrum sebagai
pra-analisis  sebelum  pemeriksaan
lapangan  membantu  memfokuskan
pemeriksaan pada parameter yang
berpotensi  bermasalah, sehingga
proses verifikasi teknis menjadi lebih
efisien.

Pemanfaatan sistem digital seperti
APSTARD dan ROL turut meningkatkan
efisiensi proses pencatatan, pelaporan,
dan validasi  hasil  pemeriksaan.
Dokumentasielektronik yangterintegrasi
mengurangi kebutuhan pengumpulan
ulang data serta meminimalkan

2.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

pada kegiatan ini

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio
diBalaiMonitor Spektrum FrekuensiRadio
Kelas II Batam dilaksanakan dengan
mengedepankan  nilai  Berorientasi
Pelayanan sebagai landasan utama.
Setiap kegiatan pemeriksaan diarahkan
untuk menjaga kualitas dan stabilitas
layanan  komunikasi  masyarakat,
termasuk layanan strategis seperti
pelayaran, penerbangan, dan layanan
publik lainnya yang sangat bergantung
pada keandalan spektrum frekuensi
radio. Nilai Loyal juga tercermin melalui
konsistensi dukungan terhadap agenda
nasional  pengendalian  spektrum
dan transformasi  digital, dengan
memastikan setiap stasiun beroperasi
sesudi izin dan parameter teknis yang
ditetapkan.

serta pemahaman regulasi ISR guna
memastikan hasil pemeriksaan akurat
dan profesional.

Dalam pelaksanaannya, nilai Harmonis
dan Kolaboratif diwujudkan melalui
koordinasi aktif dengan pemilik atau
pengelola stasiun, pemerintah daerah,
aparat penegak hukum, serta lintas
fungsi pengawasan di lingkungan
Balmon, khususnya dalam menangani
stasiun di wilayah perbatasan. Nilai
Adaptif tercermin dari kemampuan tim
menyesuaikan metode pemeriksaan
terhadap perkembangan teknologi
perangkat, migrasi sistem penyiaran
digital, serta kepadatan spektrum di
wilayah perkotaan dan kepulauan.
Secara keseluruhan, penerapan nilai-
nilai  BerAKHLAK—terutama Kompeten
dan  Kolaboratif—menjadi  fondasi

jumlah  stasiun  yang  diperiksa risiko duplikasi pemeriksaan akibat utama  dalam  menjaga  kualitas
dibandingkan  tahun  sebelumnya ketidaksesuaian informasi. Dengan Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pengawasan  stasiun  radio  dan
melalui  penggabungan  kegiatan demikian, peningkatan capaian

pemeriksaan dengan monitoring dan
penertiban dalam satu rangkaian
operasi lapangan. Pola kerja terpadu
tersebut memungkinkan peningkatan
produktivitas per tim, sehingga cakupan
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indikator diperoleh melalui optimalisasi
proses kerja, integrasi data, dan
pemanfaatan teknologi, bukan semata-
mata melalui penambahan  sumber
daya baru.

pendokumentasian  setiap  kegiatan
pemeriksaan dalam bentuk berita
acara, laporan hasil pemeriksaan, serta
pencatatan elektronik melalui sistem
APSTARD dan ROL yang dapat ditelusuri
dan diverifikasi. Hal ini memastikan
bahwa seluruh proses pemeriksaan
memiliki dasar hukum dan administrasi
yang sah. Sementara itu, nilai Kompeten
menjadi  faktor kunci keberhasilan
indikator ini, di mana petugas
secara berkelanjutan meningkatkan
kemampuan teknis dalam pengukuran
parameter  stasiun,  penggunaan
perangkat ukur, analisis data frekuensi,
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memastikan keberlanjutan pencapaian
indikator kinerja secara profesional dan
berintegritas
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Persentase (%) Penangana Gangguan
Spektrum Frekuensi Radio

IK-3 Target indikator kinerja Penanganan
Gangguan SFR pada tahun 2025 adalah 95%

Tz D :5::

dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di
wilayah kerja.

Capsian I 00

Persentase — 100%

Grafik 15. Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 — 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Indikator Kinerja

Tabel 18. Capaian Kinerja Penanganan Gangguan
Spektrum Frekuensi Radio

2021 2022

2023 2024 2025

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Persentase (%) 97%  100% 98%  100%
Penangangan

Gangguan

Spektrum

Frekuensi Radio

100% 100% 100% 95% 100%

3.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Penanganan  gangguan  spektrum
frekuensi radio merupakan fungsi
strategis negara dalam menjamin
keberlangsungan layanan komunikasi
publik yang andal, aman, dan bebas
interferensi. Spektrum frekuensi radio
sebagai sumber daya terbatas milik
negara harus dikelola secara tertib
dan responsif, terutama di wilayah
kepulauan dan perbatasan seperti
Batam yang memiliki kepadatan
penggunaan frekuensi serta potensi
interferensi lintas negara. Gangguan
spektrum, baik yang bersifat teknis
maupun akibat penggunaan tanpa
izin, dapat berdampak langsung
pada kualitas layanan telekomunikasi,
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penyiaran, keselamatan  pelayaran
dan penerbangan, serta layanan
publik lainnya. Oleh karena itu, indikator
Persentase (%) Penanganan Gangguan
SFR  diperlukan untuk memastikan
bahwa setiap laporan gangguan dapat
ditindaklanjuti secara cepat, terukur,
dan sesuai standar operasional.

Maksud dari indikator ini adalah untuk
mengukur efektivitas dan ketepatan
respons Balai  Monitor  Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam dalam
menangani laporan gangguan selama
periode tahun berjalan.

Tujuannya adalah memastikan seluruh
gangguan yang dilaporkan dapat

Persentase Penanganan Gangguan SFR =

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

diselesaikan sesuai target kinerja
yang ditetapkan dalam PK UPT 2025,
sehingga stabilitas jaringan komunikasi
tetap terjaga dan kepentingan nasional
di bidang pengendalian spektrum
terlindungi. Dengan demikian, indikator
ini tidak hanya mengukur penyelesaian
kasus secara administratif, tetapi
mencerminkan  komitmen  institusi
dalam memberikan pelayanan publik
yang responsif dan akuntabel.

Pengukuran capaian dilakukan dengan
rumus:
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Melalui formula tersebut, indikator ini
mencerminkan proporsigangguanyang
berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan
terhadap seluruh gangguan yang
terjadi dalam periode tahun berjalan.
Semakin tinggi persentase capaian,
semakin  menunjukkan  efektivitas
respon, kualitas penyelesaian teknis,
serta  kontribusi nyata  terhadap
terjaganya kualitas layanan publik dan
pengendalian spektrum frekuensi radio
secara berkelanjutan.

Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani

3.2 Dampak

Pencapaian indikator Persentase (%)
Penanganan Gangguan SFR berdampak
langsung pada peningkatan stabilitas
dan kualitas layanan  komunikasi
publik, khususnya di wilayah dengan
kepadatan  spektrum  tinggi dan
kawasan perbatasan. Respon yang
cepat dan terukur terhadap laporan
gangguan mampu menekan potensi
interferensi berkepanjangan, menjaga
keandalan jaringan telekomunikasi,
serta memastikan layanan strategis
seperti pelayaran, penerbangan, dan
komunikasi darurat tetap berfungsi
optimal. Dari  perspektif ekonomi
daerah, stabilitas jaringan komunikasi
turut mendukung aktivitas industri,
perdagangan, dan layanan digital yang
berkembang di Batam dan sekitarnya,
sehingga indikator ini menjadi prasyarat
penting dalam menjaga iklim investasi
dan  kepercayaan pelaku usaha
terhadap kualitas infrastruktur digital.
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x 100%

Jumlah Total Gangguan SFR

Secara SWOT, kekuatan utama terletak
pada kompetensi teknis petugas, sistem
monitoring nasional, dan dukungan
regulasi  yang jelas;  sementara
kelemahan berkaitan dengan tantangan
geografis kepulauan dan keterbatasan
sumber daya lapangan.  Peluang
muncul dari integrasi sistem digital dan
pendekatan respons berbasis risiko,
sedangkan ancaman berasal  dari
kepadatan spektrum, perkembangan
teknologi yang cepat, serta potensi
interferensi  lintas  negara.  Dalam
perspektif Balanced Scorecard, indikator
ini memperkuat kepuasan stakeholder
melaluilayanan responsif, meningkatkan
efektivitas proses internal penanganan
gangguan, mendorong peningkatan
kompetensi SDM, serta memperkuat
tata kelola pengawasan spektrum
secara akuntabel. Dengan demikian,
indikator ini  berkontribusi langsung
terhadap sasaran strategis DJID dalam
menjaga kualitas layanan publik dan
pengamanan spektrum nasional.
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Di wilayah industri dan perbatasan berbasis data monitoring, kompetensi

seperti Batam, kepadatan penggunaan teknis petugas dalam identifikasi

frekuensi dan potensi interferensi lintas sumber gangguan, serta koordinasi

negara menuntut sistem respons aktif dengan operator dan instansi

yang cepat, terukur, dan terintegrasi. terkait. Pendekatan berbasis risiko

Dibandingkan dengan negara maju yang  memprioritaskan  gangguan

yang telah menerapkan monitoring berdampak tinggi terhadap layanan

spektrum berbasis real-time dan sistem publik dan keselamatan menjadi

respon otomatis terpusat, Indonesia strategi kunci dalam menjaga stabilitas

masih  mengembangkan  integrasi jaringan. Dengan demikian, indikator

sistem monitoring dan pelaporan penanganan gangguan tidak hanya
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mencerminkan  penyelesaian  kasus
secaraadministratif, tetapimenunjukkan
efektivitas sistem pengendalian
spektrum dalom menjamin kualitas
layanan komunikasi dan perlindungan
kepentingan nasional.

Faktor Kendala/Hambatan pada
Pencapaian Target Dan Upaya
Percepatan/Perbaikan

Secara umum target penanganan
gangguan spektrum tahun berjalan
dapat tercapai  sesuai  PK  UPT
2025. Namun  demikian, dalam
pelaksanaannya  terdapat  kendala
operasional berupa kondisi geografis
wilayah kepulauan dan perbatasan
yang memerlukan waktu mobilisasi
lebih panjang, kepadatan spektrum di
kawasan industri yang meningkatkan
kompleksitas identifikasi sumber
gangguan, serta keterbatasan
personel yang harus menangani
kegiatan monitoring dan penanganan
gangguan secara bersamaan. Kondisi
tersebut  berpotensi  memengaruhi
waktu respons awal dan memerlukan
prioritisasi terhadap gangguan yang
berdampak langsung pada layanan
publik.

Sebagai upaya percepatan, dilakukan
optimalisasi  pemanfaatan  sistem
monitoring jarak jauh untuk identifikasi
awal sumber gangguan, penerapan
pendekatan berbasis risiko dalam
penentuan  prioritas  penanganan,
serta penguatan koordinasi dengan
operator dan instansi terkait guna
mempercepat  akses lokasi  dan
validasi  teknis. Meskipun terdapat
dinamika operasional, langkah-langkah
tersebut memastikan gangguan kritikal
dapat ditangani secara tepat waktu
sehingga kualitas layanan komunikasi
masyarakat tetap terjaga.
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3.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan

3.7

Kinerja

Hasil penanganan gangguan spektrum
dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan
teknis, pembinaan kepada pengguna
frekuensi, serta penegakan kepatuhan
terhadap ketentuan perizinan. Setiap
gangguan yang telah diselesaikan
didokumentasikan ~ dalam  sistem
pelaporanresmisebagaibahanevaluasi
pola gangguan, identifikasi wilayah
rawan interferensi, dan penentuan
langkah preventif selanjutnya. Temuan
yang bersifat berulang atau berdampak
luas menjadi prioritas untuk dilakukan
monitoring lanjutan dan  koordinasi
intensif dengan operator serta instansi
terkait.

Laporan kinerja juga digunakan sebagai
referensi dalam perencanaan kegiatan
tahun berikutnya, khususnya dalam
memperkuat  pendekatan  berbasis
risiko dan peningkatan kecepatan
respons. Rekomendasi perbaikan tahun
sebelumnya, seperti optimalisasi sistem
monitoring dan penguatan koordinasi
lintas fungsi, telah diimplementasikan
dan terbukti mendukung penyelesaian
gangguan secara lebih efektif. Dengan
demikian, laporan kinerja berfungsi
sebagai instrumen manajerial dalam
siklus perbaikan berkelanjutan
pengendalian spektrum frekuensi radio.

Rekomendasi Perbaikan di Tahun
Berikutnya
Untuk meningkatkan kualitas

penanganan gangguan spektrum pada
tahun berikutnya, diperlukan penguatan
pendekatan berbasis risiko dengan
memprioritaskan wilayah kepadatan
spektrum tinggi, kawasan industri,
serta area perbatasan yang memiliki
potensi interferensi lintas negara. Selain
itu, integrasi data hasil monitoring,
histori gangguan, dan data ISR perlu

3.8

3.9

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

terus ditingkatkan guna mempercepat
proses identifikasi sumber gangguan
dan meminimalkan waktu respons di
lapangan.

Secara  operasional,  peningkatan
kapasitas teknis petugas dalam analisis
gangguan kompleks serta optimalisasi
pemanfaatan sistem monitoring jarak
jauh menjadi langkah penting dalam
menjaga konsistensi capaian indikator.
Rekomendasi ini  selaras dengan
kebijokan  nasional  pengendalian
spektrum yang menekankan
pencegahan gangguan melalui deteksi
dini, respons cepat, dan koordinasi lintas
instansi, sehingga kualitas layanan
komunikasi publik dapat terjaga secara
berkelanjutan.

Efisiensi

Pencapaian indikator  penanganan
gangguan spektrum dilakukan melalui
optimalisasi sumber daya yang tersedia
tanpa penambahan signifikan personel,
dengan pola kerja terpadu antara
monitoring dan respons gangguan
dalam  satu  rangkaian  kegiatan
operasional.  Pemanfaatan  sistem
monitoring jarak jauh untuk identifikasi
awal sumber gangguan serta koordinasi
awal dengan operator memungkinkan
penurunan  waktu  respons  dan
mengurangi  kebutuhan  kunjungan
ulang ke lokasi yang sama. Optimalisasi
rute dan prioritisasi berbasis risiko turut
meningkatkan efektivitas penanganan,
sehingga capaian indikator diperoleh
melalui efisiensi proses kerja dan
pemanfaatan teknologi, bukan melalui
ekspansi sumber daya.

Implementasi budaya nilai BerAKHLAK
pada kegiatan ini

Core value dalam melaksanakan
kegiatan penangaan gangguan
spektrum  frekuensi  radio  wajib
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berorientasi pada pelayanan, akuntabel,

kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan

kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan
nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK.

1. Berorientasi Pelayanan:
Memahami dan memenuhi
kebutuhan masyarakat  melalui
respons cepat terhadap laporan
gangguan  spektrum,  bersikap
ramah, cekatan, solutif, dan dapat

diandalkan dalam menjaga
kualitas layanan komunikasi
serta keselamatan layanan
strategis seperti pelayaran dan
penerbangan.

2. Akuntabel: Bertanggung jowab
atas kepercayaan yang diberikan
dengan mendokumentasikan
setiap proses penanganan
gangguan  secara  transparan
melalui sistem pelaporan resmi,
bekerja secara jujur dan disiplin,
serta menggunakan sarana dan
perangkat negara secara efektif
dan efisien dalam setiap kegiatan

operasional.
3. Kompeten: Terus belajar dan
mengembangkan kapabilitas

teknis dalam analisis sumber
interferensi, penguasaan perangkat
ukur spektrum, serta peningkatan
metode troubleshooting
guna menjawab tantangan
perkembangan  teknologi  dan
kepadatan spektrum yang terus
berubah.

4. Harmonis: Saling peduli dan
menghargai  perbedaan dalam
berkoordinasi dengan operator,
pemerintah daerah, dan instansi
terkait, serta membangun
lingkungan kerja yang kondusif
dalam pelaksanaan penanganan

gangguan.
5. Loyal: Berdedikasi dan
mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara dengan
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memastikan pengamanan
spektrum sebagai sumber daya
strategis nasional, serta menjaga
nama baik instansi dalom setiap
proses penanganan gangguan.

6. Adaptif: Terus berinovasi dan
antusias  dalam  menghadapi
perubahan teknologi serta
dinamika  kepadatan  spektrum,
cepat menyesuaikan metode kerjq,

Catatan :

dan proaktif dalam mengantisipasi
potensi gangguan.

7. Kolaboratif: Membangun kerja
samayang sinergis dengan operator
penyelenggara jaringan, aparat
penegak hukum, dan lintas fungsi
pengawasan untuk menghasilkan
penyelesaian  gangguan  yang
efektif dan bernilai tambah bagi
masyarakat.
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IK-4  Persentase (%) Tingkat Kepatuhan
Standar Teknis Alat dan/atau
Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Perangkat Telekomunikasi dan Digital di
Kab/Kota pada tahun 2025 adalah 75% dari
jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah
kerja.

Target indikator kinerja Monitoring Tingkat

Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau

Target 75%

Capaian 100%

Persentase 100%

Grafik 19. Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau
Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 — 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 20. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/
atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator 2021 2022

2023 2024 2025

Kinerja Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Persentase 0% 0% 0% 0%
(%) Tingkat

Kepatuhan

Standar Teknis

Alat dan/atau

Perangkat

Telekomunikasi

dan Digital

100% 100% 100% 100% 75% 100%

4.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan
Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT)
yang beredar dan digunakan di wilayah
kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas II Batam wajib memenuhi
standar teknis serta memiliki sertifikat
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.Kepatuhanterhadap standar
teknis menjadi krusial karena perangkat
yang tidak tersertifikasi atau tidak sesuai
spesifikasi  berpotensi menimbulkan
interferensi,  menurunkan  kualitas
layanan komunikasi, serta mengganggu
layanan strategis seperti pelayaran,
penerbangan, dan keselamatan publik.

Perkembangan teknologi perangkat
yang sangat cepat serta distribusi
perangkat lintas wilayah—terutama di
kawasan  perbatasan—meningkatkan
risiko beredarnya perangkat yang
tidak memenuhi standar. Oleh karena
itu, indikator Persentase (%) Tingkat
KepatuhanStandar Teknis APT diperlukan
sebagai instrumen pengendalian yang
terukur untuk memastikan perangkat
yang digunakan telah sesuai standar
dan legalitas sertifikasi.

Indikator ini  dimaksudkan  untuk

mengukur tingkat kepatuhan perangkat
telekomunikasi terhadap standar teknis
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dan sertifikasi yang berlaku, serta
menjadi dasar evaluasi efektivitas
pengawasan perangkat di  wilayah
kerja Balmon Batam. Pengukuran
dilakukan melalui verifikasi kesesuaian
tipe perangkat, pencocokan dengan
database  sertifikasi  resmi, serta
pencatatan hasil monitoring dalam
sistem pengawasan selama tahun
berjalan.

Tujuan indikator ini adalah memastikan
perangkat  yang beredar  dan
digunakan memenuhi standar
teknis, meningkatkan kualitas dan
stabilitas  layanan  telekomunikasi,
serta melindungi masyarakat dan
penyelenggara jaringan dari  risiko
gangguan akibat perangkat tidak
sesuai standar. Persentase tingkat
kepatuhan dihitung dengan formula:

Perangkat bersertifikat termonitor+Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti

x 100%

Perangkat termonitor

dengan sumber data berasal dari
hasil monitoring lapangan, verifikasi
dokumen sertifikasi, serta rekapitulasi
laporan pada sistem pengawasan
resmi. Melaluiindikator ini, pengendalian
mutu perangkat telekomunikasi dapat
dilakukan secara terencana, terukur,
dan selaras dengan kebijakan nasional
pengawasan spektrum dan perangkat
telekomunikasi.

4.2 Dampak

Catatan :

Analisa Dampak (Outcome)

Pencapaian indikator Persentase (%)
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis
Alat dan Perangkat Telekomunikasi
(APT) memberikan dampak langsung
terhadap peningkatan kualitas dan
stabilitas  layanan  komunikasi  di
wilayah kerja Balmon Batam. Perangkat
yang memenuhi standar teknis dan
tersertifikasi ~ mengurangi  potensi
interferensi, meningkatkan keandalan
jaringan, serta menjamin keselamatan
penggunaan frekuensi pada layanan
strategis  seperti  pelayaran  dan
penerbangan. Dari sisi ekonomi daerah,
kepatuhan perangkat turut mendukung
keberlanjutan layanan telekomunikasi
yang menjadi tulang  punggung
aktivitas ekonomi digital, perdagangan
lintas batas, dan operasional industri di
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kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan
Tanjungpinang. Di wilayah perbatasan,
pengendalian perangkat yang tidak
sesuai standar juga berperan dalam
menjaga kedaulatan spektrum dan
mencegah gangguan lintas negara.

Analisa SWOT

Dari aspek kekuatan, Indonesia memiliki
kerangka regulasi sertifikasi perangkat
yang jelas serta sistem basis data
sertifikasi yang terintegrasi secara
nasional, didukung kompetensi teknis
petugas pengawasan.Namundemikian,
kelemahan masih  terdapat pada
keterbatasan jangkauan pengawasan
fisik terhadap distribusi perangkat, serta
dinamika peredaran perangkat yang
sangat cepat mengikuti perkembangan
teknologi. Peluang yang tersedia
antara lain  dukungan transformasi
digital nasional, peningkatan literasi
kepatuhan pelaku usaha, serta integrasi
data pengawasan perangkat dengan
sistem monitoring spektrum. Adapun
ancaman yang dihadapi  meliputi
masuknya perangkat ilegal melalui jalur
perdagangan tidak resmi, perubahan
teknologi yang cepat, serta potensi
penggunaan perangkat non-standar
pada wilayah perbatasan.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Andlisa Berdasarkan Balanced
Scorecard (BSC)

Dari perspektif stakeholder, indikator
ini memberikan manfaat langsung
bagi masyarakat dan operator melalui
peningkatan kualitas layanan dan
perlindungan dari perangkat yang tidak
sesuai standar. Dari perspektif proses
internal, pelaksanaan monitoring dan
verifikasi  sertifikasi ~ meningkatkan
efektivitas proses pengawasan serta
konsistensi tindak lanjut terhadap
temuan pelanggaran. Perspektif
pembelajaran dan SDM tercermin
pada peningkatan kapasitas  teknis
petugas dalam melakukan identifikasi
tipe perangkat dan validasi sertifikasi.
Sementara itu, dari perspektif tata
kelola, indikator ini memperkuat
akuntabilitas pengendalian perangkat
telekomunikasi  serta  mendukung
kepatuhan regulasi secara nasional.

Secara keseluruhan, indikator
tingkat kepatuhan APT tidak hanya
menghasilkan output berupa jumlah
perangkat yang diperiksa, tetapi
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berkontribusi  langsung  terhadap
outcome  strategis DJID  dalam
menjaga  kualitas  layanan  publik,
stabilitas spektrum, serta perlindungan
kepentingan  nasional  di  sektor
telekomunikasi.

4.3 Tabulasi

Indikator Kinerja (IK-4): Persentase (%)
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat
danfatau  Perangkat Telekomunikasi
dan Digital

Unit Kerja: Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam

1. Monitoring perangkat
telekomunikasi
Monitoring alat perangkat

telekomunikasi  dengan  target
pelaksanaan sebanyak 6 (enam)
kali dari jumlah target kabupaten/
kota telah dilaksanakan sebanyak
7 (tujuh) kali pada tahun 2025 di
wilayah Kepulauan Riau sehingga

capaian untuk monitoring
perangkat telekomunikasi adalah
100%

100
u u M = e = HE_
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Grafik 20. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Berdasarkan Kabupaten/Kota
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Tabel 21. Capaian Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO KAB[KOTA TARGET TOTAL BERSERTIFIKASI NON SERTIFIKASI CAPAIAN
1 Kota Tanjung Pinang 200 121 121 0 100%
2 Kabupaten Bintan n9 19 0 100%
3 Kota Batam 62 55 7 100%
4 Kabupaten Karimun 35 33 2 100%
5 Kabupaten Lingga 30 30 0 100%
6 Kabupaten Kepulauan Anambas 29 29 0 100%
7  Kabupaten Natuna 20 19 1 100%
Total 416 406 10 100%

JUMLAH APT 2025
SELLER | |
UsER | |
170 180 190 200 210 220 230
USER SELLER
EIUMLAH APT 226 150

Grafik 21. Jumlah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

REKAPITULASI MON APT 2025

TiDAK BERLABEL & QR CODE |
NON SERTIFIKAT i
seerre” [
ey
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
TOTALMON APT BERSERTIFIKAT NON SERTIFIKAT DAKBERDL;EEL&QR
HJUMLAH 416 406 16 10

Grafik 22. Rekapitulasi Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
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4.4 Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja

Secara Umum Dan Holistik

Secara nasional, peningkatan
kepatuhan alat  dan  perangkat
telekomunikasi (APT) menjadikebutuhan
strategis seiring pertumbuhan
penggunaan perangkat komunikasi
dan akselerasi transformasi digital.
Kepatuhan terhadap sertifikasi dan
standar teknis perangkat berkontribusi
langsung terhadap kualitas jaringan,
efisiensi penggunaan spektrum, serta
pencegahan interferensi yang dapat
mengganggu layanan publik  dan
komunikasi  strategis. Dibandingkan
praktik internasional, negara maju telah
menerapkan pengawasan  berbasis
risiko dan sistem digital terintegrasi
untuk memantau kepatuhan perangkat
secara real-time, sedangkan negara
berkembang  masih  menghadapi
tantangan pada cakupan pengawasan
dan integrasi data. Dalam konteks
Indonesia sebagai negara kepulauan
dan wilayah perbatasan seperti Batam,
risiko peredaran perangkat non-standar
menjadi tantangan tersendiri sehingga
penguatan pengawasan  lapangan
tetap diperlukan.

Posisi Indonesia menunjukkan bahwa
regulasi sertifikasi perangkat dan sistem
basis data telah tersedia, namun perlu
terus diperkuat pada aspek integrasi
data, verifikasi teknis, serta penegakan
kepatuhan. Strategi yang mendukung
keberhasilan indikator ini  meliputi
perencanaan pengawasan  berbasis
data, pemanfaatan integrasi sistem
sertifikasi dengan monitoring spektrum,
pendekatan berbasis risiko dalam
penentuan prioritas pemeriksaan, serta
peningkatan kompetensi teknis petugas.
Dengan demikian, keberhasilan
indikator tidak hanya diukur dari
kuantitas pemeriksaan, tetapi dari
kualitas verifikasi, konsistensi tindak
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lanjut pelanggaran, dan kontribusinya
terhadap stabilitas spektrum serta
keberlanjutan kualitas layanan
telekomunikasi.

4.5 Faktor  Kendala/Hambatan pada

Pencapaian Target Dan Upaya
Percepatan/Perbaikan

Pelaksanaan indikator Tingkat
Kepatuhan  Alat dan  Perangkat
Telekomunikasi  (APT) pada  tahun
berjalan pada prinsipnya menunjukkan
capaian yang baik, namun masih
terdapat sejumlah kendala operasional
yang mempengaruhi  optimalisasi
hasil. Tantangan utama  meliputi
luasnya wilayah pengawasan yang
mencakup kawasan perbatasan dan
jalur distribusi perdagangan, potensi
peredaran perangkat yang masuk
melalui mekanisme tidak resmi, serta
keterbatasan waktu dan personel
untuk melakukan pemeriksaan
secara menyeluruh terhadap seluruh
titik distribusi. Selain itu, dinamika
perkembangan teknologi perangkat
yang cepat juga menuntut pembaruan
kapasitas teknis secara berkelanjutan
agar verifikasi  kesesuaian standar
dapat dilakukan secara akurat dan
tepat waktu.

Sebagai upaya percepatan  dan
perbaikan, dilakukan penguatan
pengawasan berbasis risiko dengan
memeprioritaskan titik distribusi dan
jenis perangkat yang memiliki potensi
pelanggaran lebih tinggi, optimalisasi
koordinasi dengan aparat penegak
hukum dan instansi terkait dalom
pengawasan peredaran  perangkat,
serta peningkatan pemanfaatan data
sertifikasi dan basis data nasional untuk
mendukung validasi awal sebelum
pemeriksaan lapangan. Pendekatan ini
tidak hanya bertujuan meningkatkan
persentase kepatuhan, tetapi juga
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memastikan pencegahan pelanggaran
dilakukan secara sistematis, sehingga
kualitas layanan telekomunikasi tetap
terjoga dan kepentingan masyarakat
sebagai pengguna akhir terlindungi.

4.6 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan

Catatan :

Kinerja

Hasil  capaian indikator — Tingkat
Kepatuhan  Alat dan  Perangkat
Telekomunikasi  (APT)  dimanfaatkan
sebagai dasar perumusan langkah
pembinaan dan pengawasan lanjutan
terhadap distributor, penyedia, maupun
pengguna perangkat telekomunikasi di
wilayah kerja. Data hasil pengawasan
dan pemeriksaan digunakan untuk
mengidentifikasi pola pelanggaran,
jenis perangkat yang berisiko tinggi,
serta titik distribusi yang memerlukan
intensifikasi  pengawasan.  Temuan
ketidaksesuaian ditindaklanjuti
melalui penyampaian rekomendasi
teknis, pembinaan administratif, serta
koordinasi dengan aparat penegak
hukum apabila ditemukan indikasi
pelanggaran yang bersifat signifikan.

Selain itu, laporan kinerja indikator ini
menjadi rujukan dalom penyusunan
rencana pengawasan tahun berikutnya
dengan pendekatan berbasis risiko
dan pemetaan wilayah prioritas.
Rekomendasi perbaikan dari tahun
sebelumnya,  seperti  peningkatan
integrasi data sertifikasi perangkat dan
penguatan koordinasi lintas instansi,
telah diimplementasikan pada tahun
berjalan melalui pemanfaatan basis
data nasional serta peningkatan sinergi
dengan unit terkait. Dengan demikian,
laporan kinerja tidak hanya berfungsi
sebagai dokumentasi capaian, tetapi
sebagai  instrumen  pengendalian
internal dan perbaikan berkelanjutan
dalam menjaga kepatuhan APT secara
sistematis dan terukur
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4.7 Efisiensi
Efisiensi pelaksanaan indikator
Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat
Telekomunikasi (APT) dicapai

melalui  optimalisasi  pemanfaatan
sumber daya yang tersedia tanpa
penambahan personel maupun sarana
baru. Kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan perangkat dilaksanakan
dengan komposisi tim yang relatif
tetap, namun mampu meningkatkan
cakupan objek pengawasan melalui
penggabungan kegiatan pemeriksaan
perangkat dengan kegiatan monitoring
dan penertiban di lokasi yang sama.
Pendekatan ini memungkinkan satu
tim melakukan lebih dari satu fungsi
pengawasan dalam satu rangkaian
kegiatan, sehingga jumlah perangkat
yang diverifikasi dapat meningkat
dengan struktur sumber daya yang
sama.

Dari sisi waktu pelaksanaan, efisiensi
dicapai melalui penjadwalan
kunjungan berbasis klaster wilayah
dan pemanfaatan data awal dari
sistem sertifikasi perangkat sebagai
pra-analisis  sebelum  pemeriksaan
lapangan.Halinimengurangikebutuhan
kunjungan ulang akibat ketidaksesuaian
data serta mempercepat proses
verifikasi teknis di lokasi. Selain itu,
pemanfaatan  sistem  pencatatan
digital dan basis data nasional
memungkinkan  rekapitulasi  hasil
pengawasan dilakukan secara lebih
cepat dan akurat, sehingga mendukung
pengurangan potensi duplikasi
kegiatan dan optimalisasi penggunaan
sarana operasional yang telah tersedia.
Dengan demikian, peningkatan capaian
indikator tidak semata-mata didorong
oleh penambahan sumber daya,
melainkan oleh perbaikan proses kerja
dan pemanfaatan teknologi secara
lebih efektif dan terintegrasi

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

4.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK
pada kegiatan ini

Berorientasi Pelayanan: Memahami
dan memenuhi kebutuhan
masyarakat akan perangkat
telekomunikasi yang legal, aman,
dan tidak menimbulkan gangguan
spektrum. Pemeriksaan dan
pengawasan  APT  dilaksanakan
secara  cekatan,  solutif, dan
dapat diandalkan guna menjaga
kualitas layanan komunikasi serta
melindungi kepentingan publik dan
layanan strategis.

Akuntabel: Bertanggung jawab atas
kepercayaan yang diberikan melalui
pencatatan  hasil  pemeriksaan
dalom berita acara, laporan resmi,
serta sistem pengawasan yang
terdokumentasi dan dapat ditelusuri.
Seluruh  kegiatan  dilaksanakan
secara disiplin, berintegritas, serta
memanfaatkan  sarana  negara
secara efektif dan efisien.
Kompeten: Terus belgjar dan

mengembangkan kapabilitas
teknis dalam identifikasi spesifikasi
perangkat, validasi sertifikasi,

serta pemahaman regulasi  APT.
Peningkatan kompetensi  dilakukan
untuk menjawab tantangan
perkembangan teknologi perangkat
yang dinamis serta membantu
peningkatan kapasitas tim secara
kolektif.
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4. Harmonis: Saling peduli dan
menghargai  perbedaan  dalam
pelaksanaan tugas pengawasan,
membangun komunikasi yang baik
dengan pelaku usaha, distributor
perangkat, serta pemangku
kepentingan lainnya guna
menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif dan profesional.

5. Loyal: Berdedikasi dan mengutama-
kan kepentingan bangsa dan negara
dalom pengendalion  perangkat
telekomunikasi, setia pada kebijakan
nasional pengamanan  spektrum,
serta menjaga nama baik instansi

dalam setiap pelaksanaan
pemeriksaan  dan  penegakan
kepatuhan.

6. Adaptif: Terus berinovasi dalom
metode  pengawasan  dengan
menyesuaikan terhadap
perkembangan teknologi perangkat,
model distribusi  digital, serta
dinamika pasar. Tim responsif
terhadap  perubahan  regulasi
dan  perkembangan  teknologi
komunikasi terbaru.

7. Kolaboratif:Membangunkerjasama
sinergis dengan pemerintah daerah,
aparat penegak hukum, distributor,
serta lintas fungsi pengawasan
untuk  memastikan  kepatuhan
perangkat secara menyeluruh dan
memberikan nilai tambah dalam
pengendalian spektrum
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Catatan :

IK-5  Persentase (%) Terjaganya
Operasional dan Fungsi Monitoring
dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di
UPT

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Tabel 22. Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi
Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator Kinerja

ran Kegiatan .
Sasaran Keglata Sasaran Kegiatan

Target 2025 Realisasi Persentase

Persentase (%)
Terjaganya
Operasional dan
Fungsi Monitoring

Meningkatnya
Kualitas Pengendalian
Spektrum Frekuensi
Radio, Perangkat
Telekomunikasi dan
Infrastruktur Digital

dari Stasiun Monitor
Frekuensi Radio di UPT

85% 100% 117.65%

5.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
adalah suatu sistem perangkat yang
mendukung pelaksanaan  pengawasan
dan pengendalian terhadap penggunaan
spektrum frekuensi radio di suatu wilayah
baik berupa stasiun tetap, stasiun bergerak
maupun perangkat jinjing (handheld). Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam memiliki 6 (enam)
stasiun SMFR tetap yang terdiri dari 3 (tiga)
Stasiun Mon-DF, 1 (satu) Stasiun Mon dan 2
(dua) stasiun Transportable. SMFR bergerak
sebanyak 1 (satu) unit serta didukung
dengan perangkat handheld  (jinjing)
baik berupa alat ukur, perangkat monitor
maupun perangkat lainnya yang fleksible
dan mudah dibawa.

Dari 6 (enam) SMFR Tetap yang dimiliki Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam, terdapat variasi

5.2

merek perangkat, jenis perangkat serta
tahun pengadaan yang mempengaruhi
kondisi serta performa, Hal ini merupakan
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan
tugas pemeliharaan perangkat SMFR.

Sasaran Kegiatan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
I Batam telah melaksanakan preventive
maintenance  secara  rutin  terhadap
perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur
setiap bulannya terdiri dari pemeliharaan
dan perbaikan. Pemeliharaan dilakukan
dengan cara pengecekan rutin baik secara
remote maupun on site. Untuk kegiatan
on site, Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
mengunjungi seluruh lokasi stasiun Mon/DF.
Adapun jumlah kunjungan adalah sebagai
berikut: Site Tanjungpinang dan Uban
sebanyak 4 kali, Site Karimun sebanyak 4

72

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Kali, Site Natuna sebanyak 2 kali dan Site
Kota Batam (Site Sekupang dan Nongsa)
sebanyak 3 kali. Untuk Site Natuna dan
Nongsa, Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
melakukan pemeliharaan berupa Instalasi
sistem proteksi petir.

Pada tahun 2025 juga telah dilakukan
kalibrasi ~ perangkat ~ terhadap  alat
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monitoring/ukur yakni 2 unit Perangkat
Spectrum Analyzer merek Anritsu.

5.3 Capaian target

Nilai  Service Level Agreement (SLA)
Perangkat Utama dan Perangkat Pendukung
periode Januari sampai Desember 2025
adalah sebesar 117.65% dari target sebesar
85% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Nilai SLA di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

No Bulan Target Realisasi
1. Januari 85% 100%
2. Februari 85% 100%
3. Maret 85% 100%
4, April 85% 100%
5. Mei 85% 100%
6. Juni 85% 100%
7. Juli 85% 100%
8. Agustus 85% 100%
9. September 85% 100%
10. Oktober 85% 100%
1. November 85% 100%
12. Desember 85% 100%

Dengan menggunakan rumus persentase berikut:

Jumlah Stasiun Monitor Siap Operasional untuk Melakukan Monitoring

x 100%

% Capaian =

Total Stasiun Monitoring

Maka capaian Terjaganya Operasional dan
Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi

Radio di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam adalah
117.65%.

Tabel 24. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)

No Tahun Target Realisasi
1. 2021 85% 95%

2. 2022 95% 99%

3. 2023 95% 100%

4, 2024 95% 105.26%
5. 2025 85% 100%
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Grafik 23. Capaian dalam 5 Tahun (2021-2025)

[Analisa keberhasilan/
ketidaktercapaian

Berfungsinya Alat perangkat pendukung
SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam dipengaruhi
oleh pemeliharaan perangkat yang
baik serta penambahan beberapa
perangkat baru yang akan mendukung
kinerja perangkat yang lain, hal tersebut
bertujuan untuk mempermudah dalam
melakukan monitoring perangkat yang
ada sehingga dalam mendukung
kelancaran tugas-tugas monitoring dan
pengukuran Spektrum Frekuensi Radio
maka perlu untuk memastikan kondisi
perangkat SMFR dan alat pendukung
kegiatan monitoring/pengukuran agar
tetap dalam kondisi baik dan terawat.

Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan
Kinerja sebelumnya

Hasil laporan kinerja sebelumnya
terkait berfungsinya perangkat
pendukung SMFR dan alat monitoring/
ukur dimanfaatkan sebagai dasar
evaluasi kondisi operasional perangkat
dalam mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan monitoring spektrum
frekuensi radio. Berdasarkan hasil
evaluasi tersebut, dilakukan identifikasi
terhadap perangkat yang memerlukan
pemeliharaan berkala maupun
perbaikan  teknis guna menjaga
keandalan dan kesinambungan
operasional  peralatan  monitoring.
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5.6

5.7

Selain itu, hasil laporan kinerja juga
digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana aksi pemeliharaan, pengusulan
kebutuhan perbaikan/pergantian
perangkat, serta pengambilan kebijakan
teknis dalam rangka optimalisasi
pengelolaan spektrum frekuensi radio
secara berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kinerja
Operasional dan Fungsi Monitoring
dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio
di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
maka perlu melakukan peningkatan
kemampuan dan pengetahuan SDM
petugas pemeliharaan dilapangan dan
agar kunjungan ke beberapa site lebih
ditingkatkan agar lebih  memantau
kondisi site dilapangan.

Efisiensi

Keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas
Il Batam tahun ini khususnya pada
persentase Terjaganya Operasional
dan Fungsi Monitoring dari Stasiun
Monitor  Frekuensi Radio di UPT
adalah  dengan  melakukan  tata
kelola pemeliharaan perangkat yang
efektif serta mengupayakan secara
maksimal optimalisasi pemanfaatan
terhadap keseluruhan perangkat yang
dimiliki Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
termasuk dengan melakukan inspeksi
on site secara berkala dengan jadwal

5.6

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

yang sudah ditentukan sehingga
kondisi perangkat dapat diperhatikan
secara betul dan juga dilakukan
perbaikan sistem penangkal petir guna
mengantisipasi cuaca ekstrim pada
tahun 2025.

Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

pada kegiatan ini

Pelaksanaan kegiatan inspeksi/

Pengecekan Perangkat Guna Terjaganya

Operasional dan Fungsi Monitoring dari

Stasiun Monitor Frekuensi Radio tidak

terlepas dari implementasi budaya

BerAKHLAK yakni:

1. Berorientasi Pelayanan.
Dengan berfungsinya perangkat
pendukung  SMFR  dan  alat
monitoring/ukur di Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam dengan baik maka
akan memberikan layanan yang
baik kepada masyarakat utamanya
dalam  penggunaan  Spektrum
Frekuensi Radio.

2. Akuntabel.
Dalam proses berfungsinya
perangkat pendukung SMFR dan
alat  monitoring/ukur  di  Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam dilakukan
oleh stakeholder secara jujur dan
bertanggung jawab.

3. Kompeten.
Dalam  berfungsinya perangkat
pendukung SMFR ini didukung
oleh stakeholder yang senantiasa
meningkatkan kemampuannya
sesudi dengan bidang tugasnya.

4. Harmonis.
Dalom  kegiatan  pengecekan
perangkat pendukung SMFR
didukung oleh lingkungan kerja
yang kondusif demi tercapainya
target organisasi

5. Loyal
Petugas  pemeliharaan  waijib
melaksanakan kegiatan inspeksi
maupun perbaikan mandiri
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terhadap alat/perangkat

monitoring dengan berpedoman

pada Manual Book serta kaidah-
kaidah yang tercantum dalam

Standar  Operasional  Prosedur

(SOP). Selain itu, petugas harus

memiliki sikap loyal atau mencintai

tugas yang telah menjadi tanggung
jawabnya.
6. Adaptif

a. Dengan bervariasinya
perangkat yang dimiliki,
petugas pemeliharaan harus
memiliki kepekaan serta
respons yang cepat apabila
terjadi  gangguan  (trouble)
pada perangkat.

b. Petugas pemeliharaan juga
harus mengikuti perkembangan
teknologi, mengingat terdapat
beberapa perangkat keluaran
terbaru.

7. Kolaboratif

a. Melakukan komunikasi secara
intens dengan pengguna alat/
perangkat monitoring  (user)
apabila diperlukan.

b. Mampu mengenali adanya
kerusakan sehingga dapat
menemukan  solusi dengan
cepat dan tepat.

c. Melakukanpertukaraninformasi
dengan UPT lain, Ditdal, atau
vendor sebagai second opinion
sebelum dilakukan tindak lanjut.

5.9 Benchmark Capaian Kinerja Dengan

UPT Lainnya

Telah dilakukan Benchmark capaian
kinerja antara Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam dengan
Balai  Monitor  Spektrum  Frekuensi
Radio Kelas Il Padang sebagai
sesama unit pelaksana teknis dalam
penyelenggaraan monitoring spektrum
frekuensi radio. Berdasarkan hasil
perbandingan, kedua satuan kerja
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memiliki target indikator kinerja yang
sama sebesar 85% pada indikator
Persentase Terjaganya Operasional
dan Fungsi Monitoring dari Stasiun
Monitor  Frekuensi Radio, dengan
realisasi masing-masing mencapai
100% atau sebesar 117,65% dari target
yang ditetapkan. Capaian tersebut
menunjukkan pengelolaan operasional

dan fungsi monitoring telah terlaksana
secara optimal. Hasil Benchmark ini
menjadi dasar untuk mempertahankan
kinerja yang telah mencapai 100%
pada  tahun  berikutnya  melalui
konsistensi pemeliharaan perangkat,
kesiopan sarana pendukung, dan
penguatan pengawasan teknis secara
berkelanjutan.

Tabel 25. Benchmark Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan
Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio dengan UPT

Lainnya
Nama IKU UPT Ditjen Target% Capaian% Persentase % Keterangan
Infrastruktur Digital
Persentase (%) Terjaganya Balmon Batam 85 100 117.65 Presentase
Operasional dan Fungsi Balmon Padang 85 100 117.65 Capaian Balmon
Monitoring dari Stasiun Batam dan

Monitor Frekuensi Radio

di UPT

Balmon Padang
sama - sama 100%

'l-
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IK-6Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda
Administratif
Target indikator kinerja Penanganan Sanksi
Denda Administratif adalah 80% dari jumlah
invoice.
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Target _ED%
Copeian I 100:%

Persentase — 100%

Grafik 24. Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Perbandingan capaian indikator kinerja 2021 — 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 26. Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator 2021 2022

2024 2025

Kinerja Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Persentase - - - -
(%)

Penanganan

Sanksi Denda

Administratif

- - - 80% 100%

6.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan
Pengenaan sanksi denda administratif
terhadap pelanggaran penggunaan
spektrum frekuensi radio merupakan
bagian integral dari sistem
pengendalian dan penegakan
hukum di bidang spektrum. Spektrum
sebagai sumber daya terbatas milik
negara  wajib  digunakan  sesuai
izin ISR dan parameter teknis yang
ditetapkan. Pelanggaran yang tidak
ditindaklanjuti secara tegas berpotensi
menimbulkan  gangguan  layanan
publik, ketidaktertiban penggunaan
frekuensi, serta menurunkan tingkat
kepatuhan penyelenggara. Oleh karena
itu, indikator Persentase Penyelesaian
Sanksi  Denda  diperlukan  untuk
mengukur  efektivitas tindak lanjut
penegakan hukum administratif hingga
tahap penyelesaian kewajiban.
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Indikator ini  dimaksudkan  untuk
memastikan bahwa setiap
pelanggaran hasil pemeriksaan dan
monitoring  spektrum  ditindaklanjuti
secara konsisten melalui mekanisme
penerbitan invoice, pengenaan sanksi

administratif, serta pemantauan
penyelesaion  pembayaran  sesuai
ketentuan.  Pengukuran  dilakukan

berdasarkan  perbandingan  jumlah
penyelesaian invoice denda terhadap
total invoice yang diterbitkan dalam
tahun berjalan, sebagaimana
tercantum dalam PK UPT 2025.

Tujuan dari indikator ini adalah
meningkatkan kepatuhan pengguna
spektrum terhadap regulasi,
memperkuat efek jera (deterrent effect)
terhadap pelanggaran, serta menjaga
kredibilitas sistem pengawasan
spektrum. Selain itu, indikator ini juga
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mendukung tertib administrasi dan tata
kelola penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) dari sektor spektrum frekuensi
radio, sehingga pengawasan tidak
berhenti pada temuan pelanggaran,

tetapi tuntas hingga penyelesaian
kewajiban sesuai peraturan perundang-
undangan.  Pengukuran  dilakukan
dengan metode sebagai berikut:

Inv. Denda yang Terbayar + (BobotxTindak Lanjut Inv.Denda Belum
Terbayar)+ Inv.Baru Belum Jatuh Tempo

x 100%

Inv Denda Administratif”

Melalui metode tersebut, diperoleh
persentase capaian yang
mencerminkan  tingkat  efektivitas
penyelesaian dan pengelolaan sanksi
denda administratif dalam periode
pelaporan.

Dampak
Pencapaian  indikator  Persentase
Penyelesaian Sanksi Denda

Administratif memberikan  dampak
langsung terhadap peningkatan
kepatuhan  penggunaan  spektrum
frekuensi radio. Dari aspek layanan
publik, penyelesaian sanksi memastikan
bahwa pelanggaran yang berpotensi
menimbulkan interferensi atau
gangguan  layanan  ditindaklanjuti
secara tegas, sehingga kualitas dan
stabilitas jaringan komunikasi tetap
terjoga. Dari aspek tata kelola dan
keuangan negara, penyelesaian invoice
denda  mencerminkan  efektivitas
penegakan hukum administratif
sekaligus mendukung optimalisasi
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP). Di wilayah perbatasan seperti
Batam, penegakan sanksi juga memiliki
dimensi strategis dalam menjaga
ketertiban penggunaan spektrum dan
melindungi kepentingan nasional dari
potensi interferensi lintas negara.

Secara SWOT, kekuatan utama terletak
pada regulasi yang jelas, dukungan
sistem administrasi berbasis elektronik,
serta  mekanisme pelaporan yang
terstruktur.  Kelemahannya  masih
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terkait pada proses administrasi dan
koordinasi dengan pihak pelanggar
yang memerlukan waktu  hingga
penyelesaian pembayaran. Peluang
muncul dari penguatan transformasi
digital dan integrasi data monitoring,
pemeriksaan, serta penagihan
dalam satu ekosistem pengawasan.
Sementara itu, ancaman berasal dari
potensi  peningkatan  kompleksitas
pelanggaran akibat perkembangan
teknologi dan dinamika penggunaan
spektrum yang semakin padat.

Dalam perspektif Balanced Scorecard,
dari  sisi  stakeholder,  indikator
ini meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan operator terhadap
konsistensi penegakan regulasi. Dari
perspektif proses internal, penyelesaian
sanksi menunjukkan efektivitas siklus
pengawasan mulai  dari  temuan,
penetapan pelanggaran, hingga tindak
lanjut administratif. Pada perspektif
pembelajaran dan SDM, peningkatan
kapasitas  petugas dalam  aspek
hukum administratif dan pengelolaan
data menjadi faktor penting. Dari sisi
tata kelola, indikator ini memperkuat
akuntabilitas dan kredibilitas
pengawasan spektrum sebagai bagian
dari sistem pengendalian nasional.
Dengan demikian, keberhasilan
indikator ini tidak hanya mencerminkan
capaian administratif, tetapi juga
memperkuat fondasi kepatuhan dan
ketertiban ~ penggunaan  spektrum
secara berkelanjutan.
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6.3 Tabulasi

Tabel 27. Hasil Penanganan Sanksi Denda Administratif

Jumlah
Keaiatan Jumlah Denda Denda Status
No gia Objek Penertiban  Administrasi ~ Administrasi Keterangan
Penertiban SPPD
Terbayar (Rp) Belum
Terbayar (Rp)
1 Tibnas Tahap | ISP (Internet Service Rp 30,940,140 Rp - Sudah Pengenaan Denda
Provider) Terbayar  di Tingkat UPT
2 Tibnas Tahap Il Microwave Link Rp 24,948,000 Rp- Sudah Pengenaan Denda
Terbayar  di Tingkat UPT
3 Tibnas Tahap Il Bergerak Daratdan  Rp 11,157,300 Rp - Sudah Pengenaan Denda
APT Terbayar  di Tingkat UPT
4 Tibnas Regional Bergerak Darat dan  Rp 8,177,400 Rp - Sudah Pengenaan Denda
APT Terbayar  di Tingkat UPT
2024 ] 72
2025 (I — 18
o 5 10 15 20 25
2025 2024
EP=izku Uszha 18 22
Grafik 25. Jumlah Pelaku Usaha Per Tahun
2024 ﬁ
Rp71,000,000.00 Rp72,000,000.00 Rp73,000,000.00 Rp74,000,000.00 Rp7s,000,000.00 Rp76,000,000.00
2025 2024
m Denda Rp75,222,840.00 Rp72,977,520.00

Grafik 26. Total Denda Per Tahun

6.4 AnalisalndikatorKinerjaSecaraUmum hanya pada tahap monitoring dan

& Holistik pemeriksaan, tetapi harus berlanjut
Secara nasional, pengenaan sanksi hingga penyelesaian sanksi secara
administratif atas pelanggaran tuntas.  Indonesia  telah  memiliki

penggunaan spektrum frekuensi
radio merupakan instrumen penting

kerangka regulasi yang memadai serta
dukungan sistem pelaporan elektronik
dalom menjaga kepatuhan ISR dan yang memungkinkan proses penagihan
ketertiban  tata  kelola  spektrum. dan penyelesaian sanksi terdokumentasi
Dengan meningkatnya jumlah stasiun secara akuntabel. Dibandingkan
radio serta kompleksitas teknologi dengan praktik negara maju yang telah
komunikasi, pengawasan tidak cukup menerapkan  enforcement  berbasis

79

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



IH?

3

Catatan :

6.5

Laporan Kinerja

BALAIMONITOR SPEKTRUM FREKUENSIRADIO

KELASIIBATAM

risiko dan sistem terintegrasi real-
time, Indonesia berada pada tahap
penguatanintegrasi data dan konsistensi
tindak lanjut administratif, sementara
negara berkembang lainnya masih
menghadapi keterbatasan sistem dan
sumber daya dalam proses penegakan
sanksi.

Keberhasilan  pencapaion  indikator
ini ditentukan oleh konsistensi tindak
lanjut atas setiap temuan pelanggaran,
integrasi  hasil pemeriksaan dengan
proses penagihan administratif, serta
koordinasi internal yang efektif antara
fungsi teknis dan administrasi. Strategi ini
sejalandenganpraktikinternasionalyang
menekankan deterrent effect sebagai
instrumen  peningkatan  kepatuhan.
Dengan demikian, capaian indikator
tidak hanya merefleksikan penyelesaian
invoice sanksi, tetapi juga menunjukkan
efektivitas sistem pengawasan spektrum
secara menyeluruh dalam membangun
kepatuhan, menjaga kredibilitas
regulator, dan mendukung tata kelola
spektrum yang berkelanjutan.

Faktor Kendala/Hambatan pada
Pencapaian Target dan Upaya
Percepatan/Perbaikan

Secaraumum target penyelesaian sanksi
denda administratif pada tahun berjalan
telah tercapai sesuai PK UPT 2025. Namun
demikian, dalam proses pelaksanaannya
terdapat beberapa kendala operasional,
antara lain keterbatasan waktu dalam
proses administrasi penagihan,
perlunya verifikasi data pelanggaran
sebelum penerbitan invoice, serta
koordinasi dengan pihak pelanggar
yang memerlukan  waktu  hingga
penyelesaion pembayaran. Selain itu,
dinamika perubahan data kepemilikan
atau pengelolaan stasiun radio juga
berpotensi  memperlambat  proses
tindak lanjut administratif.
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6.6

Sebagai  upaya  percepatan  dan
perbaikan, dilakukan penguatan
integrasi data antara hasil pemeriksaan,
sistemmonitoring, dan proses penagihan
administratif, serta peningkatan
koordinasi internal agar penerbitan dan
pemantauan invoice dapat dilakukan
lebih cepat dan akurat. Pendekatan
persuasif melalui pembinaan awal
juga diterapkan untuk mendorong
kepatuhan sebelum masuk tahap sanksi
lanjutan. Dampak positif yang dirasakan
masyarakat adalah tetap terjaganya
kualitas layanan  komunikasi  serta
meningkatnya kepatuhan pengguna
spektrum, sehingga sistem pengawasan
tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga
preventif dan berkelanjutan.

Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan
Kinerja

Laporan kinerja terkait penyelesaian
sanksidenda administratif dimanfaatkan
sebagai dasar evaluasi efektivitas
penegakan hukum di bidang spektrum
frekuensi radio. Data penyelesaian
invoice dan tindak lanjut pelanggaran
digunakan untuk memetakan tingkat
kepatuhan pengguna spektrum,
mengidentifikasi pola pelanggaran yang
berulang, serta menentukan prioritas
pengawasan lanjutan pada stasiun atau
penyelenggara dengan tingkat risiko
tinggi. Selain itu, hasil laporan menjadi
bahan  koordinasi  internal  dalam
penyempurnaan mekanisme penagihan
dan penguatan sinergi antara fungsi
teknis pemeriksaan dan administrasi
sanksi.

Tindak lonjut  atas  rekomendasi
perbaikan tahun sebelumnya telah
diimplementasikan melalui peningkatan
integrasi  data  hasil pemeriksaan
dengan sistem pencatatan  sanksi
serta percepatan proses monitoring
penyelesaian invoice. Jika terdapat

6.7
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indikator yang mengalami penyesuaian
dalam PK tahun berjalan, tindak lanjut
atas temuan dan rekomendasi tetap
dilaksanakan dan dicatat sebagai
kinerja lainnya dalam rangka menjaga
kesinambungan pengendalian
spektrum. Dengan demikian, laporan
kinerja tidak hanya menjadi dokumen
pelaporan, tetapi menjadi instrumen
penguatan tata kelola dan peningkatan
kepatuhan secara berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan di Tahun
Berikutnya

Berdasarkan  evaluasi  pelaksanaan
tahun berjalan, pengenaan  sanksi
denda administratif telah berjalan
efektif, namun masih terdapat ruang
perbaikan pada aspek percepatan
proses administrasi, penguatan validasi
data pelanggaran, serta konsistensi
pemantauan penyelesaian kewajiban.
Selain  itu, potensi  peningkatan
kompleksitas  pelanggaran  akibat
perkembangan  teknologi  perangkat
dan dinamika penggunaan spektrum
menuntut  pendekatan yang lebih
sistematis dan berbasis risiko dalom
menentukan prioritas penegakan sanksi.

Untuk tahun berikutnya, direkomendasi-
kan penguatan integrasi data antara
hasil  monitoring, pemeriksaan, dan
sistem penagihan sanksi agar proses
penerbitan dan pemantauan invoice
lebih cepat dan akurat. Diperlukan
pula  pengembangan  mekanisme
penilaian risiko pelanggaran  guna
memprioritaskan tindak lanjut pada
pelanggaran berdampak tinggi,
serta peningkatan kapasitas petugas
dalaom aspek hukum administratif dan
pengelolaan data. Rekomendasi ini
selaras dengan kebijakan nasional DJID
dalam memperkuat kepatuhan ISR
dan membangun sistem pengawasan
spektrum yang tidak hanya reaktif, tetapi
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preventif dan berkelanjutan.

6.8 Efisiensi

Pencapaian  indikator  penyelesaian
sanksi denda administratif dilakukan
melalui optimalisasi sumber daya yang
tersedia tanpa penambahan personel
khusus. Proses verifikasi pelanggaran,
penerbitan invoice, dan pemantauan
penyelesaian dilaksanakan oleh tim
yang sama dengan fungsi pemeriksaan,
sehingga satu rangkaian kegiatan
pemeriksaan dapat langsung
ditindaklanjuti pada aspek administratif.
Dengan komposisi tim yang relatif
tetap, seluruh target penyelesaian
invoice dapat dicapai secara maksimal,
menunjukkan efisiensi pemanfaatan SDM
dan integrasi fungsi teknis—administratif
dalam satu siklus kerja.

Dari sisi waktu dan sistem, pemanfaatan
aplikasi pelaporan dan pencatatan elektronik
memungkinkan percepatan proses validasi
data  pelanggaran dan  pemantauan
status pembayaran tanpa perlu kunjungan
berulangkelokasi.Integrasihasilpemeriksaan
dengan sistem administrasi sanksi juga
mengurangi potensi duplikasi pekerjaan dan
mempercepat proses rekapitulasi laporan.
Optimalisasi sarana yang telah tersedia
tersebut berdampak pada efektivitas proses
kerja, meminimalkan kebutuhan koordinasi
berulang secara manual, serta memastikan
capaian  indikator  diperolen  melalui
peningkatan kualitas proses, bukan melalui
penambahan sumber daya.

6.9 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK
pada kegiatan ini
1. Berorientasi Pelayanan: Pengenaan

sanksi denda administratif
dilaksanakan  untuk  menjaga
kualitas layanan komunikasi

masyarakat serta memastikan tidak
terjadi gangguan yang berdampak
pada layanan strategis seperti
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pelayaran,  penerbangan, dan
keselomatan  publik.  Penegakan
sanksi dilakukan secara profesional
dan proporsional guna menciptakan
kepastian hukum sekaligus menjaga
keberlangsungan layanan pubilik.

2. Akuntabel: Setiap proses penerbitan

invoice,  verifikasi  pelanggaran,
hingga penyelesaian pembayaran
didokumentasikan melalui sistem
resmi dan dilaporkan  secara
berjenjang sesuai ketentuan. Seluruh
data administratif terdokumentasi
dan dapat ditelusuri, sehingga
menjamin transparansi, integritas
proses, serta kepatuhan terhadap
regulasi pengelolaan penerimaan
negara.

3. Kompeten: Petugas meningkatkan

kapasitas dalam aspek regulasi
ISR, tata kelola  administratif
sanksi, serta pengelolaan data
elektronik. Penguatan kompetensi ini
mendukung ketepatan identifikasi
pelanggaran, akurasi penetapan
sanksi, dan efektivitas pemantauan
penyelesaian kewajiban.

4. Harmonis: Pelaksanaan sanksi tetap

mengedepankan komunikasi yang

IK-7Persentase (%) Tersedianya Data Hasil
Pengukuran Kualitas Layanan

konstruktif dengan pemegang izin,
menghargai  perbedaan  kondisi
dan latar belakang pelanggar, serta
menjaga hubungan kerja yang
profesional agar tercipta lingkungan
pengawasan yang kondusif.

Loyal: Kegiatan penegakan sanksi
mendukung  agenda  nasional
dalam  pengendalian  spektrum
sebagai sumber daya strategis
negara. Pelaksanaan tugas
dilakukan dengan menjunjung tinggi
kepentingan bangsa dan menjaga
kredibilitas institusi serta nama baik
ASN.

Adaptif: Tim menyesuaikan
mekanisme penagihan dan
pemantauan dengan pemanfaatan
sistem digital serta merespons
dinamika perkembangan teknologi
komunikasi yang semakin kompleks.
Kolaboratif: Koordinasi dilakukan
secara sinergis antara  fungsi
monitoring,  pemeriksaan,  dan
administrasi sanksi, serta dengan
pihak terkait untuk memastikan
setiap pelanggaran ditindaklanjuti
secara konsisten dan efektif.

Tabel 28. Capaian Kinerja Tersedianya Data Hasil
Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kepatuhan Persentase (%) Tersedianya 100% 100% 100%
dan Kualitas Pengendalian Data Hasil Pengukuran Kualitas

Spektrum Frekuensi Radio, Layanan

Perangkat Telekomunikasi dan

Layanan Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan Target2025 Realisasi Persentase

Catatan : 82
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Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Pengukuran kualitas layanan jaringan
telekomunikasi  seluler  merupakan
salah satu bagion dari pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
(UPT)  Monitor Spektrum  Frekuensi
Radio dalom rangka pengawasan dan

evaluasi  penyelenggaraan layanan
telekomunikasi. Kegiatan pengukuran
ini dilakukan untuk menilai tingkat
Quality of Service (QoS) dan Quality
of Experience (QoE) pada layanan
telekomunikasi, khususnya layanan
seluler yang digunakan secara luas oleh
masyarakat.

7.2
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Pelaksanaan  pengukuran  kualitas
layanan bertujuan untuk memastikan
bahwa layanan telekomunikasi yang
disediakan oleh penyelenggara
memenuhi standar kinerja yang telah
ditetapkan serta mampu memberikan
kualitas layanan yang optimal kepada
masyarakat. Selain itu, hasil pengukuran
ini juga menjadi dasar dalom proses
evaluasi, pengawasan, dan perumusan
langkah perbaikan guna meningkatkan
mutu layanan telekomunikasi secara
berkelanjutan. Dasar dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah nota dinas Direktur
Pengendalian  Infrastruktur  Digital
Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025
tanggal 3 Maret 2025 terkait penugasan
pengukuran kualitas layanan di wilayah
kerja UPT.

Sasaran Kegiatan

Sasaran pengukuran kualitas layanan
adalah pengukuran kualitas layanan
dilakukan terhadap penyelenggaraan
jaringan bergerak seluler di wilayah kerja
UPT dengan prioritas yang ditetapkan
pada target. Formula target dari kinerja
ini adalah:

Jumlah kabupaten/kota yang sudah diukur

Capaian PK:

x 100%

jumlah 80% kabupaten/kota

Dengan rumus tersebut maka target
pengukuran  kabupaten/kota  untuk
wilayah Kepulauan Riau sebanyak 80%
x 7 kabupaten/kota sehingga target di
tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam)
kabupaten/kota.

Capaian target

Hasil pengukuran kualitas layanan
dilakukan terhadap penyelenggaraan
jaringan bergerak seluler di wilayah
kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas II Batam dengan capaian
sebesar 125% vyang berarti bahwa
seluruh kabupaten/kota yaitu 7 (tujuh)

83

kabupaten/kota di wilayah kerja Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam dapat dilakukan pengukuran
dengan baik.

Hasil pengukuran kualitas layanan
penyelenggara jaringan bergerak di
wilayah kerja Balai Monitor Spekturm
Frekuensi Radio Kelas Il Batam secara
detail dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengukuran  kualitas  layanan
penyelenggara jaringan bergerak
secara keseluruhan.
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Secara  keseluruhan  kegiatan
pengukuran  kualitas  layanan
penyelenggara jaringan bergerak

Kabaipaten | Kota
Natura

Anamioas

Lingga

i

wrta Tamjund Pirang
Eiota Batam 1|

Kda Batam 1l

Biraan

Birkan Il

telah dilaksanakan untuk 7 (tujuh)
kabupaten/kota yang ditampilkan
pada gambar berikut.

AVG{Aversge Spesdtest Download Speed (MBpall
86.07

Gambar 3. Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Secara Keseluruhan

Terdapat kabupaten/kota yang dilaksanakan
pengukuranlebihdaril (satu) kaliyaitukotabatam
sebanyak 2 kali, kabupaten Bintan sebanyak 2 kali
dan sisanya dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk
masing-masing kabupaten/kota. Pelaksanaan
kegiatan sebanyak 2 kali untuk kota Batam
dan kabupaten Bintan ini untuk mengakomodir
pengukuran bersama dengan Balai Deteksi
Sinyal (BDS), Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN). Kabupaten dengan kecepatan internet

RATA-RATA KECEPATAN + © i
UNDUH SELULER UMGGAH SELULER
{Mbps) (Mbps)

RATA-RATA KECEPATAN + ©

yang cepat adalah : 1) kabupaten Natuna
sebesar 86.07 Mbps lalu disusul; 2) kabupaten
Anambas 78.76 Mbps dan 3) kabupaten Lingga
sebesar 75.59 Mbps.

Secara keseluruhan rata-rata kecepatan unduh,
kecepatan unggah dan latensi untuk seluruh
wilayah di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan
pada gambar berikut.

RATA-RATA LATENCY TO
[ms)

BALAIMONITOR

Rata-rata hasil pengukuran kualitas layanan
penyelenggara jaringan seluler untuk seluruh
wilayah di provinsi Kepulauan Riou adalah
sebagai berikut : 1) Rata-rata kecepatan unduh
sebesar 61.63 Mbps; 2) Rata-rata kecepatan

KECEPATAN UNDUH v0 i KECEPATAN UNGGAH
SELULER PER SELULER PER
OPERATOR (Mbps) OPERATOR [Mbpsl
H
&0 50 L0
104 44

120 o

Gambar 5. Hasil Pengukuran Kualitas
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unggah sebesar 16.7 Mbps dan 3) Rata-rata
latency sebesar 60 ms.

Untuk hasil pengukuran  kualitas layanan
penyelenggara jaringan seluler untuk setiap
operator seluler ditampilkan pada gambar berikut

v 0 : RATA-RATA LATENCY 7O
PER OPERATOR (ms)

L

48

]

Layanan Penyelenggara Jaringan

Seluler Setiap Operator Seluler

Untuk wilayah Kepulauan Riau PT. Telekomunikasi
Selular menempati posisi teratas untuk rata-
rata kecepatan unduh sebesar 85.49 Mbps,
sedangkan untuk kecepatan unggah diduduki
oleh PT. XL Smart Telecom Sejahtera sebesar
19.04 Mbps.

Kecepatan internet untuk seluruh wilayah
Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.
Kecepatan internet pada gambar tersebut
memperlihatkan  kecepatan internet untuk
layanan seluler (mobile broadband) pada sisi
kiri dan kecepatan tetap (fixed broadband).

Indonesia Median Country Speeds Updated December 202

il Mabile

Hard Encrribod (5 Upsond 5l Latency
| < BT 1770 v |
.'Iu‘ 2D i Ll

“F Fixed Broadband

Rank Berariload (5 Uplosd (=) Lateney
118 44,38 3061 !

Gambar 4. Ratao-Rata Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi
Pada Provinsi Kepulauan Riau

84
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Gambar 6. Kecepatan internet nasional. Sumber : Ookla Research ™

85

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



'ﬁ o LaporanKinerja

——0
\Q._'-o KELASIBATAM

Indonesia berada di peringkat ke-75 untuk
kecepatan internet dibandingkan dengan
negara lainnya. Perbandingan kecepatan
internet dari hasil pengukuran dibandingkan
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dengan kecepatan internet nasional
berdasarkan data dari ookla dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 29. Perbandingan Kecepatan Internet dengan Nasional

No Parameter Ookla (Nasional) Hasil Ukur (Kepri)
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 52.73 61.76

2 Kecepatan Unggah (Mbps) 17.28 16.48

3 Latency (ms) 21 60.3

Dari sisi kecepatan unduh hasil ukur untuk
wilayah kepulauan riau berada di atas
kecepatan nasional dari data hasil ookla
namun untuk kecepatan unggah hasil ukur
berada di bawah dari kecepatan nasional.
Latency juga dalam nilai yang cukup besar
dibandingkan nilai latency nasional yang
berarti bahwa delay masih terlalu besar untuk

layanan seluler di kepulauan riau.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga
yaitu Singapura dan Malaysia kecepatan
internet di Kepulauan Riau dapat didasarkan
pada hasil pengukuran Ookla untuk negara
Singapura dan Malaysia sesuai gambar
berikut.

= Fized Broadband

e = DT (%5 uipioaa E) Lmarey
LT e I
‘(’F

Malaysia Median Country Speeds Updated Decer
il &obile
irara +| Dol () unpbosa 1 natency
79 143,70 2288 &2
A B e

Snartieg Jurm 300, kocmtion itchusinon criters uwe the Srocmien Thineeid fo motin a

Gambar 7. Kecepatan internet Malaysia. Sumber : Ookla Research ™
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Secara tabulasi kecepatan internet di wilayah  dengan wilayah Kepulauan Riau yaitu Malaysia
Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan  dan Singapura dapat dilihat pada tabel berikut:
negara tetangga yang berbatasan langsung

Tabel 30. Perbandingan Kecepatan Internet Dengan Negara Tetangga

No Parameter Ookla (Malaysia)  Ookla (Singapura)  Hasil Ukur (Kepri)
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 1437 199.7 61.76
2 Kecepatan Unggah (Mbps) 22.88 24.76 16.48
3 Latency (ms) 22 15 60.3
Singapore Median Country Speeds Updated Decemnber 2025
ill Mobile = Fixed Broadband
Hank +1 Download () Upload (5 Latency Rank -] Download (¥ upioad (E) Latency
10 1%9.40 24.76 15 I 41006 31916 b
Mg Mbps m Mbgp L= !

|

Ssmrting June J0de, locatson inclusian criteria use the Prociion Thecshald for mobile srd ficed brosdbard. Sesufts are updated mid-manth for the provious three
meditha

Gambar xx. Kecepatan internet Singapura. Sumber : Ookla Research ™

Ratio kesuksesan penggunaan aplikasi Youtube  yser experience (pengalaman pengguna)
yang merupakan parameter untuk penilaian  ditampilkan pada gambar berikut.

VOUTUIE SUCCESS AATE T0 ! PG SUCCESS RATL 0

[ T S v [ e P

Gambar 9. Rasio Kesuksesan Youtube Dan Ping
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2. Pengukuran  kualitas  layanan a. Kota Batam SPEED DL SUCCESS RATE 0 BROWSING SUCCESS RATE 0
penyelenggara jaringan bergerak Hasil pengukuran kualitas layanan O 40t peohent Camlasd et it (25 ) _ W ity Soceom Tk (28 ()
di kabupaten/kota secara keseluruhan di kota Batam @
Hasil pengukuran kualitas layanan ditampilkan pada gambar berikut. !
penyelenggara jaringan bergerak Kecepatan unduh rata-rata secara S
di kabupaten/kota yang berada agregat adalah sebesar 49.02
di wilayah kerja Balai Monitor Mbps, dan kecepatan unggah rata-
Spektrum Frekuensi Radio Kelas I rata agregat sebesar 15.36 Mbps. 5 F
Batam adalah sebagai berikut: Perbandingan hasil pengukuran
untuk setiap operator di kota Batam
adalah sebagai berikut: YOUTUBE SUCCESS RATE 0 PING SUCCESS RATE 0

I AR vostube SR ol () (T I VGG Suctas Rote (81 (A0 (1)

Tabel 31. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Batam

No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 61,57 3217 53.68
2 Kecepatan Unggah (Mbps) 11.93 21 12.97 v m w & W W w® '-' o
3 Lat 73.93 66.54 445 . . . .
atency (ms) Gambar 11. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler
4  Rasio sukses Unduh (%) 87.26 84.38 75.72 di Kota Batam
5 Rasio sukses Browsing (%) 88.99 89.85 87.61
6 Rasio sukses Youtube (%) 6313 61.36 65.89 b. Kota Tanjung Pinang Mbps, dan kecepatan unggah rata-
Hasil pengukuran kualitas layanan rata agregat sebesar 16.92 Mbps.
7 Rasio sukses Ping (%) 91.72 91.06 88.63 peng i y i 9 } 9 i P
secara keseluruhan di kota Tanjung Perbandingan hasil pengukuran
Pinang ditampilkan pada gambar untuk setiap operator di kota Batam
RATA-RATAKECEPATAN =@ RATA-RATAKECEPATAN ¥ @ ! RATA-RATALATENCY =@ berikut. Kecepatan unduh rata-rata adalah sebagai berikut:
UNBUH SELULER (Mbps) UNGGAH SELULER {ms)
(Mbgs) secaraagregatadalahsebesar64.71
7 L]
L] 3 L o . = L}
" Lom o A L w Tabel 32. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kota Tanjung Pinang
e \ e w p G No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
= a0z % - i . 3 . 1 Kecepatan Unduh (Mbps) 52.85 38.08 103.19
o . \ 2 Kecepatan Unggah (Mbps) 10.35 1914 21.28
5 , b
0 = = 8 1% 3 Llatency (ms) 48.92 61.66 40.08
4 Rasio sukses Unduh (%) 90.33 10 59.65
WECEPATAN LINDIL SELULER PER o i KECEPATAM UNGOAH SELULER PER ro i RATA-RATA LATENCY PER OFERATOR (ms] 7 @ 5 Rasio sukses Browsing (%) 99 100 100
T Gl . 6  Rasio sukses Youtube (%) 79.67 93.33 85.62
- - 7 Rasio sukses Ping (%) 100 100 100
Gambar 10. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah
Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Batam
Catatan : 88 89
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Gambar 12. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah
Dan Latensi Setiap Operator Seluler di Kota Tanjung Pinang

SPEED DL SUCCESS RATE e 3 BROWSING SUCCESS RATE Te

I At prndhen Downlosd Socnen Ry (60 () I #iEawing Succens ety (520) (inv)

YOUTUEE SUCCESS RATE 8 : PING SUCCESS RATE Te
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Gambar 13. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler
di Kota Tanjung Pinang
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c. Kabupaten Bintan
Hasil pengukuran kualitas layanan
secara keseluruhan di kabupaten
Bintan ditampilkan pada gambar
berikut. Kecepatan unduh rata-rata
secara agregat adalah sebesar
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44.74 Mbps, dan kecepatan unggah
rata-rata agregat sebesar 11.9 Mbps.
Perbandingan hasil pengukuran
untuk setiap operator dikabupaten
Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Bintan

No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 60.77 31.62 401
2 Kecepatan Unggah (Mbps) 13.66 15.26 6.15
3 latency (ms) 53.39 65.06 51,67
4 Rasio sukses Unduh (%) 98.24 94.47 69.05
5 Rasio sukses Browsing (%) 97.07 99.08 95.16
6 Rasio sukses Youtube (%) 61.93 48.63 55.54
7 Rasio sukses Ping (%) 99.63 99.75 94.79

RATA-RATA KECEPATAN 0 3 RATA-RATA KECEPATAN T i RATA-RATA LATENCY el )
UNDUH SELULER [Mbps) UNGGAH SELULER {ms)
} {Mibps)
] i L] % ]
X o " o I g o
.vs‘ ..’I‘H . _."' . .,“
ol \ =Y oo - s o = s
i 4,74 & * .-! 2 :
" ._ LH 2% - \ il - 44 P i T
’ ~ = J i,

a L & 145 a -
KECEPATAN UNDUH T H KECERPATAN UNGGAH T H RATA-RATA LATENCY T
SELULER PER OPERATOR SELULER PER OPERATOR PER OPERATOR (ms)

{Mbps) (Mbps)
h be
=] L] L3 2
&5 -3 45 10% N

=\ :
i El = 13

Sy i e .
14 Dm-alﬁ:] 'E'MH“ 15 1% Dr\-ﬁrﬁ Tﬁ-‘é‘-ﬂmw 5
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Gambar 14. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi
Setiap Operator Seluler di Kabupaten Bintan
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Gambar 15. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler

di Kabupaten Bintan
Gambar 16. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi

Setiap Operator Seluler di Kabupaten Karimun

d. Kabupaten Karimun Mbps, dan kecepatan unggah rata-
Hasil pengukuran kualitas layanan rata agregat sebesar 18.51 Mbps. SPERD DLICCHSS PATE o 1 FROWSINGEUCLESSRATE e
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Karimun ditampilkan pada gambar untuk setiap operator di kabupaten
berikut. Kecepatan unduh rata-rata Karimun adalah sebagai berikut:

secara agregat adalah sebesar 75.7

Tabel 34. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Karimun

No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
1  Kecepatan Unduh (Mbps) 104.91 47.23 74.96 VOUTUBE SUCCESS RATE =@ i PING SUCCESS RATE @8
2 Kecepatan Unggah (Mbps) 16.51 19.14 19.87 I oo S o (30 (57 W HoiPing oo R ot () (503
3 Llatency (ms) 40.63 611l 43.85 '
4  Rasio sukses Unduh (%) 99.19 99.56 98.42 _ . _ o
5  Rasio sukses Browsing (%) 100 98.74 100 i i
6  Rasio sukses Youtube (%) 97.6 88.26 92.55 _m | _"n
o 258 Inclarasi i

Gambar 17. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler
di Kabupaten Karimun
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e. Kabupaten Lingga
Hasil pengukuran kualitas layanan
secara keseluruhan di kabupaten
Lingga ditampilkan pada gambar
berikut. Kecepatan unduh rata-
rata secara agregat adalah

sebesar 68.26 Mbps, dan kecepatan
unggah rata-rata agregat sebesar
22.34 Mbps. Perbandingan hasil
pengukuran untuk setiap operator di
kabupaten Lingga adalah sebagai
berikut:

Tabel 35. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Lingga

R # ke Domicad b L (AT [

FOUTUBE SUCCESS RATE

T i PRG SUCCESS RATE

No Parameter Telkomsel XLsmart ioH [ &
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 69.3 39.05 96.44 '
2 Kecepatan Unggah (Mops) 1460 3124 214 ~ I I,
el et o o150 - I - I
4 Rasio sukses Unduh (%) 93.58 76.02 81.89 _
5  Rasio sukses Browsing (%) 95.02 97.60 79.57 S ' ' " "
6 Rasi kses Youtube (% 65.30 71.21 55.16 . . . .
GS!O SUXSES (,)u ube () Gambar 19. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler
7  Rasio sukses Ping (%) 98.77 95.89 85.24 ) -
di Kabupaten Lingga
RATA-RATA KECEPATAN T 8 RATA-RATA KECEPATAN T @ RATA-RATA LATENCY TO f. quupqten Natuna sebesar 78.03 Mbpsl dan kecepqtqn
UNDUH SELULER {Mbps) UNGGAH SELULER {ms) . .
_ {Mbps) Hasil pengukuran kualitas layanan unggah rata-rata agregat sebesar
« 0w ™ n secara keseluruhan di kabupaten 15.02 Mbps. Perbandingan hasil
. Tl w -
"z p . gy P L S Natuna ditampilkan pada gambar pengukuran untuk setiap operator
. i \ - > \: . ' berikut. Kecepatan unduh rata- di kabupaten Natuna adalah
= = » 120 e i ikut:
: ] = rata  secara agregat adalah sebagai berikut:
E: fLW ] % A 22 =
1% 1 - ‘\ . Vs LF i (1]
: 3 o > b . o o
' e L : ® Tabel 36. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Natuna
KECEPATAN UNDUH e - KECEPATAM UNGGAH i - ] RATA-RATA LATENCY ) No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
SELULER PER OFERATOR SELULER PER OPERATOR PER OPERATOR (ms)
(Mbps) {Mbps) 1 Kecepatan Unduh (Mbps) 123.49 32.55 68.96
i i 2 Kecepatan Unggah (Mbps) 18.51 13.86 11.07
" " » ” " 3 Latency (ms) 55.43 77.67 37.09
12 = 3 2 4 Rasio sukses Unduh (%) 92.51 83.93 46.86
” - i = *' = 5  Rasio sukses Browsing (%) 98.38 96.83 55.77
. . 6  Rasio sukses Youtube (%) 0 0 0
1] Cwncgti?lnm-.r (i ] % Om-;?r_': £‘-|-mlr Lh] . e 7 RGSiO SUkSGS ang (%) 98.84 97.92 53.7]
Uul__'!l.ru:_ L Gp%ll-l!g’ )
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Gambar 18. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi
Setiap Operator Seluler di Kabupaten Lingga
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9. Kabupaten Anambas
Hasil pengukuran kualitas layanan
secara keseluruhan di kabupaten
Anambas ditampilkan pada
gambar berikut. Kecepatan unduh
rata-rata secara agregat adalah
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Gambar 20. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi

Setiap Operator Seluler di Kabupaten Natuna
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Gambar 21. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler di

Catatan :

Kabupaten Natuna
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sebesar102.64 Mbps, dan kecepatan
unggah rata-rata agregat sebesar
26.89 Mbps. Perbandingan hasil
pengukuran untuk setiap operator
di kabupaten Anambas adalah
sebagai berikut:

Tabel 37. Hasil Pengukuran Setiap Operator di Kabupaten Anambas

No Parameter Telkomsel XL Smart IOH
1 Kecepatan Unduh (Mbps) 104.91 47.23 74.96
2 Kecepatan Unggah (Mbps) 16.51 19.14 19.87
3 latency (ms) 40.63 611 43.85
4 Rasio sukses Unduh (%) 82.63 14.79 54.93
5  Rasio sukses Browsing (%) 83.43 15.05 59.48
6  Rasio sukses Youtube (%) 82.69 5.7 59.69
7 Rasio sukses Ping (%) 92.41 20.96 66.71
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Gambar 22. Rata-Rata dan Hasil Pengukuran Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah Dan Latensi
Setiap Operator Seluler di Kabupaten Anambas
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Gambar 23. Rasio Kesuksesan Unduh, Browsing, Youtube Dan Ping Setiap Operator Seluler
di Kabupaten Anambas

[Analisa keberhasilan/
ketidaktercapaian

Untuk capaian perjanjian kinerja
pengukuran di setiap kabupaten/kota dapat
dilaksanakan dengan baik. Namun perlu
analisis lebih mendalam terkait kecepatan
aksesinternet di Indonesia jika dibandingkan
dengan negara tetangga seperti Singapura

dan Malaysia.

Faktor kendala/hambatan pada pencapaian
target pengukuran kudalitas layanan
Ketersediaan anggaran terutama pulsa
atau paket data menjadi kendala terutama
saat menjalankan posko di event Natal 2025
dan Tahun Baru 2026.

Dampak Kegiatan

Kegiatan pengukuran ini sangat bermanfaat
bagi masyarakat, karena ketiok hasil
pengukuran tidak sesuai dengan standar
kualitas layanan jaringan bergerak maka
data yang terkumpul pada Pusat Monitoring
Telekomunikasi (PMT) akan disampaikan ke
penyelenggara jasa internet dalam bentuk
tiket perbaikan.

7.7
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Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja
Tindak lanjut dari pelaporan ini adalah
sebagai ukuran akses kecepatan internet
di suatu wilayah dan menjadi acuan
untuk pengembangan atau perbaikan
akses kecepatan internet di suatu wilayah
berdasarkan target dari pemerintah.

Rekomendasiperbaikanditahunselanjutnya
Perbaikan yang sangat mendesak di tahun
2026 adalah terkait penggantian perangkat
handheld yang digunakan sebagai sensor
dalam pengukuran.
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IK-8Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan
Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Tabel 38. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi
Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja Sasaran
Program
Persentase (%) Penyelenggaraan 100% 100% 100%
Layanan Sertifikasi Operator
Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Sasaran Program Target 2025 Realisasi Persentase

Meningkatnya Kepatuhan dan
Kualitas Pengendalian Spektrum
Frekuensi Radio, Perangkat
Telekomunikasi dan Layanan
Telekomunikasi

8.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan
Pelaksanaan kegiatan UNAR  (Ujian
Negara Amatir Radio) dan IKRAN
(IzZin  Komunikasi Radio  Perikanan)
merupakan sertifikasi yang diberikan
oleh Kementerian Komunikasi dan
Digital kepada para anggota amatir
radio dan nelayan. Untuk pelaksanaan
UNAR merupakan mandat dari Permen
Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 sedangkan
untuk pelaksanaan Bimtek SRC/LRC
dan IKRAN yang merupakan bagian
dari pelayanan MOTS yang bertujuan
untuk melatih sumber daya manusia
nelayan/pelaku usaha sektor perikanan
pengguna frekuensi radio dalom
komunikasi umum di laut agar memiliki
keterampilon dan menjaga  etika
komunikasi di udara. Peserta kegiatan
UNAR dapat mendaftar di halaman
website  https://iar-ikrap.postel.go.id
dan untuk memperoleh sertifikasi IKRAN
dapat mendaftar pada website https://
serena.postel.go.id.

8.2 Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio
(UNAR) di wilayah Kepulauan Riau di
bagi menjadi 2 kategori yaitu: UNAR
Reguler dan UNAR Non Reguler. UNAR
Reguler adalah ujian yang dilaksanakan
di kantor Balai Monitor SFR Kelas I
Batam, sedangkan UNAR Non Reguler
adalah ujian yang dilaksanakan di Kab/
Kota di wilayah Kepulauan Riau, dengan
tujuan untuk mendekatkan pelayanan
ke peserta ujian calon amatir radio atau
amatir radio yang akan naik tingkat.
UNAR dilaksanakan dengan metode
Computer Assisted Test (CAT). Sasaran
Kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC/
IKRAN adalah Nelayan, Nakhoda, atau
Awak kapal, serta para pelaku usaha
sektor perikanan yang belum memiliki
Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk
mengoperasikan alat komunikasi radio,
baik antar kapal maupun antara kapal
dengan stasiun radio pantai.

8.3 Capaian target
Indikator  kinerja  persentase untuk
penyelenggaraan layanan  Sertifikasi
Operator Radio melalui perhitungan
sebagai berikut:

((Uml keg. UNAR)/6) + ((Uml keg. Sertifikasi SRC/LRC, KRAN)/1)

x100%

2
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Adapun pelaksanaan UNAR di Kepulauan Riau
baik itu secara reguler dan non reguler tahun

Tabel 39. Pelaksanaan UNAR di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

2025 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali
dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Ujian Jumiah Hasil
Peserta Lulus Tidak Lulus
1. Reguler 1 20 1 9
2.Reguler 2 13 7 6
3.Reguler 3 5 1 4
4.Reguler 4 3 1
5.Reguler 5 5 5 0
6. Non Reguler 20 15 5

Tabel 40. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)

Catatan :

No Tahun Jumlah Pelaksanaan

1. 2021 6 kali

2. 2022 4 kali

3. 2023 5 kali

4, 2024 6 kali

5. 2025 6 kali
8

& 5 & &
&
4

4
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2024

B Jumlah Pelaksanaan

Grafik 27. Capaian Pelaksanaan UNAR dalam 5 Tahun (2021-2025)
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Untuk pelaksanaan Bimtek Sertifikasi SRC/LRC
dan IKRAN dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di

LaporanKinerja o U'

[, Sm—
KELASIIBATAM d_.é/

Tanjungpinang. Adapun jumlah sertifikasi yang
terbit adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Jumlah Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN di Balai Monitor SFR

Kelas Il Batam

Jenis Ujian Jumlah Sertifikat yang Terbit
1. Sertifikasi SRC/ LRC 19
2. Sertikasi IKRAN 25

Tabel 42. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi

MOTS dalam 5 Tahun (2021-2025)

No Tahun Jumlah Pelaksanaan
1. 2021 2 kali

2. 2022 2 kali

3. 2023 2 kali

4, 2024 2 kali

5. 2025 1 kali
3
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Grafik 28. Capaian Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC IKRAN dan Sosialisasi MOTS
dalam 5 Tahun (2021-2025)

8.4 Inovasi  [Analisa keberhasilan/

ketidaktercapaian

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio
(UNAR) berbasis CAT tentunya tidak
lepas dari sinergi antara Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
dan ORARI Daerah Kepulauan Riau yang
secara intens melaksanakan kegiatan
tersebut.  Selain  itu, mMasyarakat
mendapatkan asistensidankemudahan
informasi terkait pelaksanaan UNAR saat
menghubungi loket pelayanan, baik

101

secara daring maupun luring. Petugas
pelayanan Balai Monitor SFR Kelas I
Batam juga kooperatif membantu
peserta UNAR vyang lupa dalam
pembuatan akun berupa username
dan password, sehingga memudahkan
calon anggota amatir untuk melakukan
pendaftaran UNAR. Untuk pelaksanaan
Bimtek Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam berjalan dengan baik
dikarenakan beberapa faktor antara
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lain:

1. Koordinasi secara berkelanjutan
dengan  Stakeholder  Perikanan
setempat, para  Pemilk  dan
Pengurus kapal Perikanan terkait
pengurusan lzin Stasiun Radio yang
sangat mudah untuk diurus.

2. Adanya Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Layanan Maritime On The
Spot (MOTS) yang dilakukan secara
rutin tiap bulannya, dalam kegiatan
ini pihak Balai Monitor SFR Kelas I
Batam rutin  mengunjungi kapal-
kapal nelayan dan melakukan
tindak lanjut kepada target-target
kapal yang berpotensi belum berizin.

8.5 Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan

Catatan :

Kinerja sebelumnya

Walaupun jumlah peserta Ujian Negara
Amatir  Radio  (UNAR) mengalami
penurunansetiaptahunnya,BalaiMonitor
SFR Kelas Il Batam tetap melaksanakan
kegiatan UNAR sesuai permintaan dari
ORARI Daerah Kepulauan Riau sebagai
bentuk komitmen dalam mendukung
layanan kepada masyarakat. Selain itu,
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam terus
melakukan sosialisasi terkait penerbitan
Izin Amatir Radio (IAR) sementara bagi
peserta yang telah dinyatakan Ilulus
UNAR, serta pentingnya bergabung
dalam organisasi guna menghindari
pencabutan IAR. Mengingat masih
terdapat peserta yang terlambat
melakukan pendaftaran ke organisasi
sehingga harus mengikuti UNAR kembali
pada tahun berikutnya, upaya edukasi
kepada peserta akan terus ditingkatkan
pada pelaksanaan selanjutnya.

Pelaksanaan sertifikasi SRC/LRC dan
IKRAN di Tanjungpinang merupakan
tindak lanjut atas kebutuhan
pengurusan ISR bagi nelayan di
wilayah Kota Tanjungpinang yang telah
mencapaikurang lebih 40 (empat puluh)
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8.6

8.7

ISR. Meskipun peserta Bimbingan Teknis
(BIMTEK) tahun ini berjumlah 25 (dua
puluh lima) orang karena perbedaan
jadwal aktivitas nelayan di darat,
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam tetap
berkomitmen untuk mempertahankan
dan  menyelenggarakan  kegiatan
BIMTEK SRC/LRC dan IKRAN pada
tahun berikutnya apabila terdapat
permintaan kembali dari masyarakat
atau pemangku kepentingan terkait.

Rekomendasi Kedepannya

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam akan meningkatkan
sosialisasi pelaksanaan UNAR melalui
media sosial resmi serta berkolaborasi
dengan ORARI Daerah Kepulauan Riau
guna memperluas jangkauan informasi
dan meningkatkan jumlah peserta
pada tahun mendatang.

Selain  itu, optimalisasi  Program
Maritime On The Spot (MOTS) akan
terus dilaksanakan secara konsisten
dengan pendekatan persuasif dan
edukatif kepada nelayan. Pelaksanaan
Bimtek Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN
tetap diintegrasikan dalom kegiatan
MOTS guna meningkatkan kepatuhan
terhadap kepemilikan ISR dan sertifikasi
operator radio maritim.

Efisiensi

Upaya efisiensi telah dilakukan melalui
optimalisasi sumber daya panitia
yang tersedia serta perencanaan
anggaran  pelaksanaan  sertifikasi
yang lebih cermat dan terukur.
Meskipun dilakukan langkah efisiensi,
Balai Monitor Spektrum  Frekuensi
Radio Kelas Il Batam tetap menjaga
kualitas dan standar pelayanan dalam
pelaksanaan sertifikasi Operator Radio,
baik untuk Ujion Negara Amatir Radio
(UNAR) maupun Sertifikasi SRC/LRC dan
IKRAN, sehingga pelayanan kepada

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

masyarakat tetap berjalan secara
optimal dan profesional

8.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara
Amatir Radio (UNAR) dan Bimtek SRC/
LRC dan IKRAN tidak terlepas dari
implementasi budaya BerAKHLAK, yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan

Kegiatan Ujian Negara Amatir
Radio (UNAR) dan Bimtek SRC/LRC
dan IKRAN berinteraksi langsung
dengan masyarakat. Oleh karena
itu, seluruh SDM yang terlibat harus
berkomitmen untuk senantiasa
memberikan  pelayanan  prima
sehingga mampu  memberikan
kesan dan testimoni yang baik guna
menjaga keberlangsungan UNAR
dan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN di
masa yang akan datang. Selain
itu, panitia juga menerima keluhan
dan kritik dari pengguna layanan
perizinan sebagai bahan evaluasi.

2. Akuntabel
Panitia  dan  pengawas  ujian
melaksanakan tugas secara
jujur dan berintegritas sehingga
pelaksanaan ujian berjalan dengan
tertib dan tidak terjadi kecurangan

3. Kompeten

Panitia  dan  pengawas  ujian
memiliki kompetensi, kehandalan,
serta  pengetahuan  mengenai
penyelenggaraan UNAR berbasis
CAT dan memahami  proses
perizinan Amatir Radio dan Petugas
pelayanan harus memiliki serta
terus meningkatkan kompetensidan
kemampuan diri dalam berbagai
aspek yang diperlukan  untuk
memberikan pelayanan yang baik,
baik secara teknis, administratif,
maupun komunikasi.
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Harmonis

Petugas pelayanan mampu
melayani pemohon izin dengan
ramah  dan  tenang  dalam
menyampaikan penjelasan
menggunakan kalimat yang
sederhana dan mudah dipahami,
tanpa membedakan latar belakang
yang dimiliki pemohon izin dan
mampu bersinergi dengan ORARI
dan RAPI sehingga terwujud tertib
perizinan penggunaan frekuensi
radio amatir. Dalam memberikan
pelayanan,  tidak  membeda-
bedakan calon amatir ORARI
maupun RAPI.

Loyal

Panitia  dan pengawas  UNAR
berpedoman teguh pada tata
tertib pelaksanaan UNAR serta
berkomitmen mematuhi  Pakta
Integritas yang telah dibuat dan
taat dan tertib dalam menjalankan
setiap proses perizinan sesuai
dengan ketentuan Standar
Operasional Prosedur (sop)
pelayanan yang ditetapkan serta
secara rutin  melaporkan hasil
kegiatan kepada pimpinan.

Adaptif

Petugas  pelayanan  tanggap
dan mampu mengikuti setiap
perubahan terkait peraturan dan
alur proses perizinan yang terjadi
sewaktu-waktu dan berkontribusi
dalam perbaikan pelayanan untuk
menyampaikan setiap perubahan
yang terjadi dalom peraturan
maupun proses perizinan kepada
masyarakat dengan cepat dan
mudah dipahami.

Kolaboratif
Menjalin  kerja sama yang baik
dengan ORARI, RAPI, masyarakat,
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serta para pemangku kepentingan
guna mewujudkan tertib perizinan
penggunaan  frekuensi radio
amatir dan pelaksanaan UNAR dan
Berkoordinasi.

8.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan

UPT Lainnya

Telah dilakukan Benchmark capaian
kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas |I
Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas
Il Padang pada indikator Persentase
Penyelenggaraan Layanan  Sertifikasi
Operator Radio (UNAR, MOTS/IKRAN).
Berdasarkan hasil perbandingan, kedua
satuankerjamenunjukkan capaianyang
sama dengan realisasi masing-masing

sebesar 100% dari target yang telah
ditetapkan. Kesamaan capaian tersebut
mencerminkan bahwa pelaksanaan
layanan sertifikasi operator radio pada
kedua satuan kerja telah terlaksana
secara optimal dan sesuai target kinerja
yang ditentukan. Hasil Benchmark ini
menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam untuk mempertahankan
capaian kinerja sebesar 100% pada
tahun berikutnya melalui konsistensi
peloksanaan layanan, peningkatan
kualitas pelayanan, serta optimalisasi
koordinasi dalam penyelenggaraan
sertifikasi  operator radio  secara
berkelanjutan.

Tabel 43. Benchmark Capaian Kinerja Penyelenggaraan Layanan
Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dengan UPT Lainnya

UPT Ditjen Infrastruktur

Nama IKU Digital

Target% Capaian% Persentase% Keterangan

Persentase (%)
Penyelenggaraan Layanan

Balmon Batam

100

100 100 Presentase

Balmon Padang

Sertifikasi Operator Radio
(UNAR, MOTS-IKRAN)

100

100 100 Capaian
Balmon

Batam dan
Balmon
Padang
sama -
sama 100%

Catatan :
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Persentase (%) Pelaksanaan
Penanganan Piutang BHP Frekuensi
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Tabel 44. Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang
BHP Frekuensi Radio

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran
Program

Target 2025 Realisasi Persentase

Meningkatnya Kepatuhan dan
Kualitas Pengendalian Spektrum
Frekuensi Radio, Perangkat

Telekomunikasi dan Layanan
Telekomunikasi

Persentase (%) Pelaksanaan 100% 100% 100%
Penanganan Piutang BHP
Frekuensi Radio

9.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan
Pendapatan Negara Bukan  Pajak
(PNBP)  dari  sektor  penggunaan
spektrum frekuensi radio, Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
melaksanakan kegiatan penanganan
piutang BHP Frekuensi Radio terhadap
wajib bayar yang belum memenuhi
kewajiban pembayaran sesuai Surat
Perintah  Pembayaran  (SPP)  BHP
Frekuensi Radio.

Penanganan piutang BHP Frekuensi
Radio dilakukan melalui  kegiatan
penyampaian dokumen SPP  BHP/
Rincian Tagihan kepada wajib bayar,
pemantauan  status  pembayaran,
serta pemberian peringatan secara
bertahap.

Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib bayar
terhadap  kewajiban  pembayaran
BHP Frekuensi Radio, menekan jumlah
piutang yang tertunggak, serta
mendukung  pengelolaan  piutang
negara yang tertib dan akuntabel.
Pelaksanaan  penanganan  piutang
dilaksanakan secara berkala sepanjang
tahun anggaran melalui pemanfaatan
sistem e-licensing serta berbagai
media komunikasi, antara lain surat
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9.3

elektronik, telepon, aplikasi pesan
singkat, dan kunjungan langsung
apabila diperlukan.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penyampaian SPP BHP
Frekuensi adalah client yang memiliki
keterlambatan pembayaran SPP BHP.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya penerbitan Surat Teguran (ST)
yang dapat mengakibatkan timbulnya
piutang, sanksi administratif, maupun
sanksi pencabutan izin.

Sasaran kegiatan penanganan piutang
dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL
adalah wajib bayar yang belum dapat
melunasi kewajibannya kepada Negara.
Pada Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas
Il Batam telah melaksanakan kegiatan
koordinasi penanganan piutang
dengan KPKNL.

Capaian target

Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II Batam telah
melaksanakan kegiatan penanganan
piutang BHP Frekuensi Radio melalui
penyampaian dokumen SPP  BHP/
Rincian Tagihan dan Surat Tagihan
(ST) kepada seluruh wajib bayar yang
teridentifikasi ~ memiliki  kewajiban
pembayaran. Penyampaian dokumen
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dilakukan melalui sistem e-licensing,
surat elektronik, telepon, aplikasi pesan
singkat, pengiriman melalui  jasa
ekspedisi, serta penyampaian langsung
kepada waijib bayar.

Selainitu, Balai Monitor SFRKelas Il Batam
juga melaksanakan kegiatan koordinasi

dan  pendampingan  pelimpahan
piutang kepada KPKNL terhadap
piutang yang belum dapat diselesaikan
sesuai ketentuan. Seluruh kegiatan
penanganan piutang dan koordinasi
pelimpahan telah dilaksanakan dan
dilaporkan secara rutin sesuai dengan
periode pelaporan.

Tabel 45. Penyampaian/Pendistribusian Surat Pemberitahuan

Pembayaran (SPP) dan Surat Tagihan (ST) Tahun 2025

9.4 Inovasi
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Grafik 29. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (2021-2025)

(e-licensing dan e-billing ISR) yang

No Bulan Jumlah SPPdan ST Target terdistribusi Realisasi
1. Januari 43 100% 100%
2, Februari 49 100% 100%
3. Maret 36 100% 100%
4. April 45 100% 100%
5. Mei 69 100% 100%
6. Juni 67 100% 100%
7. Juli 53 100% 100%
8. Agustus 53 100% 100%
9. September 47 100% 100%
10. Oktober 63 100% 100%
1. November 69 100% 100%
12. Desember 67 100% 100%
Total 661 100% 100%

Berdasarkan  hasil pelaksanaan  kegiatan
tersebut, indikator kinerja Persentase (%)
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi

Catatan :

Tabel 46. Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang

Radio pada Tahun 2025 telah tercapai sebesar
100%, sesuai dengan target yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja

BHP Frekuensi Radio (2021-2025)

No Tahun Realisasi terdistribusinya SPP dan ST
1. 2021 642

2. 2022 583

3. 2023 585

4. 2024 582

5. 2025 661
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ketidaktercapaian

Penanganan piutang BHP Frekuensi
Radio merupakan salah satu indikator
kinerja yang mencerminkan efektivitas
pengelolaan  Pendapatan  Negara
Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan
spektrum  frekuensi radio. Melalui
indikator ini dapat dilihat sejauh mana
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Batam mampu melaksanakan
upaya pencegahan, penagihan, serta
penyelesaian piutang BHP Frekuensi
Radio secara optimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan
kegiatan sepanjang Tahun 2025,
indikator Persentase (%) Pelaksanaan
Penanganan Piutang BHP Frekuensi
Radio telah tercapai sesuai dengan
target yang ditetapkan. Keberhasilan
pencapaian target tersebut didukung
oleh konsistensi pelaksanaan
penyampaian dokumen SPP  BHP/
Rincian Tagihan kepada wajib bayar,
pemantauan  pembayaran  secara
berkala, serta koordinasi pelimpahan
piutang kepada KPKNL terhadap piutang
yang belum dapat diselesaikan.

Inovasi yang mendukung keberhasilan
pencapaian  indikator ini  antara
lain  pemanfaatan sistem perizinan
dan penagihan berbasis elektronik
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terintegrasi, sehingga memudahkan
wajibbayardalam mengakses dokumen
tagihan dan melakukan pembayaran
secara mandiri. Selain itu, penggunaan
berbagai kanal komunikasi seperti
surat elektronik, telepon, dan aplikasi
pesan singkat turut mempercepat
penyampaian informasi dan tindak
lanjut terhadap wajib bayar.

Adapun kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan  penanganan  piutang
antara lain masih adanya waijib bayar
yang kurang disiplin dalam memenuhi
kewajiban pembayaran tepat waktu,
perubahan data wajib bayar (alamat,
kontak, atau penanggung jawab), serta
keterbatasan respons dari sebagian
wajib bayar. Namun demikian, kendala
tersebut dapat diminimalkan melalui
pendekatan persuasif dan koordinasi
lanjutan sehingga tidak menghambat
pencapaian target kinerja.

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan
kinerja sebelumnya yang telah
digunakan untuk perbaikan pada
indikator tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi laporan
kinerja tahun sebelumnya, seluruh
capaian indikator penanganan piutang
BHP Frekuensi Radio telah terpenuhi
sesuai target yang ditetapkan dalam
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Perjanjian Kinerja dan dimanfaatkan
sebagai dasar dalam penyempurnaan
pelaksanaan kegiatan pada tahun
2025. Tindak lanjut yang dilakukan
oleh Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
antara  lain  melalui  peningkatan
intensitas  pemantauan pembayaran
BHP  Frekuensi Radio, optimalisasi
pemanfaatan sistem e-licensing dan
e-billing ISR, serta penguatan koordinasi
internal antar tim kerja terkait guna
mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas. Selain itu, koordinasi eksternal
dengan KPKNL terus ditingkatkan
untuk memastikan proses pelimpahan
piutang berjalan sesuai ketentuan dan
tepat waktu. Pemanfaatan laporan
kinerja sebelumnya juga mendorong
peningkatan kepatuhan wajib bayar
yang ditandai dengan meningkatnya
pembayaran sebelum jatuh tempo
serta berkurangnya potensi piutang
tertunggak. Atas dasar tersebut, Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam akan terus
mempertahankan dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan penanganan
piutang BHP Frekuensi Radio pada
tahun berikutnya guna mendukung
optimalisasi ~ penerimaan  negara
dan tertib administrasi pengelolaan
spektrum frekuensi radio.

Rekomendasi Kedepannya

Untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaan penanganan piutang BHP

Frekuensi Radio di masa mendatang,

beberapa rekomendasi yang dapat

diterapkan antara lain:

1. Memperkuat sistem pemantauan
piutang secara berkala untuk
mendeteksi potensi keterlambatan
pembayaran lebih dini.

2. Mengoptimalkan komunikasi
dan edukasi kepada wajib bayar
terkait kewajiban pembayaran BHP
Frekuensi Radio serta konsekuensi
keterlambatan pembayaran.
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3. Meningkatkan koordinasi dengan
KPKNL dalam proses pelimpahan
piutang, khususnya untuk piutang
yang telah melewati batas waktu
penyelesaian sesuai ketentuan.

4. Melakukan  pemutakhiran  data
wajib bayar secara berkala guna
memastikan akurasi informasi dan
kelancaran proses penagihan.

Dengan  penerapan  rekomendasi

tersebut, diharapkan  penanganan

piutang BHP Frekuensi Radio dapat
berjalan lebih efektif, efisien, dan
berkelanjutan

Efisiensi

Pelaksanaan  kegiatan penanganan
piutang BHP Frekuensi Radio pada
Tahun 2025 dilaksanakan dengan
mengedepankan  prinsip  efisiensi
dalam pemanfaatan sumber daya.
Kegiatan penyampaian dokumen SPP
BHP/Rincian Tagihan serta pemantauan
pembayaran didukung oleh sistem
perizinan dan penagihan berbasis
elektronik yang terintegrasi, sehingga
dapat mengurangi biaya operasional
dan waktu pelayanan.

Pemanfaatan sistem e-licensing,
e-billing ISR, serta pembayaran Host to
Host (H2H) memberikan kemudahan
bagi wajib bayar dalam melakukan
pembayaran dan bagi Balai Monitor
SFR Kelas Il Batam dalam memantau
realisasi pembayaran secara real-time.
Hal ini berdampak pada percepatan
proses  administrasi,  peningkatan
akurasi  data, serta  optimalisasi
penggunaan anggaran.

Implementasi budaya nilai BerAKHLAK
pada kegiatan ini

Peloksanaan kegiatan Penanganan
Piutang BHP Frekuensi Radio tidak
terlepas dari implementasi budaya
kerja ASN BerAKHLAK, yakni:

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

1. Berorientasi Pelayanan.
Melaksanakan penyampaian
dokumen SPP  BHP/Rincian Tagihan
serta  memberikan informasi  dan
pendampingan kepada wajib bayar
secara responsif dan jelas guna
memastikan kewajiban pembayaran
dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
2. Akuntabel.
Seluruh proses penanganan piutang
dilaksanakan secara tertib administrasi,
transparan, dan  sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, serta didukung
dengan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Kompeten.
Petugas yang menangani piutang
BHP  Frekuensi Radio  senantiasa
meningkatkan pemahaman terhadap
regulasi, mekanisme penagihan, serta
pemanfaatan sistem perizinan dan
penagihan berbasis elektronik untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
4. Harmonis.
Pelaksanaan  penanganan  piutang
didukung oleh kerja sama dan
komunikasi yang baik antar pegawai
maupun dengan pihak eksternal,
sehingga tercipta lingkungan kerja
yang kondusif dalam mencapai target
kinerja.
5. Loyal
Petugas melaksanakan penanganan
piutang dengan penuh tanggung jawab
dan dedikasi dalam rangka mendukung
optimalisasi penerimaan negara serta
menjaga kredibilitas institusi.
6. Adaptif
a. Memanfaatkan sistem
e-licensing dan e-billing ISR
dalam proses pemantauan dan
penagihan piutang.

b. Menyesuaikan mekanisme
komunikasi dengan
perkembangan teknologi
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informasi guna mempercepat
penyampaian informasi
kepada wajib bayar dalam
pelaksanaan penanganan
piutang BHP.

7. Kolaboratif

a. Melakukan koordinasi dengan
unit kerja terkait dan KPKNL
dalam  proses pelimpahan
piutang sesuai ketentuan.

b. Membangun komunikasi aktif
dengan wajib bayar guna
mempercepat  penyelesaian
kewajiban pembayaran.

c. Melakukan pertukaraninformasi
dan konsultasi apabila
terdapat kendala dalam proses
penanganan piutang.

9.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan

UPT Lainnya

Telah dilakukan Benchmark capaian
kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas |I
Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas
Il Padang pada indikator pelaksanaan
penanganan piutang BHP Frekuensi
Radio. Berdasarkan hasil perbandingan,
kedua satuan kerja memiliki target
kinerjayang samasebesar100%, dengan
realisasi masing-masing mencapai
100% dari target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan penanganan piutang BHP
Frekuensi Radio pada kedua satuan
kerja telah terlaksana secara optimal
sesuai target kinerja yang ditentukan.
Hasil Benchmark ini menjadi dasar bagi
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam untuk
mempertahankan  capaian  kinerja
sebesar 100% pada tahun berikutnya
melalui konsistensi pengawasan
pembayaran, optimalisasi koordinasi
internal dan eksternal, serta penguatan
pengelolaan administrasi penanganan
piutang secara berkelanjutan.
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Tabel 47. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Penanganan Ik-10  Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan
Piutang BHP Frekuensi Radio dengan UPT Lainnya Publik
Nama IKU UPT Ditjen Infrastruktur Digital Target% Capaian % Keterangan Tabel 48. Cupaian Kinerja Sosialisasi Pelaycman Publik
Persentase (%) Balmon Batam 100 100 Presentase Capaian
Pelaksanaan Balmon Padang 100 100 Balmon Batam dan Balmon

Indikator Kinerja Sasaran

Penanganan Piutang Padang sama - sama 100% Sasaran Program Target2025 Realisasi Persentase
BHP Frekuensi Radio Program
Meningkatnya Kepatuhan Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan 100% 150% 150%
dan Kualitas Pengendalian Publik

Catatan : -I-l O

Spektrum Frekuensi Radio,
Perangkat Telekomunikasi
dan Layanan Telekomunikasi

10.1 Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai  Monitor  Spektrum  Frekuensi
Radio (SFR) Kelas Il Batam merupakan
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang dibentuk dan diatur
berdasarkan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Berdasarkan ketentuan tersebut,
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
mempunyai  tugas  melaksanakan
monitoring,  pengukuran,  validasi,
penertiban  penggunaan  spektrum
frekuensi radio, serta penanganan
gangguan spektrum frekuensi radio di
wilayah kerjanya. Dalam mendukung
pelaksanaan tugas tersebut, Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam juga
melaksanakan sosialisasi  pelayanan
publik  secara  berkesinambungan
guna  meningkatkan  pemahaman
dan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan, perundang-undangan
dan ketentuan pengelolaan spektrum
frekuensi radio.

10.2Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran kegiatan Sosialisasi

layanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Menjangkau khalayak secara luas /
secara masif.

m

2.  Masyarakat umum, lebih
mengetahui informasi mengenai
pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian frekuensiradio sesuai
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku serta  memahami
tugas, pokok & fungsi Balai Monitor
SFR Kelas Il Batam.

3. Beberapa kelompok masyarakat
mungkin belum sepenuhnya
terjangkau oleh pelayanan
publik, baik karena jarak, kendala
administratif atau ketidaktahuan
mereka terhadap prosedur yang
ada.

4. Penggunaan  frekuensi  radio,
penyelenggaraan  telekomunikasi
dan penyiaran, mengetahui dan
memahami  proses  perizinanan
penyelenggaraan dan
pemanfaatan spektrum frekkuensi
radio sehingga terwujud tertib
penggunaan frekuensi radio.

10.3 Capaian target

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Batam Direktorat Jenderal
Infrastruktur ~ Digital ~ Tahun 2025,
telah ditetapkan target pelaksanaan
Sosialisasi Pelayanan Publik minimal
satu kali kegiatan dengan jumlah
Responden sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) orang dari seluruh layanan.
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Adapun metode perhitungan capaian
Perjanjian  Kinerja  (PK)  Sosialisasi

Pelayanan Publik adalah  sebagai
berikut :

({Jumlah Kegiatan/1) + (Jumlah Peserta minumum 30 orang/1))i2*100%

e iRy e et n Ehx ee

Tabel 49. Rekap Sosialisasi Layanan Publik Tahun 2025

Kota

Jumlah Peserta

1. Kabupaten Lingga

50

2. Kota Tanjung Pinang

50

Tabel 50. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun

(2021-2025)
No Tahun Target  Realisasi
. 2021 80% 100%
2. 2022 100% 120%
3. 2023 100% 100%
4. 2024 100% 100%
5. 2025 100% 150%

mTarget mReadlisasi

o
4

o
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Grafik 30. Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik dalam 5 Tahun (2021-2025)

10.4Inovasi  [Analisa  keberhasilan/

Catatan :

ketidaktercapaian

Inovasi dalam pengawasan  dan
pengendalian penggunaan spektrum
frekuensi radio sangat penting untuk
memastikan efektivitas komunikasi dan
layanan teknologi informasi. Analisa
keberhasilan dalam hal ini dapat dilihat
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daripemahamanmasyarakatmengenai
tugas pokok dan fungsi instansi yang
berwenang dalam pengawasan
frekuensi. Dengan  diselesaikannya
kegiatan sosialisasi, diharapkan dapat
memberikan beberapa manfaat,
antara lain meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai tugas, pokok,
dan fungsi pengawasan pengendalian
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penggunaan spektrum frekuensi radio,
proses perizinan frekuensi radio, serta
pemanfaatan  frekuensi  berbahaya
dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi
(APT) yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas
Il Batam telah melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pelayanan Publik sebanyak
2 (dua) kali dan berhasil melampaui
target Perjanjian Kinerja (PK) yang telah
ditetapkan. Hal ini merupakan salah
satu bentuk inovasi Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam dalam menyebarluaskan
informasi  secara  masif  kepada
masyarakat,  khususnya pengguna
SFR dan APT yang berada di wilayah
Kepulauan Riau.

10.5Tindak lanjut/pemanfaatan laporan

kinerja sebelumnya

Penetapan dan pencapaian target
Sosialisasi  Pelayanan Publik pada
Tahun 2021 sampai dengan 2024 telah
memberikan motivasi kepada Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam untuk terus
meningkatkan  kualitas pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio
serta alat dan perangkat telekomunikasi
bersertifikat.  Pelaksanaan  kegiatan
sosialisasi yang telah dilakukan terbukti
efektif dalam mendukung peningkatan
kinerja Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
sesudi tugas pokok dan fungsinya,
seiring dengan target capaian yang
terus meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi
pelayanan publik yang dilaksanakan
juga menunjukkan hasil yang efektif
dalam mendukung peningkatan
perjanjian kinerja serta optimalisasi
pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio
dan alat/perangkat  telekomunikasi
bersertifikasi di wilayah Kepulauan Riau.
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Atas capaian tersebut, Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam akan mempertahankan
pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi
pelayanan publik pada tahun berikutnya
sebagai upaya berkelanjutan dalom
mendukung  peningkatan  kualitas
layanan dan efektivitas pengawasan di
wilayah kerja.

10.6 Rekomendasi Kedepannya

Untuk kegiatan Sosialisasi Pelayanan
Publik perlu dipertimbangkan
dilaksanakan di Kabupaten Anambas.
Kabupaten Anambas salah  satu
kabipaten yang belum pernah sama
sekali dilakukan Sosialisasi Pelayanan
Publik penggunaan frekuensi radio dan
perizinan frekuensi radio dikarenakan
akomodasi ke lokasi sangat jauh
dan membutuhkan banyak biaya,
sementara untuk tahun ini adanya
efisiensi anggaran sehingga sangat
sulit untuk  melaksanakan Sosialisasi
penggunaan frekuensi radio disana.

10.7 Efisiensi

Efisiensi dalam pelayanan  publik
dapat tercapai melalui sosialisasi yang
efektif kepada masyarakat. Sosialisasi
pelayanan publik dapat membantu
mengurangi  kesalahpahaman serta
memberikan pemahaman yang
jelas  mengenai tugas dan fungsi
Balai Monitor SFR Kelas I Batam,
juga kebijokan atau regulasi terkait
pemanfaatan penggunaan frekuensi.
Melalui sosialisasi pelayanan publik,
capaian PK mencapai 150% melampaui
target yang telah ditetapkan, serta
meningkatkan PNBP sebagai hasil
pengurusan izin  oleh  pengguna
frekuensi yang sebelumnya belum
mengurus perizinan ISR. Hal tersebut
merupakan  wujud  efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas. Dengan
demikian, peningkatan efisiensi publik
tidok hanya meningkatkan kualitas
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layanan, tetapi juga membangun
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

10.8Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Catatan :

Dalam  penyelenggaraan  kegiatan
Sosialisasi  Pelayanan  Publik, Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam menerapkan
budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

a. Berkomitmen memberikan
pelayanan prima demi
kepuasan masyarakat

pengguna frekuensi radio.

b. Memberikan pelayanan yang
ramah, cepat, dan solutif
terhadap kendala yang
dihadapi pemohon izin.

c. Melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi  Pelayanan  Publik
untuk  perbaikan  kegiatan
selanjutnya.

2. Akuntabel

a. Petugas pelayanan  memiliki
komitmen tanggung jawab,
berintegritas tinggi, jujur, cermat
dan teliti serta selalu disiplin
dalam melaksanakan tugas;

b. Petugas pelayanan memiliki
komitmen dan tanggung jowab
terhadap penggunaan barang
milik negara untuk kegiatan
pelayanan dengan secara baik,
efektif dan efisien;

c. Petugas pelayanan
memiliki ~ komitmen  untuk
tidak menyalahgunakan
kewenangan demi keuntungan
dan kepentingan pribadi.

3. Kompeten
a. Petugas  pelayanan  harus
memiliki dan  meningkatkan
kompetensi/kemampuan
diri dalam segala hal yang
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diperlukan untuk memberikan

pelayanan baik secara
teknis, administrasi maupun
komunikasi;

b. Memiliki rasa untuk saling
berbagi ilmu, pengetahuan
dan pengalaman antar setiap

pegawai.
Harmonis
Narasumber mampu memberikan
materi, menjelaskan, dan
berinteraksi dengan peserta

dengan kalimat yang sederhana
dan mudah dipahami oleh semua
kalangan peserta.

Loyal

Taat dan tertib dalam menjalankan
setiop proses perizinan sesuadi
ketentuan  Standar  Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan yang
ditetapkan dan  secara  rutin
melaporkan hasil kegiatan kepada
pimpinan.

Adaptif

a. Panitia sosialisasi dan petugas
tanggap dan mampu mengikuti
setiap perubahan  terkait
peraturan dan alur proses
perizinan yang terjadi sewaktu-

waktu;

b. Berkontribusi dalam
perbaikan  pelayanan  untuk
menyampaikan setiap

perubahan yang terjadi dalam
peraturan  maupun  proses
perizinan kepada masyarakat
dengan cepat dan mudah
dipahami.

Kolaboratif

Berkoordinasi dan bekerja sama
dengan  pihak/instansi  terkait
untuk melaksanakan  Sosialisasi
Pelayanan Publik

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

10.9Benchmark Capaian Kinerja dengan

UPT Lainnya

Telah dilakukan Benchmark capaian
kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas |l
Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas
Il Padang pada indikator pelaksanaan
Sosialisasi Pelayanan Publik.
Berdasarkan hasil perbandingan, kedua
satuan kerja memiliki target kinerja
yang sama sebesar 100%, dengan
realisasi Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
mencapai 150% dan Balai Monitor
SFR Kelas Il Padang sebesar 100%.

LaporanKinerja o U'

[, Sm—
KELASIIBATAM 01_.3/

Capaian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan  Sosialisasi  Pelayanan
Publik pada Balai Monitor SFR Kelas I
Batam telah terlaksana secara optimal
dan melebihi target yang ditetapkan.
Hasil Benchmark ini menjadi dasar bagi
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam untuk
mempertahankan capaian kinerja yang
telah melampaui target pada tahun
berikutnya, serta terus meningkatkan
kualitas dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pelayanan publik
secara berkelanjutan.

Tabel 51. Benchmark Capaian Kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik

dengan UPT Lainnya
UPT Ditjen
Nama IKU Infrastruktur Target % Capaian % Persentase % Keterangan
Digital
p t Persentase Capaian
ersentase Balmon Batam 100 150 150 Balmon Batam lebih

(%) Sosialisasi ) !
Pelavanan Publik besar dibandingkan

Y Balmon Padang 100 100 100 Balmon Padang
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Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Tabel 52. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan

Publik (IKM/IPKP)

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran
Program

Target2025 Realisasi Persentase

Meningkatnya Kepatuhan

dan Kualitas Pengendalian
Spektrum Frekuensi Radio,
Perangkat Telekomunikasi dan
Layanan Telekomunikasi

Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

100% 124% 124%

1.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan  publik
sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan pelayanan  publik
yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pelibatan masyarakat ini  menjadi
penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan.  Selain
itu, adanya keterlibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan
penyelenggaraan pelayanan  publik
menjadi lebih tepat sasaran. Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam secara rutin
melaksanakan Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan cara
menyebarlink SurveikepadaMasyarakat
yang sudah pernah  merasakan
pelayanan yang diberikan oleh Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam. Hasil dari
Survei sangat penting dalam perbaikan
layanan publik di Balai Monitor SFR Kelas
[l Batam sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan di Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam kedepannya.
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11.2 Sasaran kegiatan

Sasaran pelaksanaan  Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks

Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) di

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas Il Batam adalah sebagai berikut:

1. Terukurnya  tingkat  kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Balai Monitor
SFR Kelas Il Batam secara objektif
dan terstruktur.

2. Teridentifikasinya persepsi
masyarakat  terhadap  kualitas
pelayanan, meliputi aspek

prosedur, waktu pelayanan, biaya/
tarif, kompetensi petugas, sarana
dan prasarana, serta penanganan
pengaduan.

3. Tersedianya data dan informasi
yang akurat sebagaibahan evaluasi
dan dasar pengambilan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
melalui pemberian masukan, saran,
dan penilaian secara langsung.

5. Terwujudnya pelayanan  publik
yang transparan, akuntabel, dan
berorientasi  pada kepuasan
masyarakat sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

6. Mendorongperbaikanberkelanjutan
(continuous improvement) dalam
sistem dan mekanisme pelayanan
di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam.

11.3 Capaian Target

Capaian target pelaksanaan Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
(IPKP) di Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi  Responden
tercapainya jumlah Responden
survei minimal sesuai target yang
telah ditetapkan sebanyak 30
Responden.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan (IPKP) Tercapainya nilai
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IKM minimal 3.4 dari skala 4.

3. Tindak lanjut hasil survei
tersusunnya rencana aksi (action
plan) atas rekomendasi hasil survei
dan dilaksanakannya perbaikan
pada unsur pelayanan  yang
memperoleh nilai terendah.

4. Hasil survei dipublikasikan  di
media sosial Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam kepada masyarakat
sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas  kinerjo  pelayanan
publik.

Adapun cara menghitung PK Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
(IPKP) Adalah sebagai berikut:

Persentase (%) = Hasil Survey IKM/IPKP x 100%

IKM 3.96

KM Biaya/tarif
Kompetensi Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan M..

Perilaku Pelaksana
Persyaratan

Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan

Sarana dan Prasarana

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Waktu Penyelesalan

Kategori Usia

17
11

5

20-30 31-50 > S0 tahun
tahun tahun

IPKP 3.96

3.94
3.97
3.97
3.97
3.94
3.97
3.97
3.97
397

Jenis
Layanan

ISR

30

S0R

Grafik 31. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan
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Grafik 32. Hasil Survei IKM/IPKP Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Tabel 53. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ?KM) dan
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021-2025)

No Tahun Target Realisasi
1. 2021 - -

2. 2022 - -

3. 2023 100% 100%

4. 2024 100% 100%

5. 2025 100% 124%

mlarget mRealisasi

Qo
Ls

Ly
= O [}
LS - 4 L (-

oo | o || |‘ ‘l

2021 2022 2023 2024 2025

Grafik 33. Capaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan (IPKP) dalam 5 Tahun (2021-2025)
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N.4Inovasi  [Andlisa keberhasilan/

ketidaktercapaian

Pelaksanaan Survei IKM dan IPKP di Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam dilakukan
secara digital melalui penyebaran
tautan survei dan QR Code kepada
pengguna layanan setelah pelayanan
selesai. Instrumen survei disusun
secara ringkas dan mudah dipahami
serta dilakukan monitoring berkala
untuk memastikan hasil survei dapat
segera ditindaklanjuti sebagai bahan
perbaikan layanan. Keberhasilan survei
ditunjukkan oleh tercapainya target
jumlah Responden dan nilai IKM/IPKP
dalam kategori baik atau meningkat
dibanding periode sebelumnya. Selain
itu, hasil survei telah ditindaklanjuti
melalui evaluasi internal dan perbaikan
pada unsur pelayanan yang masih
perlu ditingkatkan.

Ketidaktercapaian target umumnya
disebabkan oleh rendahnya partisipasi
Responden, kendala teknis dalam
pengisian survei daring, serta masih
adanya unsur pelayanan yang dinilai
belum optimal. Hal ini menjadi bahan
evaluasi untuk peningkatan kualitas
pelayanan dan strategi sosialisasi
survei kedepan.

1.5 Tindak lanjut/pemanfaatan laporan

kinerja sebelumnya

Laporan kinerja periode sebelumnya
telah dimanfaatkan sebagai bahan
evaluasi dalaom perencanaan dan
pelaksanaan  program  kerja  Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam, khususnya
dalaom upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui survei Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan  (IPKP).
Hasil evaluasi dan rekomendasi yang
terdapat pada laporan sebelumnya
ditindaklanjuti melalui penyempurnaan
mekanisme pelayanan, peningkatan
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kompetensi  petugas,  optimalisasi
sarana dan prasarana  pendukung,
serta perbaikan pelaksanaan survei IKM
dan IPKP. Selain itu, capaian dan kendala
yang teridentifikasi dijadikan sebagai
dasar dalam penyusunan rencana aksi
dan penetapan target kinerja periode
berjalan guna mendukung pelaksanaan
kegiatan yang lebih terarah, terukur,
dan berorientasi pada peningkatan
kepuasan masyarakat. Atas dasar
tersebut, Balai Monitor SFR Kelas |
Batam akan terus mempertahankan
dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik pada tahun berikutnya sebagai
bentuk komitmen terhadap pelayanan
yang prima dan berkelanjutan.

11.6 Rekomendasi Kedepannya

Adapun  rekomendasi  kedepannya
dalam pelaksanaan Survei IKM dan IPKP
adalah dengan cara :

1. Menyempurnakan instrumen survei
agar lebih sederhana, relevan, dan
mudah dipahami Responden.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi untuk integrasi survei
dengan sistem pelayanan.

3. Melaksanakan  Survei  dengan
cara  mengunjungi  beberapa
Masyarakat yang sudah pernah

merasakan layanan Balai
Monitor SFR  Kelas Il Batam.
11.7 Efisiensi

Pelaksanaan Survei IKM dan IPKP di Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam dilakukan
melalui  proses pengumpulan dan
pengolahan data yang dilakukan
secara otomatis melalui sistem daring,
sehingga mempercepat rekapitulasi
hasildan meminimalisir kesalahaninput
data. Selain itu, survei dilaksanakan
bersamaan dengan proses pelayanan
yang sedang berjalan, sehingga tidak
memerlukan tambahan  waktu dan
sumber daya yang signifikan. Dengan
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metode ini, kegiatan survei menjadi
lebih efektif, hemat biaya, dan tepat
sasaran.

11.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam  penyelenggaraan  kegiatan

Survei Pelayanan Publik KM dan

IPKP, Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

menerapkan budaya BerAKHLAK

sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
dalam menyusun survei yang fokus
pada kepuasan masyarakat dan
kebutuhan pengguna layanan.

2. Akuntabel
Data survei dicatat dan dianalisis
secara transparan, hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Kompeten
Petugas yang menangani survei
memiliki kemampuan dan
pemahaman terkait instrumen dan
prosedur pelayanan.

4. Harmonis
Mendorong komunikasi yang baik
antara petugas dan masyarakat
dalam pengumpulan masukan.

5. Loyal
Peloksanaan  survei  dilakukan
konsisten sebagai bagian dari
upaya  meningkatkan  kualitas
pelayanan.

1.9

6. Adaptif
Instrumen survei dan metode
pengumpulan disesuaikan dengan
perkembangan  teknologi  dan
kebutuhan masyarakat.

7. Kolaboratif
Melibatkan seluruh tim Balmon
dalam pemantauan, analisis, dan
tindak lanjut hasil survei.

Implementasi  nilai  BerAKHLAK ini
diharapkan  meningkatkan  kualitas
interaksi dengan masyarakat, integritas
pelaksanaan survei, dan efektivitas
tindak lanjut perbaikan layanan.
Benchmark Capaian Kinerja dengan
UPT Lainnya

Telah dilakukan perbandingan capaian
kinerja antara Balmon Batam dan
Balmon Padang. Berdasarkan hasil
evaluasi, kedua satuan kerja memiliki
target kinerja yang sama, yaitu sebesar
3.2 Skala 4. Realisasi Survei IKM dan IPKP
Balmon Batam adalah 3.96 (Capaian
124%) dan Balmon Padang 3.82 (Capaian
119.38%). Hasil perbandingan ini menjadi
dasar dalam mempertahankan
kinerja yang telah melampaui target,
sekaligus sebagai bahan evaluasi
untuk mendorong peningkatan kualitas
dan optimalisasi capaian kinerja pada
periode berikutnya.

IK-12
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Persentase (%) Pelaksanaan Survey
Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
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Tabel 55. Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan
Publik (1IIPP/IPAK)

Sasaran Program

Program

Indikator Kinerja Sasaran

Target2025 Realisasi Persentase

Meningkatnya Kepatuhan
dan Kualitas Pengendalian

Spektrum Frekuensi Radio, IPAK)
Perangkat Telekomunikasi

dan Layanan

Telekomunikasi

Persentase (%) Pelaksanaan Survey 100% 109% 109%
Integritas Pelayanan Publik (IIPP/

12.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelayanan publik yang berkualitas tidak
hanya diukur dari kepuasan masyarakat,
tetapi juga dari tingkat integritas
penyelenggara layanan. Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
berkomitmen  untuk  menyediakan
layanan yang transparan, akuntabel,
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut,
pelaksanaan Survei Indeks Integritas
Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IIPP/IPAK) menjadi instrumen
penting untuk mengukur persepsi
masyarakat  terhadap integritas,
profesionalisme, dan kepatuhan
petugas dalam memberikan layanan,
serta sebagai dasar perbaikan dan
peningkatan kualitas pelayanan.

dan kepatuhan terhadap standar
pelayanan.

12.3 Capaian Target

Capaian target pelaksanaan Survei
Indeks Integritas Pelayanan Publik dan
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam adalah
sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi survei telah
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan, dengan jumlah
responden mencapai  minimal
30 orang sesuai target yang
direncanakan.

2. Nilai  Survei Indeks Integritas
Pelayanan  Publik dan  Indeks
Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK)
telah memenuhi ketentuan yang
ditetapkan, dengan capaian nilai
IIPP/IPAK minimal sebesar 3,6 dari

Tabel 54. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan

Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan UPT Lainnya 12.2 Sasaran kegiatan skala 4.
Adapun sasaran kegiatan pelaksanaan 3. Tindak Lanjut Hasil Survei telah
Nama IKU UPTDitjen Target% Capaian% Persentase % Keterangan Survellndekslnt.egntas Pe‘Iayanon'Publlk menmgkotkm pengaquqn
Infrastruktur Digital dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (lIPP/ internal pada area yang masih
Persentase (%) Balmon Batam 100 124 124 Capaian Balmon IPAK) adalah untuk mengukur tingkat memiliki skor relatif lebih rendah
Pelaksanaan Balmon Padang 100 119.38 119.38 Batam lebih besar .

Survey Kepuasan dibandingkan Balmon persepsi pengguna layanan terhadap dan mempertahankan  standar

Pelayanan Publik Batam integritas petugas pelayanan di Balai pelayanan
(1KM/1PKP) Monitor SFR Kelas Il Batam. Selain itu 5. Publikasi  hasil  survei telah

untuk mengidentifikasi potensi risiko dilaksanakan melalui media sosial
praktik  penyimpangan  (gratifikasi, Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
diskriminasi, maladministrasi)  dan sebagai wujud transparansi
menilai  transparansi,  akuntabilitas, dan akuntabilitas dalam
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penyelenggaraan pelayanan publik Adapun cara menghitung PK Survei
kepada masyarakat. Indeks Integritas Pelayanan Publik dan

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IIPP/IPAK)
Adalah sebagai berikut :

Persentase (%) = Hasil Survey IIPP/IPAK x 100%
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IIPP 3.92 |IPAK 3.92
PP Diskriminasi Pelayanan 390
Pelayanan Di Luar Prosedur 3.94
Penerimaan Imbalan 392
Percaloan/Perantara Tidak Resmi 392
Pungutan Liar (Pungli) 3.92
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Grafik 34. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Usia dan Jenis Layanan

Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir
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Grafik 35. Hasil Survei IIPP/IPAK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir
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Tabel 56. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (11PP/IPAK)
dalam 5 Tahun (2021-2025)

No Tahun Target Realisasi
1. 2021 - -

2. 2022 - -

3. 2023 100% 100%
4. 2024 100% 100%
5. 2025 100% 109%
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Grafik 36. Capaian Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dalam 5 Tahun (2021-2025)

12.4Inovasi  [Analisa  keberhasilan/ Adapun kendala yang berpotensi
ketidaktercapaian memengaruhi  pencapaian  target
Pelaksanaan Survei Indeks Integritas antara  lain rendahnya  tingkat
Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku partisipasi responden, kendala teknis
Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di Balai Monitor dalam pengisian survei secara daring,
SFR Kelas Il Batam dilaksanakan secara serta masih terdapat aspek pelayanan
digital melalui penyebaran tautan yang dinilai belum optimal. Kondisi
survei dan QR Code kepada pengguna tersebut menjadi bahan evaluasi untuk
layanan setelah proses pelayanan memperkuat strategi sosialisasi survei
selesai. Instrumen survei dirancang dan meningkatkan kualitas pelayanan
secara ringkas, jelas, dan mudah pada periode selanjutnya.
dipahami guna mendorong partisipasi
responden. Selain  itu, dilakukan 12.5Tindak lanjut/pemanfaatan laporan
monitoring dan evaluasi secara berkala kinerja sebelumnya
untuk memastikan hasil survei dapat Laporan kinerja periode sebelumnya
segera dianalisis dan ditindaklanjuti telah dimanfaatkan sebagai
sebagai dasar perbaikan layanan. bahan evaluasi dalam penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan
Keberhasilan  pelaksanaan  survei program kerja Balai Monitor SFR Kelas
ditunjukkan dengan terpenuhinya target Il Batam, khususnya dalam rangka
jumlah responden serta tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik
nilai indeks dalam kategori baik atau melalui pelaksanaan  Survei Indeks
mengalami peningkatan dibandingkan Integritas Pelayanan Publik dan Indeks
periode sebelumnya. Hasil survei Perilaku Anti Korupsi (lIPP/IPAK). Hasil
juga telah ditindaklanjuti  melalui evaluasi dan rekomendasi padalaporan
evaluasi internal dan penyempurnaan sebelumnya  telah  ditindaklanjuti
pada unsur pelayanan yang masih melalui penyempurnaan mekanisme
memerlukan peningkatan. pelayanan, peningkatan kompetensi
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petugas, optimalisasi sarana dan
prasarana pendukung, serta perbaikan
sistem pelaksanaan Survei IIPP/IPAK.
Selain itu, capaian dan kendala yang
teridentifikasi dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan rencana aksi dan
penetapan target kinerja periode
berjalan guna mendukung pelaksanaan
kegiatan yang lebih terarah, terukur,
dan berorientasi pada peningkatan
kualitas layanan  serta  kepuasan
masyarakat. Atas dasar tersebut, Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam akan terus
mempertahankan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik pada tahun
berikutnya sebagai bentuk komitmen
dalam mewujudkan pelayanan
yang berintegritas, transparan, dan
berkelanjutan.

12.6 Rekomendasi Kedepannya

Adapun rekomendasi ke depan dalam
pelaksanaan Survei Indeks Integritas
Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku
Anti Korupsi (IIPP/IPAK) antara lain
dilakukan  melalui  penyempurnaan
instrumen survei agar lebih sederhana,
relevan, dan mudah dipahami oleh
responden. Selainitu, perlu dioptimalkan
pemanfaatan teknologi dengan
mengintegrasikan pelaksanaan
survei ke dalam sistem pelayanan
guna meningkatkan efektivitas dan
kemudahan pengisian.

Disamping metode daring, pelaksanaan
survei juga dapat dilakukan secara
langsung dengan mengunjungi
masyarakat atau pengguna layanan
yang telah menerima layanan Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam, sehingga
partisipasi responden dapat meningkat
dan hasil survei menjadi lebih
representatif.

12.7 Efisiensi

Catatan :

Pelaksanaan Survei Indeks Integritas
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Pelayanan Publik dan Indeks Perilaku
Anti Korupsi (IIPP/IPAK) di Balai Monitor
SFR  Kelas Il Batam dilaksanakan
melalui  mekanisme  pengumpulan
dan pengolahan data secara otomatis
berbasis sistem daring, sehingga
proses  rekapitulasi  hasil  dapat
dilakukan dengan lebih cepat serta
meminimalkan potensi kesalahan input
data.

Survei ini juga diintegrasikan
dengan proses pelayanan  yang
sedang berlangsung, sehingga tidak
memerlukan tambahan waktu maupun
sumber daya yang signifikan. Melalui
metode tersebut, pelaksanaan survei
menjadi lebih efektif, efisien, dan
tepat sasaran dalam mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik.

12.8 Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan Survei
Indeks Integritas Pelayanan Publik
dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (lIPP/
IPAK), Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
mengimplementasikan nilai-nilai dasar
ASN  BerAKHLAK sebagai landasan
dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu
sebagai berikut:
1. Berorientasi Pelayanan
Petugas pelayanan memberikan
layanan  yang responsif  dan
berfokus pada kepuasan terhadap
masyarakat.
2. Akuntabel
Dalam pelaksanaan Survei
pelayanan publik [IPP dan IPAK, Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam menjamin
transparansi,  pencatatan,  dan
pertanggungjowaban setiap proses
pelayanan.
3. Kompeten
Dalam memberikan  pelayanan
kepada Masyarakat maka petugas
pelayanan berusaha meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

petugas melalui pelatihan dan
pembinaan.

4. Harmonis
Dalam melaksanakan Survei di Balai
Monitor SFR Kelas Il Batam berusaha
mendorong kerja sama yang baik
antara petugas dan masyarakat.

5. Loyal
Semua petugas pelayanan
berusaha konsisten menjalankan
tugas dan tanggung jawab sesuai
standar pelayanan.

6. Adaptif
Menyesuaikan metode pelayanan
dengan perkembangan teknologi
dan kebutuhan masyarakat.

7. Kolaboratif
Melibatkan  seluruh  unit  dan
pemangku kepentingan
dalam perbaikan layanan dan
pengambilan keputusan.

Implementasi  nilai  BerAKHLAK ini
mendukung terciptanya pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
dan berkualitas, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam.
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12.9 Benchmark Capaian Kinerja dengan

UPT Lainnya

Telah dilakukan Benchmark capaian
kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas |I
Batam dengan Balai Monitor SFR Kelas
Il Padang pada indikator pelaksanaan
Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik
dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (lIPP/
IPAK). Berdasarkan hasil perbandingan,
kedua satuan kerja memiliki target
kinerja yang sama sebesar 3,6 skala
4, dengan realisasi Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam sebesar 3,92 dan Balai
Monitor SFR Kelas Il Padang sebesar
3,73. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan Survei lIPP dan [PAK
pada Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
telah terlaksana secara optimal dan
melampauitargetyangtelahditetapkan.
Hasil Benchmark ini menjadi dasar bagi
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam untuk
mempertahankan capaian kinerja yang
telah melampaui target pada tahun
berikutnya, serta terus meningkatkan
kualitas  pelayanan  publik  guna
mendukung terciptanya pelayanan
yang berintegritas dan berorientasi
pada kepuasan masyarakat secara
berkelanjutan.

Tabel 57. Benchmark Capaian Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas
Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan UPT Lainnya

UPT Ditjen Infrastruktur

Nama IKU Digital Target% Capaian% Persentase % Keterangan
Persentase (%) Balmon Batam 100 109 109 Capaian Balmon
Pelaksanaan Balmon Padang 100 103.61 103.61 Batam lebih besar

Survey Integritas
Pelayanan Publik
(11PP/IPAK)

dibandingkan
Balmon Batam
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IK-13  Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi

Site ISR Microwave Link yang Tidak
Sesuai (PrimaAksi)

Tabel 58. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave
Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran
Program

Target2025 Realisasi Persentase

Meningkatnya
Kepatuhan dan

Kualitas Pengendalian
Spektrum Frekuensi
Radio, Perangkat
Telekomunikasi dan
Layanan Telekomunikasi

Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi 100% 100% 100%
Site ISR Microwave Link yang Tidak
Sesuai (PrimaAksi)

13.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Catatan :

Pembenahan data koordinat stasiun
radio Microwave Link merupakan
kegiatan penyesuaian dan  koreksi
terhadap data koordinat lokasi stasiun
yang tercantum dalam dokumen
perizinan, apabila ditemukan
ketidaksesuaian dengan kondisi aktual
di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan
melalui proses verifikasi dan validasi
data berdasarkan hasil pengukuran
serta pengecekan langsung di lokasi
stasiun.

Tujuan dari pembenahan data koordinat
ini adalah untuk memastikan bahwa
seluruh data koordinat yang tercantum
dalam perizinan telah sesuai dengan
kondisi sebenarnya di lapangan,
sehingga pada proses analisis teknis
(technical analysis, TA) dapat diperoleh
data yang akurat, valid, dan dapat
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dipertanggungjawabkan secara teknis
maupun administratif. Dasar  dari
pembenahan data koordinat ini adalah
penugasan dalam PerjanjianKinerja dari
Direktorat Layanan Infrastruktur Digital
sesuai Nota Dinas Nomor 431/DJID.4/
PR.04.07/03/2025 tanggal 04 Maret 2025.
Direktorat Layanan Infrastruktur Digital
melaksanakan program pembenahan
data koordinat ini melalui pembuatan
Master Data Reference Site (MDRS)
yang mengkodekan 1 (satu) tower
dengan kode unik tertentu sehingga
tidok ada duplikasi penamaan tower
telekomunikasi.

13.2 Sasaran Kegiatan

Pembenahan data  koordinat ini
dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis
dengan sasaran kegiatan mengikuti
mekanisme sebagai berikut :

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO
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Tabel 59. Mekanisme Perhitungan Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site
ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Uraian Pekerjaan Target

Mekanisme Perhitungan Capaian

Tindak Lanjut
Verifikasi Site ISR Link yang

Microwave Link

Site ISR Microwave

diverifikasi telah

yang Tidak Sesuai  ditindaklanjuti: 100%
(PrimaAksi)

UPT melakukan evaluasi hasil verifikasi site ISR Microwave
Link yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jumlah site ISR yang tidak sesuai” adalah jumlah site hasil
verifikasi UPT yang tidak sesuai dengan data ISR. Verifikasi
ISR dapat merujuk pada hasil kegiatan pemeriksaan,
pengukuran atau evaluasi ISR yang dilaksanakan oleh UPT.
“Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindak lanjuti”
adalah “Jumlah site ISR yang tidak sesuai” hasil verifikasi
UPT telah ditindaklanjuti oleh Pemegang ISR, melalui
perubahan data ISR atau penghentian ISR.

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital melaksanakan
layanan perizinan sebagai tindak lanjut perbaikan data
ISR.

UPT melaporkan hasil verifikasi site ISR dan tindak
lanjutnya per Triwulan. Dalam hal pemegang ISR belum
menindaklanjuti hasil verifikasi UPT, maka UPT tetap
dianggap memenuhi indikator kinerja dengan ketentuan
menyampaikan laporan hasil evaluasi per Triwulan.

Rumusan perhitungan capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

% PrimaAksi

Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindalanjuti

x 100%

Jumlah site ISR yang tidak sesuai

13.3 Capaian Target

Kegiatan pembenahan data koordinat
Monitor Spektrum Frekensi
Radio Kelas II Batam meliputi dua
periode waktu berikut yaitu Semester
| merupakan
koordinat dari data yang dipetakan
melalui analisis dekstop dan sisa data
pembenahan data koordinat
beleum selesai pada tahun 2024.

di Balai

pembenahan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam menggunakan data dari
aplikasi MySpectra Direktorat Layanan
Infrastruktur Digital dengan memetakan
stasiun-stasiun radio yang belum

data tertaut pada MDRS. Secara keseluruhan

capaian pembenahan data koordinat
telah dilaksanakan sebanyak 100%

yang dengan data capaian pembenahan

koordinat sebagai berikut :

Sementara itu untuk periode semester ||

Tabel 60. Capaian Pembenahan Data Koordinat

Site ISR yang tidak

Site ISR yang telah

Periode Target sesudl (target) dit;nda.klan'juti % Realisasi % Capaian Keterangan
realisasi) .
TW-1 100% 0 0 100% j00%  "ersiapandan
TW-2  100% 14 14 100% 100% Microwave Link
TW-2  100% 18 18 100% 100% Broadcast
TW-3  100% 1397 1397 100% 100% Microwave Link
TW-4  100% 1342 1342 100% 0% Microwave Link
TOTAL 100% 2871 2871 100% 100%
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Data laporan pembenahan data koordinat
secara detil adalah sebagai berikut :
1. Data Pembenahan Koordinat Semester |

HL AXIATA, Th

TELEKOMUNIKASL.. —

Total: 114

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

INDOSAT TBE ..

Grafik 37. Data Pembenahan Koordinat Semester |

Berdasarkan data pembenahan
koordinat Semester | per operator seluler,
total site yang dilaporkan berjumlah 114
site, dengan rincian sebagai berikut:
Indosat Tbk : 61 site atau sebesar
53,61% dari total site yang dilaporkan,
Telekomunikasi  Selular  (Telkomsel)

29 site atau sebesar 25,44% dari total
site yang dilaporkan, XL Axiata Tbk :
16 site atau sebesar 14,03% dari total

site yang dilaporkan, Telekomunikasi
Indonesia Tbk - Radio Backhaul : 5
site atau sebesar 4,39% dari total site
yang dilaporkan, Smart Telecom : 3
site atau sebesar 2,63% dari total site
yang dilaporkan. Indosat Tbk menjadi
kontributor  terbesar  pembenahan
koordinat SEM |, yaitu lebih dari 50% total
laporan.

B Citspeekan [(E0) (V)

Grafik 38. Data Pembenahan Koordinat yang Telah Dilaporkan

PT. Indosat Tbk memiliki data ISR yang perlu
dilakukan pembenahan yaitu sebanyak 61
data, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
dengan 29 data, PT. XL Axiata, Tbk dengan
16 data, Telekomunikasi Indonesia (Radio
Backhaul) dan PT. Smart Telecom masing-
masing 5 dan 3 data.
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Seluruh proses pembenahan data koordinat
selama semester | ini telah dilaksanakan
dan dilaporkan kepada direktorat layanan
infrastruktur digital untuk ditindaklanjuti oleh
setiap operator seluler dalam pembenahan
data koordinatnya.

2.
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Data Pembenahan Data Koordinat
Semester I
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R Bsium ads MDRS & Mytpeotra [ Sudah ads MDAS & MySpectrs

Sudah ada MDRS & MySpectra: 1521

— Belum ada MDRS di MySpectra: 2244

Grafik 39. Data Pembenahan Koordinat Semester Il

Terdapat total 4.165 data ISR Microwave
Link, sebagian besar data tersebut
belum melekat atau memiliki MDRS.
Secara spesifik, sebanyak 2.244 data
(54%) tercatat belum melekat ke suatu
MDRS di aplikasi Myspectra (aplikasi
database perizinan), sementara 1.921

Total: 4165

FIMISH

data (46%) sudah memiliki MDRS.
Hal ini menunjukkan bahwa proses
penggunaan MDRS ke MySpectra
masih berjalan dan hampir mencapai
setengah dari target keseluruhan.

Progres Pembenahan Data Koordinat
MDRS

Grafik 40. Data Pembenahan Koordinat MDRS

Dari total 2.244 data ISR yang belum
melekat pada MDRS tertentu, Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
II Batam telah melaksanakan proses
pembenahan dengan memetakan
stasiun-stasiun radio Microwave Link
untuk merujuk pada MDRS tertentu
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sesuai lokasi aktualnya. Sementara itu
untuk stasiun radio Microwave Link yang
belum memiliki rujukan MDRS, maka
penyelenggara jaringan komunikasi
Microwave Link harus membuat MDRS
baru.
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4. Status MDRS Setiap Kabupaten/Kota
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Grafik 41. Data Pembenahan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota

Tabel 61. Data Pembenahan Koordinat MDRS Kabupaten/Kota

No Kab/Kota Belum ada MDRS Sudah ada MDRS Total
1 Batam 678 531 1209
2  Bintan 241 330 571
3 Karimun 724 389 ms3
4 Kepulauan Anambas 42 44 86
5 lingga 241 283 524
6  Natuna 143 212 355
7 Tanjung Pinang 175 132 307

Karimun memiliki total data terbanyak (1113
data), Kota Batam (1.209 data) dengan rincian
mayoritas data sudah dipetakan ke MDRS
tertentu dan yang belum memiliki rujukan MDRS
agar melakukan pembuatan MDRS baru. Semua
data yang belum memiliki MDRS untuk setiap

kabupaten/kota sudah dipetakan ke MDRS
tertentu dan dilaporkan ke Direktorat Layanan
Infrastruktur Digital serta penyelenggara sistem
telekomunikasi Microwave Link.

5. Status MDRS Setiap Pengguna Sistem
Komunikasi Microwave Link

WySpectra [ Selum ada MORS di MySpectra '- Inv)

kL

Grafik 42. Status MDRS Pengguna Sistem Komunikasi Microwave Link
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PT. Indosat TBK (588 sudah ada, 1.070
belum ada), sedangkan XL AXIATA,
Tbk (665 sudah ada, 221 belum ada).
Telekomunikasi Selular, PT (285 sudah
ada, 2 belum ada), Telekomunikasi
Indonesia, PT (291 sudah ada, 563
belum ada) dan Smart Telecom, PT
(92 sudah ada, 306 belum ada) yang
masih  memiliki banyak data yang
belum terinput. Sementara itu, Batam
Bintan Telekomunikasi, PT (1 sudah ada,
12 belum ada), Primacom Interbuana,
PT (0 sudah ada, 8 belum ada), Mora
Telematika Indonesia Tbk, PT (0 sudah
ada, 8 belum ada), SKK Migas - Premier
Oil Natuna Sea BV (0 sudah ada, 4 belum
ada), Multi Trans Data, PT (0 sudah ada,
2 belum ada), Urban Televisi, PT (1 sudah
ada, 0 belum ada), dan Aplikanusa
Lintasarta, PT yang belum memiliki data
sama sekali (0 sudah ada, 0 belum ada).

13.4Inovasi [Analisa keberhasilan/

ketidaktercapaian

Keterbatasan anggaran yang tersedia
karena adanya efisiensi penggunaan
anggaran dapat disiasati dengan
melakukan desktop analysis terkait
posisi atau koordinat dari suatu stasiun
radio. Disamping itu salah satu operator
seluler yaitu PT. Telekomunikasi Seluler
memiliki fasilitas GPS internal yang
dapat dimanfaatkan untuk mengetahui
data aktual suatu stasiun radio.

13.5Faktor  kendala/hambatan  pada

pencapaian target pembenahan

koordinat

Beberapa faktor kendala  dalam

pembenahan data koordinat adalah

sebagai berikut :

1. Terdapat stasiun radio yang
sudah tidak aktif sementara masih
terdaftar memiliki ISR sehingga
saat pengecekan di lapangan tidak
ditemukan data penggunaan;
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2. Saat melakukan desktop analysis
tidak  ditemukan  penampakan
infrastruktur tower telekomunikasi
dalam aplikasi Google Earth atau

Google Maps;
3. Jumlah request (permintaan)
update/modifikasi dalam

sehari untuk setiop operator
penyelenggara sistem komunikasi
Microwave Link terbatas.

13.6 Dampak Kegiatan

Dengan kegiatan pembenahan data
koordinat maka akan memberikan
outcome berupa efisiensi penggunaan
spektrum frekuensi radio. Efisiensi ini
dapat terjadi karena data yang bersih
(clean data).

13.7 Tindak Lanjut

Data pembenahan koordinat stasiun
radio Microwave Link yang telah
dipetakan ke suatu MDRS tertentu dapat
menjadi pedoman bagi penyelenggara
jaringan komunikasi Microwave Link
untuk dilakukan modifikasi perizinan
melalui MySpectra.

13.8 Rekomendasi Perbaikan

Perbaikan kedepannya adalah
koordinasi yang lebih intens dengan
penyelenggara jaringan komunikasi
Microwave Link tidak hanya untuk
penyediaan backbone seluler namun
juga untuk layanan lainnya.
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Birokrasi pemerintah merupakan salah satu
elemen penting dalam upaya mencapai tujuan
nasional yang secara fundamental dinyatakan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
secara instrumental dinyatakan dalom RPJPN
Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029 yang salah satunya terfokus pada
reformasi birokrasi dan tata kelola.

IK-1Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas
Il Batam Tahun 2025

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam sebagai bagian dari Kementerian
Komunikasi dan Digital juga dituntut untuk
meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi
yang efektif dan efisien di dalam pelaksaan
tugas-tugas dan fungsi yang diemban, yang
dibuktikan dengan Nilai Kinerja Anggaran yang
dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Batam, sebagai berikut :

Tabel 62. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Kelas I
Batam Tahun 2025

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran
Program

Target2025 Realisasi Persentase

Terwujudnya Kualitas Tata Kelola
Birokrasi yang Efisien dan Efektif

Nilai Kinerja Anggaran Balai 86.95 86.19
Monitor Kelas Il Batam Tahun 2025

99.13%

11 Latar belakang, Maksud dan Tujuan
Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran  (IKPA)  adalah  indikator
yang penetapannya oleh Kementerian
Keuangan selaku BUN untuk mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
belanja Kementerian Negara/
Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran,  efisiensi  pelaksanaan
anggaran, dan kepatuhan terhadap
regulasi.

IKPA juga digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaananggaranyangdisediakan
oleh Ditjen Perbendaharaan yang
terintegrasi pada Online Monitoring
(OM)-SPAN yang dijadikan ukuran dan

mencerminkan kinerja satuan kerja
atas kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, kepatuhan
terhadap regulasi, efektifitas
pelaksanaan kegiatan serta efisiensi
pelaksanaan anggaran.

1.2 Sasaran Kegiatan
Adapun sasaran kegiatan ini adalah
untuk mencapai dan mendapatkan nilai
kinerja anggaran yang maksimal sesuai
dengan target yang telah ditetapkan
didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
yaitu dengan target sebesar 86.95,
namun  didalam  pelaksanaannya
capaian target kinerja anggaran tahun
2025ini,BalaiMonitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Batam mendapat realisasi
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Capaian Kinerja Anggaran sebesar
86.19 dari target yang ditetapkan. Nilai
Kinerja Anggaran tersebut ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi
dalam beberapa tingkatan antara lain
tingkat Kementerian Negara/Lembaga,
tingkat unit Eselon |, dan tingkat Satuan

1.3
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Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya
terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek
Implementasi, dan Aspek Konteks. Nilai
Kinerja Anggaran pada satuan kerja
(satker) yang hasil perhitungannya
tercantum pada dashboard masing-
masing satker dalom aplikasi SMART
merupakan perhitungan atas aspek
implementasi pada tingkat satker
denganrincian variabel sebagai berikut:
1. Capaian Output
2. Efisiensi
3. Konsistensi penyerapan anggaran
terhadap perencanaan
4. Penyerapan Anggaran

Capaian target

Didalam melaksanakan dan mencapai
indikator kinerja Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Birokrasi yang  Efektif
dan Efisien selama 5 (lima) tahun
terakhir mulai dari tahun 2021 sampai
dengan tahun 2025, dapat disajikan
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 63. Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor
Kelas Il Batam

e,

INDIKATOR
2021 2022 2023 2024 2025

No SASARAN  KINERJA

PROGRAM  SASARAN . . . . .

PROGRAM Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

() (¢) (©) (@) (5) (6) () (8) (9) (10) Q) (12) (13)
1 Mening- Nilai 86 95.68 86.95 89.97 87 90.66 90.66 91.99 86.95 86.19

katnya Kinerja

Layanan Anggaran

Monitor- UPT Balai

ing, Peng-  Monitor

ukuran, Kelas I

Inspeksi, Batam

Penertiban  Tahun

serta Pela- 2025

yanan

Publik

Spektrum

Frekuensi

Radio dan

Perangkat

Telekomu-

nikasi
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INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
Kualitas Hasil
Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan
Anggaran Milai Akhir
Anggaran
wol swse | K551 %62 | K5 | s ] el BN P
Rovisi | Devas | il p Belanja Nsi | Capolan | Milsi A Bobot)
oiea | O | Aspok | Anggaran | Konwraktual | Tagihan | UPdanTUP | Aspek | Output | Aspek
BALAI
'\S"I?ENKI"I‘F)!GM NILA 100.00 49715 81,7520 00,00 10 100,00 28
1 | 12Desember | 137 059 | 694708 EREKLENS! BOBOT 10 "‘25 9749 I|8.35 0.00 00,00 0,000000 ! 10,00 9588 I?SW 100,00 | 7760 B0,00% 0.00 96.99
RADIO KELAS MILAI AKHIR 10,00 N N
HBATAM
Gambar 24. Nilai Capaian IKPA pada Aplikasi MONEVPA
Kode Satuan NK Perencanaan NK Pelaksanaan Nilai Kinerja
No. + Kerja Satuan Kerja Anggaran Anggaran Anggaran
1 [ ] {: ALA! MONITOR SPEKTRUM FRERUENS] RADID KELAS ] 75,00 96,09 86,00

Gambar 25. Nilai Capaian Kinerja pada Aplikasi e-monev SMART

a. Perencanaan dan Program

Tahun Anggaran 2025, Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
Batam mendapatkan anggaran

sebesar Rp 14.120.101.000 yang

bersumber dari anggaran Rupiah
Murni (RM) dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian
program kerja sebagai berikut :

Tabel 64. Rincian Program Kerja Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

b.

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Pelaksanaan Anggaran

Pagu Anggaran awal tahun 2025
Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Batam sesuai DIPA
No. SP DIPA-059.03.2.653970/2025
tanggal 02 Desember 2024 sebesar
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Rpl14.120.101.000,- yang terdiri dari
2 sumber dana yaitu Rupiah Murni
Sebesar Rp 5.335.133.000,- dan PNBP
sebesar Rp 8.784.968.000.- dengan
komposisi belanja sebagai berikut :

Tabel 65. Komposisi Belanja Balai Monitor SFR Kelas Il Batam

No. Belanja Pagu Anggaran (Rp) Blokir (Rp)
1 Pegawai 2.954.644.000
2 Barang 10.780.957.000 2.222.439.000
3 Modal 384.500.000

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris
Jenderal Komdigi Nomor 1861/SJ/
KU.01.01/05/2025 tanggal 7 Mei 2025
hal Mekanisme Percepatan Usulan
Revisi  Restrukturisasi  Organisasi
Kemenkomdigi TA 2025, sehingga
terjadi pergantian kode Satuan
Kerja (Satker) pada seluruh satuan
kerja di Kemenkomdigi. Hal ini
menyebabkan perubahan kode
Satker pada Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas Il Batam dari
kode Satker 653970 menjadi 694708.
Oleh karena itu, pembahasan
mengenai anggaran pada  Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam dibagi menjadi 2
dengan kode satker lama yaitu

653970 dan kode satker baru yaitu

694708.
1) Kode Satuan Kerja Lama
(653970)

Pagu Anggaran Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas
[1Batam TA 2025 awal pada kode
Satker 653970 sesuai DIPA No.
SP  DIPA-059.03.2.653970/2025
tanggal 02 Desember 2024
sebesar Rpl4.120.101.000,- yang
terdiri dari 2 sumber dana
yaitu Rupioh Murni Sebesar
Rpb.335.133.000,- dan PNBP
sebesar Rp8.784.968.000.-.
dengan komposisi belanja awal
sebagai berikut :

Tabel 66. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Lama

No oK:tht Uraian Volume Pagu
1. U35 Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan 24 Layanan Rp. 164,472,000
Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah
Kepulauan Riau
us7 Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan 5 Layanan Rp. 273,440,000
Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi
Udara Wilayah Kepulauan Riau
u3s Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan 28 Layanan Rp. 726,264,000
Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi
Laut / Sungai Wilayah Kepulauan Riau
u4di Penertiban  Frekuensi Radio dan Standar 2 Llayanan Rp. 52,136,000
Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota
Wilayah Kepulauan Riau
u44 Penertiban FrekuensiRadio dan StandarPerangkat 3 Layanan Rp. 174,810,000
Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut /
Sungai Wilayah Kepulauan Riau
2. 078 Layanan Dukungan Pengawasan  Spektrum  1Llayanan Rp. 5,876,583,000,-
Frekuensi Radio UPT, terdiri dari :
1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Rp. 648,000,000,
2. Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi Rp. 2,696,964,000,-
3. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran Rp. 549,260,000,-
4. Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan Rp.1,982,359,000,-
3. CAN.I01 Perangkat Monitoring UPT 4 Unit Rp. 192,500,000
4. CCLI01 Pemeliharaan Alat Monitoring UPT 1Unit Rp. 121,000,000
5. 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan Rp. 160,200,000
6. 994 Layanan Perkantoran 2 Layanan Rp. 6,185,481,000
1. Gaji dan Tunjangan Rp. 2,954,644,000,-
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 3,230,837,000,-
7. 951 Layanan Sarana Internal 7 Unit Rp.192,000,000,-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT

Rp.192,000,000,-

Catatan :
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(653970)
No. Belanja Pagu Anggaran (Rp) Blokir (Rp)
1 Pegawai 2.954.644.000
2 Barang 10.780.957.000 2.222.439.000
3 Modal 384.500.000
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Dalam pelaksanaan anggaran- 7 (tujuh) kali dengan rincian
nya, DIPA tahun 2025 ini sebagai berikut :
mengalami revisi sebanyak

Tabel 67. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970)

No  PaguAnggaran (Rp) Tanggal Revisi Keterangan Revisi
DIPA
1 14.120.101.000 05-Feb-25 hal 3DIPA TW |
2 13.981.861.000 22-Feb-25 Revisi DJA sesuai Nota Dinas Sesdit Infadigi Nomor

247/DJID.1/PR.01.02/02/2025 perihal Penyampaian
Efisiensi Anggaran DIPA Ditjen Infrastruktur

3 13.981.861.000 7 maret 2025 Pemuktahiran KPA

4 13.981.861.000 15-Apr-25 Hal 3 DIPA TW II

5 13.981.861.000 15 Mei 2025 Pemuktahiran KPA

6 13.981.861.000 19 Mei 2025 Pemuktahiran KPA (pergeseran Antar Belanja
Pegawai)

7 4.955.599.000 8 Juli 2025 Revisi DJA : penyesuaian sisa anggaran untuk SOTK
Baru Sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kom-
digi No: Nomor: 1861/SJ/KU.01.01/05/2025 tanggal 7
Mei 2025 hal Mekanisme Percepatan Usulan Revisi
Restrukturisasi Organisasi Kemenkomdigi TA 2025

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Infrastruktur ~ [I Batam mendapatkan tambahan efisiensi

Digital Kemenkomdigi Nomor 247/DJID.]/ anggaran berupa blokir anggaran sebesar
PR.01.02/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal  Rpl.532.405.05.000, sehingga total blokir sebesar
Penyampaian Efisiensi Anggaran DIPA Ditjen  Rp3.754.844.000,-dengan  rincian  komposisi
Infrastruktur Digital TA. 2025, Balmon Kelas belanja menjadi sebagai berikut:

Tabel 68. Komposisi Belanja Akhir DIPA Kode Satuan Kerja Lama

(653970)
No. Belanja Pagu Anggaran (Rp) Blokir (Rp)
1 Pegawai 2.954.644.000
2 Barang 10.780.957.000 3.647.184.000
3 Modal 246.260.000 107.660.000
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Eksekusi atau realisasi rencana dapat dilihat pada grafik di
penggunaan anggaran bawah ini:
(disbursment plan) tahun 2025

1,000,000,000

800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000 I I
. -I II | -

Bel Pegawai Bel Barang Bel Modal

mJanuari mFebruari m Maret mApril mMei mJuni mJuli

Grafik 43. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Lama (653970) Tahun 2025

Rp1,600,000,000.00
Rpp1,400,000,000.00
Rp1,200,000,000.00

Rp1,000,000,000.00

Rp800,000,000.00

Rp600,000,000.00

Rp400,000,000.00

Rp200,000,000.00
pp  — [

Januari  Februari Maret April Mei Juni Juli

m Rencana Penyerapan m Realisasi Anggaran

Grafik 44. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan DIPA Kode Satuan
Kerja Lama (653970) TA. 2025

Radio Kelas Il Batam untuk tahun
an rencana penyerapan 2025 hanya sampai bulan Juli
dengan realisasi penyerapan saja dikarenakan pada bulan
di atas dapat diketahui ada Juli 2025 sudah terbit DIPA
beberapa bulan  dengan dengan kode satker baru.
rencana dan realisasi dengan

Berdasarkan grafik perbanding-

nilai yang sama serta ada
beberapabulanantararencana
dan realisasi anggaran yang
mempunyai deviasi yang cukup
tinggi.

Rencana dan realisasi
anggaran untuk kode satker
lama (653970) pada  Balai
Monitor  Spektrum  Frekuensi

Kode Satuan Kerja Baru (694708)
Pagu Anggaran Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam TA 2025 pada kode
Satker 694708 sesuai DIPA No.
SP  DIPA-059.09.2.694708/2025
tanggal 08 Juli 2025 sebesar
Rp9.026.262.000- yang ter-
diri dari 2 sumber dana
yaitu Rupiah Murni Sebesar
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Rp2.261.792.000,- dan PNBP
sebesar Rp6.764.470.000.-.

dengan komposisi belanja awal
sebagai berikut :

Tabel 69. Komposisi Belanja Awal DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Rp6,000,000,000.00

uaank
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No. Belanja Pagu Anggaran (Rp) Blokir (Rp)

1 Pegawai 1.047.011.000 Rp-

2 Barang 7.7770.991.000 3.647184.000 Agustus  September  Oktober  November Desember
3 Modal 208.260.000 107.660.000

(delapan) kali dengan rincian
sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan anggaran-
nya, DIPA tahun 2025 ini
mengalami revisi sebanyak 8

Tabel 70. Revisi DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708)

m Rencana Penyerapan

m Reglisssi Anggaran

Baru (694708) TA. 2025

Berdasarkan grafik perbanding-
anrencanapenyerapandengan
realisasi penyerapan di atas

Grafik 46. Perbandingan Rencana Penyerapan Dengan Realisasi Penyerapan Kode Satuan Kerja

memaksimalkan  penyerapan
anggaran  sampai  dengan
akhir tahun anggaran 2025.

No _Pagu Anggaran (Rp) T'ang_gaIRewsl DIPA Keterangan Revisi dapat diketahui pada bulan Juli Dari semua usaha yang telah
1 9.026.262.000 13 Juli 2025 Hal 3DIPATW 3 d N ber 2025 dilakuk b ¢ but
2 9.026.262.000 14 Agustus 2025 Pemuktahiran KPA an Ovem er_ rencanq rakukan - bersama - tersebut,
3 9.026.262.000 01 Oktober 2025 Hal 3 DIPA TW 4 dan  realisasi  mempunyal pada  tahun  anggaran
. . ; ; nilai yang sama, sedangkan 2025, Kantor  Pelayanan

4 9.965.320.000 28 Oktober 2025 Revisi DJA : Penambahan Belanja Pegawai yang g ' Y
sebesar Rp939.058.000 pada bulan September dan Perbendaharaan Tipe Al Batam
5 9.965.320.000 29 Oktober 2025 Pemuktahiran KPA Oktober 2025, realisasi melebihi memberikan Penghargaan
Revisi DJA : Relaksasi Rp 677.575.000 dan Realo- dari rencana anggaran yang kepada Balai Monitor Spektrum

kasiRp1.602.193.000 sesuai Nota Dinas Sekretaris X . .

. 6363127000 20 Novernber 2025 Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemen- telah ditetapkan. Sedangkan Frekuensi  Radio Kelas I
e komdigi Nomor 2937/ DJID.//KU.01.02/10/2025 pada bulan Agustus 2025 Batom sebagai Peringkat 1
tanggal 29 Oktober 2025 hal Revisi Relaksasi rencana lebih tinggi daripada kategori Satuan Kerja dengan
Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025 realisasi an ran. Pada bulan Penver n An ran Terbaik
7 8.363.127.000 30 November 2025 Pemuktahiran KPA ealisast anggaran. Fada buld enyerapa ggaran feroal

8.363.127.000 9 Desember 2025 Pemuktahiran KPA

Desember 2025 rencana dibuat
lebih tinggi daripada anggaran

Tahun 2025 Pagu Kecil.

dikarenakan pada sistem RPD 3) Benchmark Capaian Kinerja
Eksekusi atau realisasi rencana bursment plan) tahun 2025 Kanwil DJPB diharuskan untuk dengan UPT Lainnya
penggunaan anggaran (dis- dapat dilihat pada grafik di
bawah ini : Tabel 71. Benchmark Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran
dengan UPT Lainnya
5,000,000,000
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ . L. Balmon Batam Balmon Mataram
4,000,000,000 Indikator Kinerja " . Keterangan
Target Capaian Target Capaian
3,000,000,000 Nilai Kinerja Anggaran pada

Nilai Kinerja Anggaran
2,000,000,000 UPT Balai Monitor Kelas 86.95 86.19 86.95 86.00
Il Batam Tahun 2025

Balmon Batam dan Balmon
Mataram tidak mencapai
target yang telah ditentukan

Bel Pegawa Bel Barane Bel Mods Perbandingan capaian kinerja Mataram  tidak  mencapai

Balmon Batam dengan Balmon target yang telah ditentukan
Mataram, dapat  diketahui dikarenakan terdapat
untuk total capaian kinerja dari penggantian kode satker dari
Balmon Batam dan Balmon 059.03.653970 menjadi kode

mluli mAgustus mSeptember mOktober  m November Desember

Grafik 45. Rencana Penyerapan Anggaran DIPA Kode Satuan Kerja Baru (694708) Tahun 2025
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satker  059.09.694708 pada
DIPA. Hal yang bisa dijadikan
contoh dari Balmon Mataram
adalah  meningkatkan  nilai
IKPA karena Balmon Mataram
mendapatkan  penghargaan
Capaian IKPA Terbaik pada
Tahun 2025.

Dampak Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian  kinerja
Balai  Monitor  Spektrum  Frekuensi
Radio Kelas Il Batam Tahun Anggaran
2025, pada prinsipnya semua kegiatan
dapat terlaksana dengan baik dan
lancar namun masih terdapat kendala
dan permasaloahannya di  dalom
pelaksanaan anggaran  diantaranya
terjadinya cut off anggaran pada DIPA
lama dan terbitnya DIPA baru seperti
yang sudah disebutkan di atas yang
mengakibatkan  kurang  optimalnya
capaian kinerja dan anggaran yang
dapat dilaksanakan.
Inovasi  [Analisa  keberhasilan/
ketidaktercapaian

Pencapaian hasil maksimal terhadap
hasil nilai kinerja anggaran sangat
penting didapatkan oleh setiap satker
yang merupakan amanat  Direktur
Jenderal Infrastruktur Digital yang
dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025, sehingga semua Unit
Pelaksanaan Teknis harus mendapatkan
nilai kinerja yang sesuai dengan yang
diharapkan. Di dalom pelaksanaan
indikator kinerja tersebut, masih ditemui
beberapa kendala yang di hadapi
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam di dalam mencapai nilai
maksimal terhadap capaian variabel
yang telah ditetapkan yaitu variabel
capaian output, variabel efisiensi,
variable konsistensi penyerapan
anggaran terhadap perencanaan dan
variabel penyerapan anggaran, utama
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nya dalam melaksanakan variabel
konsistensi  penyerapan  anggaran
terhadap perencanaan yang masih
sering belum sesuai antara rencana
penarikandanayangditetapkandengan
realisasi pelaksanaan penarikan dana
yang dilakukan yang setiap triwulan,
serta variabel penyerapan anggaran
yang masih belum maksimal.

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan
kinerja sebelumnya yang telah
digunakan untuk perbaikan pada
indikator tersebut

Untuk mecapai Nilai Kinerja Anggaran
yang lebih baik, perlu dilakukan kajian
dan analisa serta mempelajari hal-
hal yang masih menjadi kendala
dalam pencapaian kinerja anggaran
sebelumnya. Untuk mengantisipasi
hal tersebut telah dilakukan koordinasi
dan konsolidasi di internal Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam
maupun koordinasi dengan instansi-
instansi eksternal di luar Kementerian
Komunikasi dan Digital seperti KPPN
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan dalam hal Nilai
Kinerja Anggaran khususnya IKPA.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk  meningkatkan nilai  kinerja
pelaksanaan anggaran (IKPA) pada
tahun berikutnya, Balai Monitor SFR
Kelas Il Batam perlu memperkuat
perencanaan anggaran yang lebih
realistis dan terukur, terutaoma dalam
penyusunan Rencana Penarikan Dana
(RPD) agar sesuai dengan kebutuhan
riil pelaksanaan kegiatan. Selain itu,
percepatan proses pengadaan dan
penyelesaion  kontrak  sejok awal
tahun menjadi kunci agar penyerapan
anggaran dapat berjalan lebih merata
dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Monitoring internal secara berkala juga
perlu ditingkatkan melalui sistem early

1.6
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warning untuk mengidentifikasi potensi
keterlambatan serta deviasi sejak dini.

Di sisi lain, peningkatan kualitas data
dan kepatuhan administrasi melalui
rekonsiliasi rutin dengan KPPN serta
evaluasi  bersama  Kanwil  Ditjen
Perbendaharaan menjadifaktor penting
dalam menjaga akurasi pelaporan dan
meminimalkan kesalahan. Upaya ini
perlu didukung dengan peningkatan
kapasitas SDM  serta  penguatan
koordinasi dan konsultasi secara aktif,
sehingga setiap kendala teknis dapat
segera diselesaikan dan berdampak
pada optimalisasi capaian nilai IKPA
secara keseluruhan.

Implementasi budaya nilai BerAKHLAK
pada kegiatan ini

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang
baik, tidak bisa dilepaskan dari faktor
solid tidak nya sebuah unit kerja. Hal
tersebut telah terlaksana dengan baik
didalam pelaksanan tugas dan fungsi
yang diemban yang dibuktikan dengan
realisasi penyerapan anggaran Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam pada tahun anggaran 2025
sebesar 99,12%. Penerapan budaya nilai
kerja Berakhlak dapat berjalan dengan
baik dengan metode :

1. Berorientasi Pelayanan,
memastikan  anggaran  yang
dipakai  untuk  melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya benar-
benar memberikan manfaat bagi

masyarakat;

2. Akuntabel, melakukan pengawasan
secara berkala terhadap
penggunaan anggaran;

141

1.7

LaporanKinerja o U'

[, Sm—
KELASIIBATAM 0179/

3. Kompeten, tercapainya target
nilai kinerja anggaran tidak lepas
dari kerjasama dari pimpinan
dan semua tim kerja sehingga
bisa menghasilkan nilai  kinerja
anggaran yang memuaskan;

4. Harmonis, selalu melibatkan tim
kerja yang solid dan mampu
membina kerjasama yang baik dan
rasa saling percaya satu sama lain;

5. Lloyal, menjaga integritas dan
layalitas dalam pengelolaan dan
pemanfaatan anggaran;

6. Adaptif, baik pimpinan maupun tim
kerja selalu beradaptasi terhadap
perkembangan  teknologi  dan
aplikasi yang diperlukan untuk
meningkatkan  efektivitas  dan
efisiensi dalam mencapai nilai
kinerjo anggaran;

7. Kolaboratif, untuk mencapai nilai
kinerja anggaran yang optimal
telah dilakukan koordinasi internal
antara tim kerja dan koordinasi
eksternal dengan tim Infrastruktur
Digital dan KPPN Batam.

Efisiensi

Untuk  mencapai  target  kinerja
anggaran  yang ditetapkan, Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam didukung oleh 43 (empat puluh
tiga) orang Aparatur Sipil Negara dan 1
(satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri. Dengan Sumber Daya Manusia
tersebut, kinerja secara keseluruhan
dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Semua kegiatan yang direncanakan
dapat terlaksana bahkan melampui
dari target yang ditetapkan.
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Tabel 72. Efisiensi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Batam

SASARAN INDIKATOR KINERJA PAGU
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI EFISIENSI
] Terwujudnya Persentase (%) Nilai Kinerja  Rp 4,955,599,000 Rp 4,955,509,661  Rp 89,339
Kualitas Tata Kelola Anggaran Balai Monitor (DIPA Kode (DIPA Kode (DIPA Kode
Birokrasi yang Efisien Kelas Il Batam Satker 653970)  Satker 653970)  Satker 653970)
dan Efektif

Rp 6,888,051,000 Rp 6,827,372,570 Rp 60,678,430
(DIPA Kode (DIPA Kode (DIPA Kode
Satker 694708)  Satker 694708)  Satker 694708)

IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Capaian indikator kinerja dimaksud dapat
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dilihat pada tabel dibawah ini kemudian
(VUAKPA) diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
[l Batam sampai dengan bulan Desember
adalah 100.

Tabel 73. Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Program Target 2025 Realisasi Persentase
Program
Terwujudnya Kualitas Tata Nilai Kualitas Pelaporan 97 100 103.09%
Kelola Birokrasi yang Efisien  Keuangan Unit Akuntansi
dan Efektif Kuasa Pengguna Angga-
ran (UAKPA)
Berikut adalah formulasi perhitungan Nilai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Batam:

Tabel 74. Formulasi Perhitungan Nilai UAKPA Tahun 2025

IK-2 Target Penjelasan Target
Januari 5% 1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024;
2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024;
3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.

Februari 15% 1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan;
2. Penyusunan Keuangan TA 2024.

Maret 5% Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.

April 5% 1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan;

2. Menerima dan melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian
Komdigi, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA).
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1K-2 Target Penjelasan Target

Mei 15% 1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan;
2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited;
3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d April TA 2025.

Juni 5% Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025.

Juli 15% 1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kua-
sa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang dilakukan oleh Biro Keuangan;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester | tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester | tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025.

Agustus 5% Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September 5% Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober 5% 1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Il tingkat Akuntansi Kuasa Peng-

guna Anggaran (UAKPA) TA 2025;
2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.

November 5% Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.

Desember 5% Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Tabel 75. Benchmark Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan
Keuangan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan

UPT Lainnya
. L. Balmon Batam Balmon Mataram
Indikator Kinerja " " Keterangan
Target Capaian Target Capaian

Nilai Kualitas Pelaporan 97 100 97 100 Nilai Kualitas Pelaporan
Keuangan Unit Akutansi Keuangan UAKPA pada
Kuasa Pengguna Balmon Batam dan Balmon
Anggaran (UAKPA) Mataram telah mencapai

target yang telah ditentukan

Tidak ada perbandingan capaiankinerjaBalmon  Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Batam dengan Balmon Mataram dikarenakan  sama-sama mencapai 100 dan sesuai dengan
Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit  Formulasi Penghitungan.
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Penatausahaan dan Rumah Tangga

Kegiatan ketatausahaan meliputi
administrasi pengagendaan surat
masuk dan surat keluar yang berasal dari
lingkungan Kementerion Komdigi, Ditjen
Infrastruktur Digital dan jajaran Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, Jajaran Pemerintah
Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Provinsi

BALAIMONITORSPEKTRUM FREKUENSIRADIO

Kepulauan Riau serta para Penyelenggora/

pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

1. Surat masuk selama periode bulan
Januari sampai dengan 31 Desember
2025 adalah sebanyak 718 surat.

2. Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai
Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Batam selama periode bulan
Januari sampai dengan Desember 2025
sebanyak 837 surat dan Surat Perintah
Tugas sebanyak 459 surat.

Tabel 76. Total Surat Masuk, Surat Keluar,
dan Surat Tugas Tahun 2025

Bulan Surat Masuk Surat Keluar Surat Tugas

Januari 39 108 35
Februari 54 54 47
Maret 58 36 34
April 6l 48 3
Mei 59 67 30
Juni 50 60 14
Juli 73 95 47
Agustus 62 71 37
September 69 73 47
Oktober 70 93 46
November 65 4] 53
Desember 58 91 38

Jumlah 78 837 459

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

BarangMilikNegaramerupakanunsurpenting
dalam penyelenggaraan pemerintahan
khususnya dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah Pusat
harus melakukan pengelolaan atas BMN
agar dapat berguna bagi pemerintah dan
masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu
proses dalam mengelola kekayaan yang
telah ada sebelumnya atau yang diperoleh
dari beban APBN atau perolehan lainnya
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yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam
kegiatan pemerintah maupun masyarakat.
BMN adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasasi dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
maka pengelolaan BMN tersebut harus
dilakukan secara baik dan benar.

Berikut adalah Neraca Barang Milik Negara
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
Il Batam Posisi Per tanggal 31 Desember 2025
Tahun Anggaran 2025:
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Tabel 77. Neraca BMN Balmon SFR Kelas Il Batam Tahun 2025

Akun Neraca

" Jumlah

Kode Uraian
n7m Barang Konsumsi 70.046.355,
131M Tanah 16.041.514.000,
1321 Peralatan dan Mesin 50.561.399.111,
1331 Gedung dan Bangunan 11.750.627.295,
134113 Jaringan 319.481.927,
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (44.253.806.133)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.596.106.494,)
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (215.430.922))
162151 Software 7.065.494.510,
162161 Lisensi 50.000.000,
166112 ése?;;ﬁtr::tzgg:g tidak digunakan dalam operasi 171.765.000,
169122 A!(umulqsi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak (171.765.000,)

Digunakan dalam

169315 Akumulasi Amortisasi Software (6.757.125.895,)
169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi (50.000.000,)
Total 32.986.093.754,

Tanah dan Bangunan
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas

Il Batam memiliki aset tanah dan bangunan
di dua lokasi berikut :

a) Lokasil:Jl.Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel.
Tanjung Pinggir, Kec. Sekupang, Batam

Tabel 78. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 1

Uraian Luas
Luas Tanah 9.999 m2
Luas Bangunan
- Gedung Kantor 938 m2
- Rumah Negara Tipe C 80 m2
- Rumah Negara Tipe D 54 m2
- _Bangunan Gedung Kantor Lama [ Mess 36 m2
- Bangunan Bengkel [ Hangar 2 Unit 36 m2
- Gedung Garasi [ Pool Permanen 278 m2
- Gedung Garasi [ Pool Semi Permanen 56 m2
- Bangunan Pos Jaga 5m2
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Lokasi 2: JI. Natuna, Kel. Tiban Indah, Kec, 5. Kendaraan Operasional Rutin
Sekupang, Batam a) Kendaraan Roda Empat

Tabel 79. Data Tanah Dan Bangunan Lokasi 2 Tabel 82. Data Kendaraan Operasional Roda Empat

Uraian Luas Tahun
Luas Tanah 876 m2 No Jenis Kendaraan Merk [ Type [ Warna No. Pol Perolehan Kondisi
Luas Bangunan "
. Toyota / Kijang Innova | .
Rumah Negara Tipe C 70,16 m2 1. Mobil Hitam Metalik BP1071CY 201 Baik
Rumah Negara Tipe D 210,48 m2 2. Mobil Toyota / Kijang / Kuning ~ BP 1087 C 2004 Baik
. Toyota [ Kijang Innova | .
2. Stasiun Monitoring dan Ruang Monitoring 3. Slave Stasiun (Master Control, Slave, dan 3. Mopbil Abu-abu Metalik BP 1251 A 2006 Baik
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Transportable ii
Po RS sportable) o 4. Mobi Toyota / Kijang Innova/ g 1,7 2012 Baik
Il Batam memiliki 1 Ruang Monitoring Fixed di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Hitam Metalik
Kantor Balmon Batam. Dipergunakan untuk Kelas Il Batam memiliki 4 Slave Stasiun di 4 5. Mobil NISSGzt/)L'J\ISA\g;ﬂ/kAbU- BP 8150 AY 2015 Baik
monitoring rutin stasiun tetap dan kegiatan Lokasi dan Transportable di 2 Lokasi yaitu / /
; eut - . Toyota / Kijang / Innova .
osko. sebagai berikut : . ) !
p g 6. Mobil Reborn / Hitam Metalik BP 1607 C 2020 Baik
Tabel 80. Data Slave Stasiun Tahun 2025
No Lokasi Wujud Aset [ Status Keterangan
1. Kantor Balmon Kelas Il Batam Kantor Balmon Kelas Il Batam Master Control dan
JI. Dr. Cipto Mangunkusumo Sekupang Batam Fixed Stasiun Slave
2. Pelabuhan Ferry Nongsapura Lahan [ Sewa Fixed Stasiun Slave
JI. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Batam
3. RSUD Tanjung Uban Lahan / Sewa Fixed Stasiun Slave

JI. Indun Suri = Simpang Busung No. 1, Tanjung
Uban, Kab. Bintan

4. Kantor Pos Meral Tanjung Balai Karimun Lahan / Sewa Fixed Stasiun Slave u,:
JI. Sei Raya, Kab. Karimun . | h :
5. Kantor Pos Ranai Natuna Ruangan [ Sewa Transportable i “agear |l | e "'-H =
JI. Datuk Kaya Wan. Moh. Benteng Stasiun : H | —_—— h :
6. Kantor Pos Tanjung Pinang Ruangan | sewa Transportable I _— l —
J1. Brigjen Katamso No. 47 Tanjung Pinang Stasiun : L —
A

=

4. Kendaraan Operasional Monitoring
Tabel 81. Data Kendaraan Operasional Monitoring

Merk/ Type/ No. Pol Tahun Kondisi
Warna Perolehan

Ford [ Everest |

No Jenis Kendaraan

1. Mobil Unit Monitoring o . BP 1043 C 201 Baik
Titanium Silver
Toyota / Kijang /
2.  Mobil Innova Reborn | BP1142C 2024 Baik
Hitam Metalik
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b) Kendaraan Roda Dua Menu LKE : BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS Il BATAM - 2025

{Ajukan Eselon 1)

Tabel 83. Data Kendaraan Operasional Roda Dua ==
Satker
No Jenis Kendaraan Merk/ Type/ No. Pol Tahun Perolehan Kondisi 1 ot IO (ELIILSY
qunq ik T 100 111
1. Motor Honda / Mega BP 2215 C 2010 Baik cas: 130
Pro / Hitam
2. Motor Honda [Vario [ g 0 2019 Baik
Hitam
. b "'l A PENRGUNGKT
3. Motor Honda / vario / BP 2271 C 2019 Baik T
Putih
4. Motor Yamaha [ Nmax/ oo 4oa0 o 2020 Baik _ , o
Hitam Gambar 26. Hasil Penginputan pada Aplikasi e-Zico

d) Kepegawaian 1) Kenaikan Pangkat dan Gaiji Berkala
Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum PadaTahun Anggaran2025terdapat
Frekuensi radio Kelas Il Batam memiliki 6 (enam) pegawai Balai Monitor SFR

c) Pembangunan Zona Integritas

Hasil penginputan pada aplikasi e-Zico
Balai Monitor SFR Kelas Il Batam , dengan
rincian sebagai berikut:

a) 100% atau 113 dari 113 item berhasil
dijowab.

b) Nilai 100% pada bukti dukung
menandakan bahwa dokumen/
berkas pendukung yang diperlukan
untuk setiap isian sudah seluruhnya
diunggah dan sesuai ketentuan

c) Balai Monitor SFR Kelas Il Batam
menunjukkan dalam penginputan
aplikasi e-Zico dengan pencapaian
100% pada semua komponen
utama. Hal ini menggambarkan
konsistensi, ketelitian, serta
komitmen unit dalam memenuhi
standar pelaporan yang ditetapkan.

sumber daya manusia sejumlah 44
(empat puluh empat) pegawai yang
terdiri dari 43 (empat puluh tiga)
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 (satu)
Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN)

kelas Il Batam yang Memperoleh
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan
terdapat 3 (tiga) pegawai yang
memperoleh Kenaikan Pangkat (KP)
secara reguler, adapun data nama
pegawai yang memperoleh KGB
dan KP adalah sebagai berikut:

Tabel 84. Data Kenaikan Gaiji Berkala (KGB) Pegawai

NO PERIODE JUMLAH PEGAWAI
1 Januari 2025 2 (Dua) Orang
2 Februari 2025 2 (Dua) Orang
3 Maret 2025 1 (Satu) Orang
4  April 2025 1 (Satu) Orang
5 Juli 2025 1 (Satu) Orang
6 Desember 2025 4 (Empat) Orang

Tabel 85. Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai

NO PERIODE JUMLAH PEGAWAI
1 April 2025 1 (Satu) Orang
2 Juni2025 1 (Satu) Orang

3  November 2025

1 (Satu) Orang

Didalam mendukung tugas-tugas
dan fungsi-fungsi yang telah
ditetapkan yaitu dalam melakukan
pengendalion dan pengawasan
penggunaan spektrum frekuensi
radio dan melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap
penggunaan alat atau perangkat
telekomunikasi di wilayah Propinsi
Kepulauan Riau, Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas
I Batam memiliki Sumber Daya
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Tabel 86. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin o
Jenis Kelamin -
No UnitKerja Status Laki Laki Perempuan Total I”f r'
Orang  SubTotal Orang  Sub Total =
1 Balai Monitor PNS dan CPNS 12 30 1 14 44 .k :
Spektrum Frekuensi PPPK 17 3 i |;'* ;
Radio Kelas Il Bat Y .
adio Kelas Il Batam  ppypn 1 0 .o : _
& ! [ke

o

my slX sllc mila sllb sllc ulild =lV.a =lV.b

Grafik 48. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Perempuan
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= PPNPN  mPPPK  m PNS dan CPNS :
Grafik 47. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 4 3 3
2
Tabel 87. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
0
18-25 26-35 36-45 45-55 >56
Pangkat
No. Unit Kerja Status Total
IX _le llla liLb lil.e Nid IV.a Vb Grafik 49. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
1 Balai Monitor ASN 11 9 3 6 1 2 7 3 1 43
Spektrum (PNS,
Frekuensi CPNS,
Radio Kelas Il dan
Batam PPPK)
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Tabel 88. Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenjang Jabatan NO NAMA PELATIHAN TANGGAL  TANGGAL  JUMLAH
MULAI SELESAI  PESERTA

16 Sosialisasi Karir Jabatan Fungsional Kepada CPNS T.A 2024 Kementerian 2025-06-13 2025-06-13 4 Orang

NO. JENJANG JABATAN 2025 Komunikasi dan Digital
! Jabatan Fungsional Ahli Madya ! 17 Konsep Pemrograman 2025-09-12 2025-09-14 2 Orang
2 Jabatan Fungsional Ahli Muda 5 18 Pengenalan Kolaborasi Menggunakan Tools Gratis Penyimpanan Berbasis 2025-09-12 2025-09-14 10rang
3 Jabatan Fungsional Ahli Pertama 6 Cloud

4 Jabatan Fungsional Penyelia ! 19 Kenali Tanda-Tandanya dan Lindungi Data Pribadi 2025-09-12  2025-09-14 10rang

5 Jabatan Fungsional Mahir 2 20 Introduction to Cloud Computing 2025-09-12 2025-09-14 10rang

6 Jabatan Fungsional Terampil 2 21 Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025-09-12  2025-09-14 4 Orang

Jumlah 17 22 Introduction to Cyber Security and Career Awareness 2025-09-12 2025-09-14 10rang

23 Ancaman Pembobolan Akun Pribadi dan Pencegahannya 2025-09-12 2025-09-14 10rang

24  Pentingnya Menjaga Keamanan Digital: Perlindungan Diri di Dunia Maya 2025-09-12  2025-09-14 2 Orang

Tabel 89. Data PPNPN 25 Mengamankan Diri dari Kejahatan Siber 2025-09-12  2025-09-14 10rang

26 Tips Melindungi Diri Dari Ancaman Phising dan Malware di Era Digital 2025-09-12 2025-09-14 2 Orang

NO. JABATAN JUMLAH 27 Ethical Hacker For Dummies 2025-09-12 2025-09-14 2 Orang

1 Security 10rang 28 AI. E.ngineer for MiIIenr.ﬂoI : : : 2025-09-12  2025-09-14 10rang

TOTAL 10rang 29 Digital Infrast‘ruct'ure in F:ollaborotlon with the International 2025-02-17 2025-02-18 10rang

Telecommunication Union

30 ToT Metode Pembelajaran 2025-08-12 2025-08-14 10rang

2) Pengembangan Kompetensi radio Kelas Il Batam telah mengikuti £l Pelqtihqn .Te'.(n.iS.TV Digital Tohun 2025 . 20250825 2025-08-29 2 Orang

Pada tahun 2025, seluruh pegawai pengembangan kompetensi deng- 32 SOSIG|IS.GSI PISIp|In.P.egC|WGI Kepada CPNS Dan PPPK T.A 2024 Kementerian 2025-06-12 2025-06-12 10rang

! Komunikasi dan Digital
Balai Monitor Spektrum  Frekuensi an detail sebagai berikut : 33 Launching dan Training of Trainers Aplikasi SERENA Versi 2.0 2025-06-17 2025-06-17 2 Orang

34 APT - Network Management & Monitoring 2025-06-17 2025-06-19 10rang

35 Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill Digital ~ 2025-06-24 2025-06-24 10rang
Talent Scholarship 2025

Tabel 90. Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Balmon Batam

36 E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA 2025-04-17 2025-04-24 10rang
NO NAMA PELATIHAN TAN'I‘GI.?I.\L TAE":-‘:G:IL :':Né;’:\ri 37 Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Terpadu T.A. 2027 2025-12-02  2025-12-04 2 Orang
v SELES s 38 Pemanfaatan Aplikasi Editing Video untuk Konten Produk 2025-01-28 2025-01-28 2 Orang
1 Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR Yang diselenggarakan Direktorat 2025-07-31 2025-07-31 10rang 39  Etis Bermedia Sosial Berbasis Nilai Lokal 2025-01-28 2025-02-28 10rang
5 Eelng;indo:an Infrostruk::JrtDulgkjltoétanggc.]I 3];ut“ 202b5 Dicital Earth 2075-09-18_ 2025-108 16 40 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pelayanan Infrastruktur Digital 2025-01-31  2025-01-31 3 Orang
Tgsctlelr I?\?ORelTnsgug:%%inEag[h CILcjtrmF;oTLg;teI?EY(I)SRleTrSnU lergg%igrl]g\l/;tqgre Orang 41 Generative Al untuk Pendidikan Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-02-05 2025-02-05 10rang
Insulation Tester Megger KYORITSU 31254, Insulating And Arrester Tester OBO 42 Dosor—Do;or Implementasi Kecerdasan Artifisial Micro Skill Digital Talent 2025-02-05 2025-02-05 5 Orang
ISOLAB Scholarship 2025
3 Sosialisasi ASN Digital BKN Untuk PPPK Tahap Il Dan PPPK Paruh Waktu 2025-10-15  2025-10-15 13 Orang 43 Seberapa Penting MenJSJgg thd Pribadi dan Pelindungannya Micro Skill 2026-02-05 2025-02-05 10rang
4 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada 2025-10-16  2025-10-17 9 Orang Digital Talent Scholarship 20 .5 — -
PPPK Tahap Il dan Paruh Waktu Tahun 2025 44 Dasar-dasar Keamanan Al Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-02-05 2025-02-05 10rang
5 SOSIALISASI SISTEM DETEKSI DINI 2025-07-15  2025-07-15 10rang 45 ?elbertasp%Alrnarl‘:.lnf;Orgw\GGS| Anda dari Ancaman Digital Micro Skill Digital 2025-02-05 2025-02-05 10rang
: o alent Scholarship
6 dasar-dasar implementasi artifisial 2025-10-10  2025-10-10  10rang - - - —
7 PERTAHANAN DIGITAL 101 UNTUK INDIVIDU DAN UMKM 2025-10-10  2025-10-10  10rang 46 Isn;;‘c;?g;tr:?gégz(;)yber Security and Career Awareness Micro Skill Digital Talent  2025-02-09 2025-02-09 10rang
g garo EAUd(,]kh Teﬁggu?c:(:/ln Apm;OS! :Aerkalntrc:ran C?nllneSMA) 2822_:?;: 2822_:]0_(]2 12C())rong 47 Introduction To Cloud Computing Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025~ 2025-02-09 2025-02-09 10rang
qr,q. erpl - og.ls - u - .engo as1Vfasadh Jenjang - —— rang 48 Menskalakan Al di Organisasi Anda Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025  2025-02-09 2025-02-09 10rang
10  Fasilitasi Pandu Literasi Digital segmen Masyarakat Umum Literasi Digital 2025-1-09 2025-11-09 2 Orang 49 Pengenalan Internet of Things: Konsep, Teknologi, dan Aplikasinya Micro Skill  2025-02-14  2025-02-14 10rang
11 Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir Digital 2025-11-15  2025-11-15 2 Orang Digital Talent Scholarship 2025 ' '
12_ E-Learning Microsoft Excel Level Intermediate Batch I 2025-11-20  2025-11-29 2 Orang 50 Tips Melindungi Diri Dari Ancaman Phising dan Malware di Era Digital Micro ~ 2025-02-14  2025-02-14 10rang
13 Orientqsi anjuton‘ b.agi CPNS dan PPPK Tahap | Di ‘Lingkungap Kgmentericn 2025-05-14 2025-05-15 13 Orang skill Digital Talent Scholarship 2025
Komunikasi dan D|g|ta|'d§ngan Materl Kepegawaian, QrganISGSI, 51 Ancaman Pembobolan Akun Pribadi dan Pencegahannya Micro Skill Digital ~ 2025-02-14  2025-02-14 10rang
Tatalaksana, Reformasi Birokrasi, Keamanan Informasi, dan Tata Naskah Talent Scholarship 2025
Dlnc'ns. - — - — - 52 Peran ASN Dalam Membangun Citra Lembaga Melalui Konten Kreatif Micro 2025-02-15 2025-02-15 10rang
14 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada 2025-05-22 2025-05-23 20 kill Digital Talent Scholarship 2025
CPNS f:lun‘PP.Pl'< T.qhun 2025, - orang 53 Membangun Personal Branding di Media Sosial Micro Skill Digital Talent 2025-02-15 2025-02-15 10rang
15 Sosialisasi Disiplin Pegawai Kepada CPNS Dan PPPK T.A 2024 Kementerian 2025-06-12 2025-06-12 6 Orang Scholarship 2025
Komunikasi dan Digital
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NO NAMA PELATIHAN MULAI SELESAI  PESERTA

54 Menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAl Service Micro Skill 2025-02-15 2025-02-15 10rang
Digital Talent Scholarship 2025

55  Wawasan Karir dalam Bidang Data Analytics Micro Skill Digital Talent 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Scholarship 2025

56 Pengenalan Kolaborasi Menggunakan Tools Gratis Penyimpanan berbasis 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Cloud Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025

57 Fondasi Penulisan Berita Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-02-16  2025-02-16 10rang

58 Seni Public Speaking Untuk Pemimpin Muda Berkarakter Micro Skill Digital 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Talent Scholarship 2025

59 Pemanfaatan Aplikasi Chat Bagi Wirausahawan Pemula Micro Skill Digital 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Talent Scholarship 2025

60 Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Scholarship 2025

61 Pengenalan Data Science dan Pemanfaatannya di Berbagai Sektor Micro 2025-02-16 2025-02-16 10rang
Skill Digital Talent Scholarship 2025

62 E-Learning Microsoft Excel Level Intermediate Government Transformation 2025-02-20 2025-03-13 5 Orang
Academy Digital Talent Scholarship 2025

63 E-Learning Microsoft Power Point Level Intermediate Government 2025-02-20 2025-03-13 3 Orang
Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025

64 Jejak Digital: Warisan yang Anda Tinggalkan di Dunia Maya 2025-03-01 2025-03-01 10rang

65 Membangun Lab Virtual & Dasar Linux 2025-03-01 2025-03-01 10rang

66 Memahami Aspek Pengembangan Produk Al 2025-03-01 2025-03-01 10rang

67 Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak dan Kritis 2025-03-01 2025-03-01 10rang

68 Optimasi Instagram dengan Insight 2025-03-02 2025-03-02 2 Orang

69 Memahami Perbedaan Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi 2025-04-13 2025-04-13 10rang

70 Image Recognition dan Speech Recognition Mengubah Interaksi Kita dengan 2025-04-13  2025-04-13 10rang
Teknologi

71 Pengenalan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Perlindungan Karya  2025-04-13  2025-04-13  10rang
dan Inovasi Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025

72 Al Engineer for Milenial 2025-05-22 2025-05-22 10rang

73 E-Learning Microsoft Excel Level Advance Government Transformation 2025-05-27 2025-06-26 3 Orang
Academy Digital Talent Scholarship 2025

74 E-Learning Microsoft Power Point Level Advance Government Transformation  2025-05-27 2025-06-26 2 Orang
Academy Digital Talent Scholarship 2025

75 Bimbingan Teknis Penyusunan Policy Brief 2025-07-17  2025-07-23 10rang

76 Generative Al untuk Peningkatan Kinerja ASN Government Transformation 2025-08-11 2025-08-15 2Orang
Academy Digital Talent Scholarship 2025

77 Pengantar Mindset Digital 1: Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir - 2025-08-16  2025-08-16 10rang
Digital

78 Anti Korupsi Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship  2025-09-15 2025-09-19 10rang
2025

79 Pemanfaatan Al di Pemerintahan Government Transformation Academy 2025-10-06 2025-10-09 10rang
Digital Talent Scholarship 2025

80 Sosialisasi Kepatuhan SFR & APT Strategi Pengelolaan PNBP Sanksi 2025-10-21  2025-10-21 10rang
Administratif tanggal 21 Oktober 2025

81 Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah Government Transformation 2025-12-17  2025-12-19  10rang
Academy Digital Talent Scholarship 202

82 Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kompetensi Nonklasikal 2025-06-13 2025-06-13 10

Orang

83 Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 2025-05-19 2025-05-26 10rang
(PPSPM)

84 PELATIHAN SMART & EFFECTIVE LEADERSHIP Seni Memimpin dengan Cerdas 2025-10-14  2025-10-17 10rang
dan Berdampak

85 Internet Of Things (13 CPD Hours) 2025-06-16 2025-06-17 10rang

KELASIIBATAM
TANGGAL TANGGAL JUMLAH
NO NAMA PELATIHAN MULAI SELESAI  PESERTA
86 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Government Transformation 2025-08-25 2025-09-12 10rang
Academy Digital Talent Scholarship 2025
87 Komunikasi Strategis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-08-26 2025-08-26 10rang
88 Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025-09-12 2025-09-12 10rang
89 Pelatihan Kepemimpinan dan Ideologi Kebangsaan 2025-10-21  2025-10-21 7 Orang
90 Sosialisasi Pedoman Standar Pelayanan 2025-10-10  2025-10-10 2 Orang
91 Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill 2025-02-03 2025-12-30 2 Orang
92 Pengenalan Data Science dan Pemanfaatannya di Berbagai Sektor Micro 2025-04-28 2025-04-28 10rang
Skill
93 Sosialisasi Kalibrasi Perangkat SMFR 2025-10-02 2025-10-02 10rang
94 Pemanfaatan Al di Pemerintahan 2025-05-14 2025-05-17 3 Orang
95 Sosialisasi Kepatuhan Internal 2025-08-06 2025-08-08 2 Orang
96 Training Course (On Internet Of Things) 2025-06-09 2025-06-30 10rang
97 Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik 2025-07-03 2025-07-03 10rang
98 Komunikasi Strategis Untuk ASN 2025-07-07 2025-07-07 10rang
99 Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial 2025-07-08 2025-07-08 10rang
100 Branding Institusi Untuk Instansi Pemerintah 2025-07-09 2025-07-09 10rang
101 Introduction To Cloud Computing Micro Skill 2025-05-22 2025-05-22 10rang
102 Dasar - Dasar Keamanan Al 2025-06-12 2025-06-12 10rang
103 Generative Al untuk Pendidikan 2025-06-12 2025-06-12 10rang
104 E-Learning Microsoft Power Point Level Basic Government Transformation 2025-01-15  2025-02-12 10rang
Academy Digital Talent Scholarship 2025
105 Keprotokolan dalam Kehumasan 2025-05-19 2025-05-22 10rang
106 Pelatihan Implementasi Al Level Intermediate 2025-06-24 2025-06-25 10rang
107 Pelatihan Implementasi Al Level Intermadiate 2025-06-24 2025-06-25 10rang
108 Refresment PPNS 2025-08-11  2025-08-15 10rang
109 E-Learning Microsoft Excel Level Basic Batch Il 2025-10-13  2025-11-03  10rang
110 E-Learning Microsoft Power Point Level Basic Batch II 2025-10-13  2025-11-03  10rang
1M E-Learning Microsoft Power Point Level Intermediate Batch I 2025-11-03  2025-11-23  10rang
112 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Menuju Tata  2025-03-17  2025-03-17 10rang
Kelola yang Transparan dan Akuntabel
113 Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2025-02-24 2025-02-24 2 Orang
(LHKPN) melalui e-LHKPN
114 PPK Negara Tersertifikasi (PNT) 2025-03-04 2025-03-05 10rang
115 Implementasi E-Katalog Versi 6 Melalui Metode Mini Kompetisi dan Negosiasi  2025-03-13  2025-03-13  10rang
116  Teknik Lobby, Negosiasi, dan Diplomasi Government Transformation 2025-03-17 2025-03-21 2Orang
Academy Digital Talent Scholarship 2025
117 Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan Iil Tahun 2025 2025-04-22 2025-04-28 10rang
118 Bimbingan Teknis Penyeragaman Penetapan Denda Terhadap Pelanggaran  2025-04-29 2025-05-02 10rang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi
Pada Dinas Tetap Berdasarkan Izin Kelas
119 Workshop Kearsipan dan Kehumasan - Tantangan SDM Kearsipan dan 2025-10-30 2025-10-31 3 Orang
Kehumasan di Era Digitalisasi
120 Al for Government of Indonesia Training 2025-07-09 2025-07-09 10rang
121 Pelatihan Dasar CPNS 2025 2025-11-17  2025-11-21  10rang
122 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang 2025-12-22  2025-12-24 10rang
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026
123 Komunikasi Strategis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-11-06  2025-11-06 10rang
124 Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Perkantoran Online Micro Skill Digital 2025-12-08 2025-12-08 10rang
Talent Scholarship 2025
125 E-Learning Modul Coretax Registrasi dan Manajemen Akses bagi Instansi 2025-06-01 2025-12-31 10rang

Pemerintah (Open Access)
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126 Pengantar Mindset Digital 1: Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir - 2025-06-18 2025-06-18 10rang
Digital Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025

NO NAMA PELATIHAN

127 Sosialisasi Antikorupsi dan Sosialisasi Benturan Kepentingan dan WBS 2025-08-07 2025-08-07 10rang

128 Sosialisasi Bidang SDM dan Organisasi Tentang Penerapan Sistem Merit 2025-11-18  2025-11-18  10rang
dalam Pola Karir ASN

129 Peningkatan Awareness Manajemen Resiko Unit Pelaksana Teknis (UPT) 2025-11-21  2025-11-21  10rang

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025

130 E-Learning Microsoft Excel Level Basic Government Transformation Academy  2025-01-15  2025-02-12 10rang
Digital Talent Scholarship 2025

131  Komunikasi Krisis Untuk ASN Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 2025-07-07 2025-07-07 10rang
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Dari hasil analisa dan pengukuran terhadap 3. Capaian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan

capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi pada Tahun 2025, dapat dilaksanakan dan

Radio Kelas Il Batam pada Tahun 2025, dapat dicapai meliputi:

disimpulkan bahwa selama Tahun 2025 : a. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas

1. Pelaksanaan program kerja yang telah Pengendalian  Spektrum  Frekuensi
ditetapkan dapat dicapai dan terealisasi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan
dengan baik dan lancar; Layanan Telekomunikasi;

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Infrastruktur Digital yang Efektif dan
Kelas I Batam masih perlu dilakukan Efisien.

pengembangan kemampuan kompetensi
terhadap pegawai, baik secara administrasi
maupun secara teknis;

Catatan : -I 56 -I 57
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1. Kunjungan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital

2. Penghargaan Balai Monitor SFR Kelas Il Batam Tahun 2025

4
® 2 all

KANTOR PELAYANAN :; -f'
PERBENDAHARAAN TIPE A 1 BATAM Y

SERTIFIKAT
NOMOR: PG-0058/WPB.0S/KP.02/2026

DIBERIKAN KEPADA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS Il
BATAM (653970)

PERINGEAT 1
SATUAN KERIA DENGAN PENYERAPAN ANGGARAN TERBAIK TAHUN 20325 FAGU KECIL
Batam 1 Maret 2014

L

Catatan : -l 5 8
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3. Kegiatan Posko Monitoring Idul Fitri 1446 H Tahun 2025

.13 ¢ ik 3 - — —-—
e H NG NADIM

i POSKO TERPADLU
' ANGKUTAN LEBARAN 2025

4.
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5. Kegiatan Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data ISR Tahun 2025 7.

Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Pegawai Tahun 2025

6. Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

b

EVALUASI KINERJA DAN AN
- TAHUN 2025
LA SPEXTRUM FREXUE
’ KELAS 0l BATAM

Catatan : 160 1 6-|
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11.  Pelaksanaan Kegiatan Hari Bhakti Postel ke-80 Tahun 2025

- A

Kabupaten
Karimun,Kepulauan
Riau,Indonesia

—

FRPROLT

12.

10. Pelaksanaan Upacara HUT Rl ke-80 Tahun 2025

TERPADU
NATARU 2025 / 2026 - pry

& L E B

Catatan : -I 62 1 63
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